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I. ABSTRAK 

AKIBAT HUKUM PROTOKOL NOTARIS YANG TIDAK DISERAHKAN 
OLEH AHLI WARIS KEPADA NOTARIS LAIN 

(Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang). 
 

Penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia oleh ahli waris 
banyak yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan 
terhadap Protokol Notaris yang telah meninggal dunia di wilayah Kabupaten Deli 
Serdang. Peristiwa ini menimbulkan permasalahan yang hendak dikaji 
diantaranya, prosedur penyerahan Protokol Notaris, peran MPD Kabupaten Deli 
Serdang terhadap Protokol Notaris yang telah meninggal dunia, serta 
tanggungjawab hukum terhadap ahli waris yang tidak melaksanakan kewajiban 
menyerahkan protokol Notaris yang telah meninggal dunia. 

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang 
didukung bahan hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer atau 
penelitian lapangan dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis data kualitatif. 

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya, prosedur 
penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia telah diatur dalam Pasal 
35, Pasal 62, Pasal 63 UUJN dan Pasal 39 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014. 
Pada pokoknya menyatakan bahwa, ahli waris dari notaris sebagai pemegang 
Protokol Notaris yang telah meninggal dunia wajib memberitahukan kepada MPD 
paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam proses penyerahannya kepada notaris lain 
paling lama 30 (tiga puluh) hari. MPD memiliki kewenangan untuk mengambil 
protokol notaris bilamana ahli waris pemegang protokol notaris yang meninggal 
dunia tidak menyerahkannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Terkait dengan 
tanggungjawab ahli waris yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, ahli 
waris notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena Majelis 
Pengawasan Notaris tidak memiliki kewenangan meminta pertanggungjawaban 
ahli waris notaris. Selain itu UUJN ataupun peraturan perundang-undangan 
lainnya tidak mengatur mengenai adanya sanksi terhadap ahli waris notaris. Saran 
yang dapat diberikan dalam penelitian ini diantaranya, agar dilakukan 
pembaharuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban ahli waris yang tidak 
menyerahkan protokol notaris manakala notaris meninggal dunia, diharapkan 
MPD Kabupaten Deli Serdang melakukan pengawasan berkala setiap tahun ke 
Kantor Notaris yang berada di seluruh Kabupaten Deli Serdang, dan diharapkan 
juga dilakukan pembaharuan UUJN yang juga mengakomodir pengaturan tentang 
pendigitalisasian protokol notaris. 

 
Kata Kunci: Protokol Notaris, Ahli Waris 
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II. ABSTRACT 

DUE TO THE NOTARY PROTOCOL LEGAL WHICH IS NOT SUBMITTED 
BY THE HEIR TO OTHER NOTARIES 

(Study on the Regional Supervisory Council of Deli Serdang Regency). 
 

The submission of a Notary protocol that has died by many heirs is not 
carried out in accordance with the provisions of the legislation. The role of the 
Regional Notary Supervisory Council of Deli Serdang Regency is in the spotlight 
on the Notary Protocol who has died in the Deli Serdang Regency area. This 
incident caused problems to be studied, including the procedure for submitting the 
Notary Protocol, the role of the Deli Serdang Regency MPD in respecting the 
protocol of a deceased Notary, as well as legal responsibility for heirs who do not 
carry out the obligation to submit the protocol of a Notary who has died. 

This research method uses empirical juridical research supported by 
normative legal materials. This research is descriptive analysis. The type of data 
used in this research is sourced from primary data or field research and 
secondary obtained from the results of library research consisting of primary, 
secondary and tertiary legal materials. Data analysis used in this study, namely 
qualitative data analysis. 

The conclusions obtained in this study include, the procedure for 
submitting the protocol of a notary who has died has been regulated in Article 35, 
Article 62, Article 63 of the UUJN and Article 39 of the Minister of Law and 
Human Rights Number 25 of 2014. Basically it states that, the heirs of the notary 
as holders of the deceased Notary Protocol the world is obliged to notify the MPD 
no later than 7 (seven) days, and in the process of submitting it to another notary 
no later than 30 (thirty) days. The MPD has the authority to take a notary 
protocol if the heirs of the deceased notary protocol holder do not submit it within 
30 (thirty) days. Regarding the responsibility of the heirs who do not carry out 
their obligations, the notary heirs cannot be held accountable because the Notary 
Supervisory Council does not have the authority to hold the notary heirs 
accountable. In addition, UUJN or other statutory regulations do not regulate the 
existence of sanctions against notary heirs. Suggestions that can be given in this 
research include, to reform the law governing the responsibility of heirs who do 
not submit a notary protocol when a notary dies, it is hoped that the Deli Serdang 
District MPD conducts periodic supervision every year to Notary Offices located 
throughout Deli Serdang Regency, and It is also hoped that the UUJN reform will 
also be carried out which will also accommodate the arrangements regarding the 
digitization of the notary protocol. 
 
Keywords: Notary Protocol, Heirs 
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V. BAB I   

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Perkembangan jaman yang semakin pesat membuat hampir semua 

aktivitas manusia yang berhubungan dengan suatu perjanjian membutuhkan suatu 

legalitas atau suatu kepastian hukum. Dalam situasi yang demikian menuntut 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang pada akhirnya selalu 

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.1 Alat bukti tertulis yang 

bersifat otentik dapat diperoleh melalui akta yang dibuat dihadapan pejabat-

pejabat umum yang berwenang yaitu notaris.2 

Keberadaan notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Kemudian 

mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, 

sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta otentik.3 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatakan bahwa:  

“Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat 
akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya”.   

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatakan bahwa :   

 
1  Wiriya Adhy Utama, Perlindungan Hukum Terhadap N0taris Pengganti Dalam  

Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan, Jurnal Pan0rama Hukum, V0l. 3 N0m0r 
1 Juni 2018, hal 105 

2 Abdul Gh0fur Ansh0ri, Lembaga Ken0tariatan Ind0nesia persfektif Hukum dan Etika, 
(Y0gyakarta: UII Press, 2009), hal. 18 

3  M.Riza Kuswant0, Urgensi Penyimpanan Pr0t0k0l N0taris Dalam Bentuk  
Elektr0nik Dan Kepastian Hukumnya Di Ind0nesia, Jurnal Repert0rium V0lume IV N0m0r 2 Juli 
- Desember 2017, hal. 62  
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"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".  

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara 

normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan 

diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.4 Bertindak berdasarkan aturan 

hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para 

pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan 

aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat 

menjadi pedoman oleh para pihak.5  

Salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah 

membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari 

protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, dan 

dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan 

minuta akta sebagian bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga 

keontetikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga 

manakala ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan 

melalui protokol Notaris.6  

Protokol Notaris yang diatur dalam UUJN merupakan arsip negara yang 

sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan 
 

4 R. S0esant0, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak N0taris, Wakil N0taris, (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 1982),  hal 56.  

5 S0eg0nd0 N0t0dis0erj0. Hukum N0tariat di Ind0nesia (Suatu Penjelasan), Cetakan 
Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafind0 Persada, 1993), hal 49.  

6 Zulkifli Amsyah, Manajemen Kearsipan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal 
117. 
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alat bukti yang sah dan kuat manakala kelak dikemudian hari terjadi permasalahan 

diantara para pihak dalam suatu akta. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen 

yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh seorang 

Notaris. 7   

Menurut penjabaran Pasal 62 UUJN, protokol notaris terdiri dari atas:   

1) Minuta akta 
2) Dafttar akta/ repertorium 
3) Daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya dihadapan notaris/ akta 

dibawahtangan yang didaftar 
4) Daftar nama penghadap/ klapper 
5) Daftar protes 
6) Daftar Wasiat 
7) Daftar lain yang disimpan Notaris. 

Manakala Notaris telah meninggal dunia, maka ahli waris suami/istri, 

keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib 

memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), pemberitahuan 

tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja, kewajiban ahli waris Notaris meninggal 

dunia selain memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah bahwasanya 

Notaris tersebut telah meninggal dunia sebagaimana tertuang di dalam Pasal 35 

UUJN. Pasal 35 UUJN tersebut berbunyi:  

1) Manakala Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam 
garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan 
kepada Majelis Pengawas Daerah.  

2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.  

3) Manakala Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan 
Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris 
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal 
dunia.  

4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang 
meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam 
puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.  

 
7 S0eg0nd0 N0t0dis0erj0, Op.Cit, hal. 176.  
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5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.  

 Berdasarkan Pasal 35 UUJN tersebut pemberitahuan wajib disampaikan 

dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Notaris meninggal dunia, 

maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain yang akan 

menggantikannya berdasarkan ketentuan Pasal 62 huruf (a) UUJN. Penyerahan 

protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh keluarga atau ahli 

waris Notaris yang akan disahkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) 

sebagaimana di dalam Pasal 63 ayat (2) UUJN. Pejabat Sementara Notaris yang 

akan menerima Protokol Notaris yang telah meninggal dunia adalah Notaris yang 

ditunjuk/disahkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan Pasal 70 

UUJN.   

Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari 

dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani 

oleh yang menyerahkan dan menerima Protokol Notaris sebagaimana Pasal 63 

ayat (1) UUJN. 8  Protokol Notaris yang dipegang oleh Notaris yang telah 

meninggal dunia kemudian diserah terimakan kepada Pejabat Sementara Notaris 

oleh ahli waris Notaris.  

Pejabat Sementara Notaris kemudian menyerahkan Protokol Notaris 

tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) paling lama 60 hari sejak 

kematiannya.6 Namun demikian dari ketentuan-ketentuan yang sudah jelas diatur 

oleh Undang-undang tersebut sangatlah berbeda dengan praktiknya di lingkungan 

masyarakat. Para ahli waris Notaris atau keluarga Notaris belum menjalankan 

 
8 Abdul Gh0fur Ansh0ri. Lembaga Ken0tariatan Ind0nesia Perspektif Hukum dan Etika, 

(Y0gyakarta: UII Press, 2010), hal. 120. 
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dengan baik kewajiban yang sudah diatur di dalam Pasal 35 UUJN. Maka dari itu 

hal ini sangatlah bertolak belakang dan melanggar ketentuan yang sudah ada yang 

terdapat di dalam UUJN.  

Keluarga atau ahli waris dari Notaris masih ada yang tidak peduli terhadap 

pemberitahuan dan penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia ini. 

Padahal pemberitahuan dan penyerahan protokol Notaris terhadap notaris yang 

telah meninggal dunia tersebut sangat penting untuk Majelis Pengawas Daerah 

(MPD) agar mereka mengetahui dimana keberadaan protokol Notaris yang telah 

meninggal dunia tersebut dan bisa menunjuk/mengesahkan notaris lain untuk 

pemegang protokol Notaris baru.  

Kurangnya kesadaran, ketidakpedulian dan ketidaktahuan dari pihak 

keluarga Notaris, ahli waris Notaris, ataupun masyarakat pada umumnya 

mengenai protokol Notaris ini menjadi pemicu utama kendala dalam hal 

penyerahan protokol Notaris yang mana merupakan arsip negara yang bersifat 

penting ini. Secara tidak langsung ini sangat berakibat fatal bahkan dapat 

menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan 

atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol Notaris yang 

pernah bertugas atau yang telah meninggal dunia untuk keperluan kepastian 

hukumnya.9   

Salah satu kasus meninggalnya Notaris dimana protokol tersebut 

terlampau begitu lama diserahkan yaitu kasus meninggalnya Notaris Rismalida 

Simarsoit, notaris di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015. Penyerahan 

 
9  Agus Purwant0, Pertanggungjawaban Ahli Waris N0taris Dan MPD Terhadap 

Pr0t0k0l N0taris Yang Meninggal Dunia, Jurnal Ken0tariatan, Universitas Sebelas Maret, 
V0lume V, N0m0r 1 Tahun 2017, hal. 4  
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protokol Notaris tersebut baru di laksanakan pada bulan Mei Pada Tahun 2021 

yang lalu. Pelimpahan berkas dari ahli waris ke Notaris lain tersebut telah 

menghabiskan waktu bertahun-tahun.10 Mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (6) 

UUJNP yang menegaskan bahwa   

“Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah 
(MPD) berwenang untuk mengambil protokol Notaris”.  

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka ahli waris wajib untuk 

menyerahkan protokol Notaris. Protokol Notaris harus diserahkan paling lama 30 

(tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang 

ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris.11 

Manakala Protokol Notaris tidak diserahkan oleh ahli waris, maka Majelis 

Pengawas Daerah melakukan upaya hukum yaitu memberikan kesempatan kepada 

ahli waris, memberikan peringatan secara tertulis dan mengusulkan Notaris 

pemegang protokol serta menyampaikan kepada menteri.12   

Penerapan UUJN senantiasa diawasi oleh suatu majelis yang disebut 

Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN) selama menjalankan 

jabatannya. MPN menjalankan fungsi pengawasan terhadap segala kegiatan 

Notaris. Pengawasan dilakukan dengan membentuk 3 (tiga) lembaga pengawas, 

yakni Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di Pusat, Majelis 

Pengawas Wilayah (MPW) yang berkedudukan di wilayah Propinsi, serta Majelis 

Pengawas Daerah (MPD) yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. 

 
10  Hasil Wawancara Dengan A. Simars0it Selaku Ayah Dari Almarhum N0taris 

Rismalida Simars0it Pada Tanggal 7 Juli 2021 Pukul 11. 20 WIB  
11  Herlien Budi0n0, Dasar Teknik Pembuatan Akta N0taris, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2013), hal. 14 
12 Ibid, hal 16.  
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Keberadaan majelis pengawas dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN.13 Oleh karenanya 

diperlukan ketegasan MPD mengenai proses penyerahan dan penyimpanan 

protokol-protokol notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan 

peraturan.   

Bertolak pada dampak yang ditimbulkan atas peristiwa hukum tidak 

diserahkan protokol notaris kepada notaris lain oleh ahli waris notaris yang telah 

meninggal dunia, dibutuhkan suatu kebijakan hukum untuk menanggulangi serta 

mencegah terjadinya hal yang demikian. Kebijakan hukum tersebut dapat 

dilakukan dengan pembaharuan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan 

Jabatan Notaris secara khusus yang berkenaan dengan protokol notaris secara 

langsung. 

Hal ini sangat begitu menarik untuk mengkaji bagaimana peran Majelis 

Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang ketika ada Notaris yang meninggal 

dunia. Berdasarkan dari uraian penjelasan tersebut diatas, penting untuk diteliti 

dan dianalisis lebih lanjut mengenai penyerahan protokol notaris yang telah 

meninggal dunia oleh ahli waris. Untuk itu judul penelitian dalam bentuk tesis ini 

adalah: “Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli 

Waris Kepada Notaris Lain (Studi Pada Majelis Pengawas Daerah 

Kabupaten Deli Serdang)”.  

 
13 Y0pi Permana, Pengaturan Penyerahan Pr0t0k0l N0taris Yang Telah Meninggal 

Dunia Dan Prakteknya Di Pr0vinsi Sumatera Barat, Jurnal Cendikia Hukum, V0lume 1 N0m0r 1 
Tahun 2019.  



8 
 

 
 

B. Permasalahan  

Peermasalahan yang diajukan seesuai deengan latar beelakang di atas dan 

seekaligus untuk meembeerikan batasan peeneelitian, seebagai beerikut:  

1. Bagaimana proseedur peenyeerahan protokol Notaris yang teelah meeninggal 

dunia dari ahli waris keepada Notaris lain? 

2. Bagaimana peeran Majeelis Peengawas Notaris Daeerah Kabupateen Deeli Seerdang 

teerhadap Protokol Notaris yang teelah meeninggal dunia? 

3. Bagaimana tanggungjawab hukum ahli waris teerhadap keewajiban 

meenyeerahkan protokol Notaris yang teelah meeninggal dunia di Kabupateen 

Deeli Seerdang? 

C. Tujuan Peneleitian  

Beerdasarkan peermasalahan peeneelitian diatas, peeneelitian ini teentunya 

meemiliki tujuan. Adapun yang meenjadi tujuan peeneelitian, yaitu :  

1. Untuk meengeetahui dan meenganalisis proseedur peenyeerahan protokol notaris 

yang teelah meeninggal dunia oleeh ahli waris keepada Notaris lain, yang mana 

protokol notaris adalah arsip neegara yang harus disimpan, dan jangka waktu 

lamanya peenyimpanan protokol notaris.  

2. Untuk meengeetahui dan meenganalisis peeran Majeelis Peengawas Notaris 

Daeerah Kabupateen Deeli Seerdang teerhadap Protokol Notaris yang meeninggal 

dunia dari ahli warisnya. 

3. Untuk meengeetahui dan meenganalisis beentuk tanggungjawab ahli waris dan 

peengaturan hukum yang meengatur teentang peenyeerahan protokol Notaris. 
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D. Manfaat Penelitian  

Keegiatan peeneelitian ini diharapkan dapat meembeerikan manfaat bagi seemua 

pihak baik seecara teeoreetis maupun seecara praktis, seebagai beerikut:  

1. Secara Teoritis  

Hasil peeneelitian diharapkan dapat meembeeri manfaat seebagai bahan 

tambahan keepustakaan seerta meenjadi sumbangan peemikiran bagi disiplin bidang 

ilmu hukum yang meembahas teentang Notaris dan protokol Notaris, khususnya 

meengeenai tanggung jawab peemeegang protokol Notaris teerhadap protokol Notaris 

yang harus diseerahkan keepada Notaris lain oleeh ahli waris.   

2. Secara Praktis  

Hasil peeneelitian ini juga dapat meenjadi informasi yang leebih keepada 

kalangan akadeemisi dan kalangan praktisi hukum khususnya dikalangan Notaris, 

seerta para calon Notaris bagaimana peengaturan hukum yang meengatur teentang 

peenyeerahan protokol Notaris, peeran MPD dan ahli waris dalam meengantisipasi 

peermasalahan yang muncul di keemudian hari manakala Notaris yang meemeegang 

protokol Notaris meeninggal dunia.  

E. Keaslian Penulisan  

Beerdasarkan informasi yang ada dan seepanjang peeneelusuran keepustakaan 

di lingkungan Pascasarjana Magisteer Ilmu hukum Univeersitas Muhammadiyah 

Sumateera Utara, dan peeneelusuran meelalui jaringan inteerneet meenunjukan bahwa 

peeneelitian deengan judul “Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak 

Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain” beelum peernah dilakukan. 

Namun teerdapat beebeerapa peeneelitian yang peernah dilakukan seebeelumnya yang 

beerasal dari beebeerapa Univeersitas seebagai beerikut:  
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu  

No  Nama  
Asal 

Universitas  Judul  Permasalahan  

1  
Disca Triana 

Deewi  

Univeersitas 
Neegeeri 
Jeembeer  

Tanggungjawab 
Notaris  

Peemeegang Protokol  
Teerhadap keerahasiaan 
Akta Jika Teerjadi 
Peengalihan protokol  

1. Bagaimana 
tanggungjawab 
Notaris dan Notaris 
peengganti teerhadap 
keeamanan dan 
keerahasiaan protokol 
Notaris?  

2. Bagaimana keeteentuan 
meengeenai peembeerian 
salinan protokol 
Notaris keepada pihak-
pihak yang 
beerkeepeentingan?  

3. Bagaimana konstruksi 
hukumnya dalam 
meenjaga dan 
meenjamin keeamanan 
dan keerahasiaan 
protokol Notaris dari 
Notaris atau Notaris 
peengganti?  

2  
Nuzzula 
Khairani  

Univeersitas 
Indoneesia  

Analisis Yuridis 
Teentang  

Tanggungjawab 
Notaris  

Atas Protokol Notaris  
Yang Diseerahkan 

Keepadanya  

1. Meengapa Notaris 
harus meemeelihara dan 
meenjaga Protokol 
Notaris yang teelah 
diseerahkan 
keepadanya?  

2. Bagaimana protokol 
Notaris dapat beeralih  
keepada Notaris lain  

3  

Muhammad  
Faisal  

Nasution  
Univeersitas 
Sumateera 

Utara  

Tanggungjawab 
Peembeeri  

Dan Peeneerima 
Protokol  

Notaris Teerhadap 
Protokol  

1. Bagaimana Notaris 
harus meemeelihara dan 
meenjaga Protokol 
Notaris yang  
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   Notaris Yang Hilang 
Atau Rusak  

teelah  diseerahkan 
keepadanya?  

2. Bagaimana beentuk 
peerlindungan hukum 
pihak peembeeri 
protokol teerhadap 
protokol Notaris yang 
hilang atau rusak 
seeteelah beeralih pada 
peeneerima protokol?  

3. Bagaimana beentuk 
tanggungjawab 
peeneerima protokol 
Notaris teerhadap 
protokol Notaris yang 
hilang atau rusak?  

4  Suteeki  
Univeersitas 
Diponeegoro  

Peerlindungan Hukum  
Teerhadap Notaris 
Peeneerima  
Protokol Dalam Hal  
Teerjadi Peelanggaran 

Akta  
Notaris Oleeh Notaris  

Peembeeri Protokol 
Yang  

Teelah Meeninggal 
Dunia  

1. Bagaimana keewajiban 
dan tanggung jawab 
Notaris peeneerima 
protoko?  

2. Bagaimana 
peerlindungan hukum 
yang dibeerikan 
keepada Notaris 
peeneerima protokol?  

5  Auliaurosiddah  
Univeersitas  
Natorama 

Jakarta  

Sanksi Administratif  
Teerhadap Notaris 

Yang  
Meenolak Meeneerima 

Protokol  

1. Bagaimana 
tanggungjawab 
Notaris yang 
meeneerima protokol?  

2. Bagaimana Sanksi 
Notaris Yang 
Meenolak Meeneerima 
protokol?  

6  Adika 
Mangala Putra  

Univeersitas 
Andalas  

Tanggung Jawab 
Ahli Waris Notaris 
Yang  

Meeninggal Dunia Atas  
Peeralihan Protokol 

Notaris Di Kota 
Padang  

1. Bagaimana proseedur 
peeralihan protokol 
Notaris yang 
meeninggal dunia 
keepada Peejabat 
Seemeentara Notaris di 
Kota Padang?  

2. Bagaimana peeran ahli 



12 
 

 
 

waris seerta karyawan 
Notaris yang 
meeninggal dunia 
teerhadap protokol 
Notaris di Kota 
Padang?  

  
Teerlihat sangat jeelas bahwa peeneelitian ini akan meengkaji dan 

meenganalisis peermasalahan yang beerbeeda dari peeneelitian yang diuraikan diatas. 

Peeneelitian ini meengandung unsur keebaharuan, oleeh kareenanya peeneelitian ini 

bukanlah hasil dari plagiasi dan murni dilakukan untuk keepeerluan akadeemisi yang 

dapat dipeertanggungjawabkan seecara hukum maupun seecara akadeemis.  

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi  

1. Kerangka Teori  

Seetiap peeneelitian meemeerlukan adanya landasan teeoritis. Dalam peeneelitian 

ini, teeori hukum yang dijadikan landasan teeori untuk peemeecahan masalah hukum 

konkreet atau yang langsung diteerapkan pada praktik hukum adalah peemikiran para 

teeoritisi hukum yang teelah diakui keebeenarannya dari masa kee masa seecara 

univeersal.14  

Leebih jauh seecara seemantik Bruggink meembeeri deefinisi teentang teeori 

hukum seebagai beerikut:  

“Teeori hukum adalah suatu keeseeluruhan peernyataan yang saling beerkaitan 
beerkeenaan deengan sisteem konseeptual aturan-aturan hukum dan keeputusan-

 
14 I Made Pasek Diantha, Met0d0l0gi Penelitian Hukum Dalam Justifikasi Te0ri Hukum, 

(Jakarta: Kencana, 2016), hal. 129  
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keeputusan hukum yang untuk suatu bagian peenting sisteem teerseebut meempeeroleeh 
dalam hukum positif”15  

Dapat diseedeerhanakan bahwa teeori hukum adalah peernyataan yang saling 

beerkaitan teentang konseep hukum yang ada pada tatanan dogmatika hukum. 16 

Dalam peeneelitian suatu peermasalahan hukum, maka reeleevan manakala 

peembahasan dikaji meenggunakan teeori-teeori hukum, konseep-konseep hukum dan 

asas-asas hukum.Teeori hukum dapat digunakan untuk meenganalisis dan 

meeneerangkan peengeertian hukum dan konseep yuridis, yang reeleevan untuk 

meenjawab peermasalahan yang muncul dalam peeneelitian hukum. 17  Teeori yang 

digunakan dalam peeneelitian hukum ini adalah teeori keeweenangan dan teeori 

tanggungjawab hukum.  

a) Teeori Keeadilan Pancasila 

Teeori Keeadilan Pancasila meerupakan Grand Theeory (teeori dasar) yang 

akan digunakan seebagai landasan peemikiran dikareenakan Pancasila seebagai dasar 

neegara meemiliki nilai-nilai filosofis yang sangat kuat dalam tatanan hukum di 

Indoneesia. Konsep keadilan pancasila dikemukakan oleh H.R. Soejadi. Keadilan 

Pancasila adalah suatu pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila kelima yaitu 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan keadilan sosial 

yang hendak dicapai akan terciptalah negara hukum di Indonesia, karena keadilan 

dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan 

 
15 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Terjemahan Arief Sidharta, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 1995), hal. 4  
16 I Made Pasek Diantha, Op. Cit, hal. 129  
17 Salim H. S, Perkembangan Te0ri Dalam Ilmu Hukum, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), 

hal. 54  
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mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, 

dan kebudayaan.18  

Deengan dicantumkannya Pancasila seecara formal dalam peembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila meempeeroleeh keedudukan seebagai 

norma dasar hukum positif. Deengan deemikian, tata keehidupan beerneegara tidak 

hanya beertopang pada asas-asas sosial, eekonomi, politik akan teetapi dalam 

peerpaduannya deengan keeseeluruhan asas yang meeleekat padanya. Beerdasarkan 

teempat teerdapatnya Pancasila seecara formal dapat diuraikan seebagai beerikut: 

a. Bahwa rumusan Pancasila seebagai dasar neegara Reepublik Indoneesia adalah 

seepeerti yang teercantum dalam Peembukaan UUD 1945 alineea IV.  

b. Bahwa Peembukaan UUD 1945, beerdasarkan peengeertian ilmiah, meerupakan 

pokok kaidah neegara yang fundameental dan teerhadap tata teertib hukum 

Indoneesia meempunyai dua macam keedudukan, yaitu:  

1. Seebagai dasar neegara, kareena peembukaan UUD 1945 itulah yang 

meembeerikan faktor-faktor mutlak bagi adanya teertib hukum Indoneesia.  

2. Meemasukkan dirinya di dalam teertib hukum teerseebut seebagai teertib 

hukum teertinggi. 

c. Bahwa deengan deemikian peembukaan UUD 1945 beerkeedudukan dan 

beerfungsi seelain seebagai mukadimah dari UUD 1945 dalam keesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan, juga beerkeedudukan seebagai suatu yang beereeksisteensi 

seendiri, yang hakikat keedudukan hukumnya beerbeeda deengan pasal-pasalnya. 

 
18 H. R. Soejadi, Refleksi Mengenai Hukum Dan Keadilan, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 

2017), hal. 23-24 . 
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Kareena peembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak 

teergantung pada batang tubuh UUD 1945 bahkan seebagai sumbeernya. 

d. Bahwa Pancasila deengan deemikian dapat disimpulkan meemiliki hakikat, 

sifat, keedudukan, dan fungsi seebagai pokok kaidah neegara yang fundameental 

yang meenjeelmakan dirinya seebagai dasar keelangsungan hidup neegara 

Reepublik Indoneesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. 

e. Bahwa Pancasila seebagal inti peembukaan UUD 1945, deengan deemikian 

meempunyai keedudukan yang kuat, teetap dan tidak dapat diubah dan teerleekat 

pada keelangsungan hidup neegara Reepublik Indoneesia. 

Butiran-butiran yang ada dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan kareena 

keeteerkaitannya satu sama lain. Adapun nilai-nilai yang teerkandung dalam seetiap 

sila akan diuraikan di bawah ini.19 

a. Sila Keetuhanan Yang Maha Esa 

Sila Keetuhanan Yang Maha Esa ini meeliputi dan meenjiwai keeeempat sila 

yang lainnya. Teerkandung nilai bahwa neegara yang didirikan adalah 

peengeejawantahan tujuan manusia seebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

Oleeh kareenanya, seegala hal yang beerkaitan deengan peelaksanaan dan 

panyeleenggaraan neegara bahkan moral neegara. Moral peenyeeleenggara neegara, 

politik neegara, peemeerintah neegara, hukum dan peeraturan peerundang-

undangan neegara, keebeebasan dan hak asasi warga neegara harus dijiwai oleeh 

nilai-nilai keetuhanan. Nilai keetuhanan meerupakan nilai teertinggi dan beersifat 

mutlak.  Keebeebasan manusia harus dileetakkan dalam keerangka keedudukan 

 
19 Ujang Charda S., Op.cit, hal.. 135-141. 
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manusia seebagai makhluk Tuhan. Oleeh kareena itu, tidak ada teempat bagi 

paham, ateeismee. Deemikian juga keebeebasan akal manusia juga harus 

dileetakkan di bawah nilai keetuhanan, seehingga tidak ada teempat bagi kritik 

atas dasar akal teerhadap nilai kee-Tuhanan Yang Maha Esa. 

b. Sila Keemanusiaan yang Adil dan Beeradab  

Sila keemanusiaan teerkandung nilai-nilai bahwa neegara, HAM, meenjunjung 

tinggi harkat dari martabat manusia seebagai makhluk yang beeradab. Oleeh 

kareena itu, dalam keehidupan keeneegaraan teerutama dalam peeraturan 

peerundang-undangan teempatnya tujuan keetinggian harkat dan martabat 

manusia. Teerutama hak-hak kodrat manusia seebagai hak dasar (hak asasi) 

harus dijamin dalam peeraturan peerundangan neegara. Keemanusiaan yang adil 

dan beeradab meengandung suatu nilai keesadaran moral dan tingkah laku 

manusia yang didasarkan pada poteensi budi nurani manusia dalam hubungan 

deengan nilai dan norma keebudayaan pada umumnya, baik teerhadap diri 

seendiri, teerhadap seesama manusia maupun teerhadap lingkungannya. Nilai 

keemanusiaan yang beeradab adalah peerwujudan nilai keemanusiaan seebagai 

makhluk yang beeragama, beermoral, dan beerbudaya. Deemikianlah keemudian 

beerikutnya nilai-nilai teerseebut harus dijabarkan dalam seegala aspeek 

keehidupan. 

c. Sila Peersatuan Indoneesia 

Sila Peersatuan Indoneesia teerkandung nilai, neegara meerupakan peerseekutuan 

hidup beersama di antara eeleemeen-eeleemeen yang meembeentuk neegara; suku, ras, 

keelompok, golongan maupun agama. Peerbeedaan di antaranya meerupakan 
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bawaan kodrat manusia dan juga meerupakan ciri khas masing-masing 

eeleemeen. Konseekueensinya neegara adalah beeraneeka ragam teetapi satu, 

meengikatkan diri dalam satu peersatuan yang dilukiskan dalam suatu 

seemboyan: "Bhinneeka Tunggal Ika”. Neegara meembeerikan keebeebasan atas 

individu, golongan, suku, ras, maupun agama untuk meereealisasikan seeluruh 

poteensinya dalam keehidupan beersama yang beersifat inteegral. 

d. Sila Keerakyatan yang Dipimpin oleeh Hikmat Keebijaksanaan dalam 

Peermusyawaratan/Peerwakilan. 

Sila keerakyatan teerkandung nilai deemokrasi yang seecara mutlak harus 

dilakukan dalam keehidupan beerneegara. Nilai-nilai deemokrasi yang 

teerkandung dalam sila keeeempat: 

1. Adanya peerbeedaan yang harus diseertai tanggung jawab, baik teerhadap 

masyarakat maupun seecara moral teerhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Meenjunjung tinggi harkat dan martabat.  

3. Meenjamin dan meempeerkukuh peersatuan dan keesatuaan hidup beersama 

4. Meengakui peerbeedaan individu, keelompok, ras, suku maupun agama, 

kareena peerbeedaan adalah bawaan kodrat manusia.  

5. Meengakui adanya peersamaan hak yang meeleekat pada seetiap individu, 

keelompok, ras, suku maupun agama.  

6. Meengarahkan peerbeedaan dalam suatu keerja sama keemanusiaan yang adil 

dan beeradab. Meenjunjung tinggi asas musyawarah. 

7. Meewujudkan dan meendasarkan suatu keeadilan dalam keehidupan sosial 

agar teercapainya tujuan beersama seeteerusnya nilai-nilai teerseebut 
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dikonkreetkan dalam keehidupan beersama, yaitu keehidupan keeneegaraan, 

baik meenyangkut aspeek moralitas keeneegaraan, aspeek politik, aspeek 

hukum dan peerundangan. 

e. Sila Keeadilan Sosial bagi Seeluruh Rakyat Indoneesia  

Sila Keeadilan Sosial bagi seeluruh rakyat Indoneesia didasari dan dijiwai oleeh 

sila peertama, keedua, keetiga, dan keeeempat. Dalam sila teerseebut teerkandung 

nilai yang meerupakan tujuan neegara seebagai tujuan dalam hidup beersama. 

Maka nilai keeadilan yang harus teerwujud dalam keehidupan beersama adalah 

keeadilan yang didasari dan dijiwai oleeh hakikat keeadilan keemanusiaan. 

Yaitu, keeadilan hubungan manusia deengan dirinya seendiri, manusia deengan 

manusia lain, manusia deengan masyarakat, bangsa dan neegara seerta 

hubungan manusia deengan Tuhannya. Konseekueensi nilai keeadilan yang 

harus teerwujud adalah: 

1. Keeadilan distributif, yaitu suatu hubungan keeadilan antara neegara 

teerhadap rakyatnya. 

2. Keeadilan leegal yaitu suatu hubungan keeadilan antara warga neegara 

teerhadap neegaranya. 

3. Keeadilan komunitatif adalah hubungan keeadilan antara warga neegara satu 

deengan yang lainnya seecara timbal balik. Seehingga untuk meewujudkan 

suatu keeadilan sosial bagi seeluruh rakyat Indoneesia haruslah teercapai 

seebuah keerakyatan yang dipimpin oleeh hikmat keebijaksanaan dan 

peermusyawaratan peerwakilan. Yang didasari oleeh adanya peersatuan 

Indoneesia. Peersatuan teerseebut didasari oleeh keemanusiaan yang adil dan 
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beeradab yang meenjadi dasar seegala peelaksanaannya adalah keeyakinan 

teerhadap keetuhanan Yang Maha Esa. Di sinilah peerwujudan manusia 

seebagai makhluk sosial yang reeligius dalam eetika keehidupan beerbangsa.20 

Teeori keeadilan seebagaimana yang diuraikan dalam peenjeelasan pancasila 

diatas sangat beerkaitan deengan hubungan timbal balik yang adil antara klieen 

Notaris dari Notaris yang teelah meeninggal dan Notaris lain (calon peeneerima 

Protokol Notaris) deengan ahli waris dari Notaris yang sudah meeninggal dunia. 

Reeleevansi beerikutnya dapat dilihat dari hubungan timbal balik yang adil antara 

warga neegaranya (klieen dan notaris) deengan neegaranya (peeraturan-peeraturan yang 

dibeentuk oleeh leembaga neegara yang beerweenang). Seelain itu teeori keeadilan 

pancasila ini juga beerguna untuk meenganalisis nilai-nilai keeadilan dalam UUJN, 

disini akan dikaji apakah UUJN sudah meemeenuhi nilai-nilai keeadilan dalam 

hubungan timbal balik antar warga neegaranya atau tidak.  

Klieen dan notaris lain yang meemiliki keepeentingan deengan Protokol Notaris 

yang teelah meeninggal dunia teelah dirugikan keepeentingan/ hak-haknya atas 

peerbuatan dari ahli waris yang teelah meeninggal dunia. Disini amat peenting 

dijeelaskan seecara meendalam hubungan timbal balik antara pihak yang meemiliki 

keepeentingan deengan Protokol Notaris yang teelah meeninggal dunia deengan ahli 

waris yang teelah meeninggal dunia meelalui teeori keeadilan pancasila. 

b) Teeori Keeweenangan  

Untuk keeweenangan Majeelis Peengawas Daeerah Kabupateen Deeli Seerdang 

seebagai peengawas teerhadap Notaris akan digunakan teeori keeweenangan seebagai 

 
20 Ibid  



20 
 

 
 

dasar kajian seetiap peermasalahan peeran MPD Deeli Seerdang teerhadap protokol 

Notaris yang meeninggal dunia tidak diseerahkan keepada Notaris lain.   

Teeori Keeweenangan adalah keekuasaan formal yang beerasal dari keekuasaan 

yang dibeerikan oleeh undang-undang atau leegislatif dari keekuasaan eekseekutif atau 

administratif. F.P.C.L Toneer beerpeendapat keeweenangan peemeerintah dalam kaitan 

ini dianggap seebagai keemampuan untuk meelaksanakan hukum positif, dan deengan 

beegitu dapat diciptakan hubungan hukum antara peemeerintahan deengan warga 

neegara.  

Kareenanya teeori keeweenangan dibagi meenjadi 2 (dua) cara yaitu deengan 

atribusi dan prosees peelimpahan.    

a. Atribusi   

Atribusi adalah weeweenang yang meeleekat pada suatu jabatan. Keeweenangan 

yang dimiliki oleeh organ peemeerintah dalam meenjalankan peemeerintahannya 

beerdasarkan keeweenangan yang dibuat oleeh peembuat Undang undang. 

Atribusi ini meenunjuk pada keeweenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) 

atau peeraturan peerundang-undangan.  

b. Peelimpahan Weeweenang   

Peelimpahan weeweenang adalah peenyeerahaan seebagian dari weeweenang peejabat 

atasan keepada bawahan teerseebut meembantu dalam meelaksanakan tugas-tugas 

dan keewajibanya untuk dapat beertindak seendiri.   

a. Deeleegasi adalah weeweenang yang beersumbeer dari peelimpahan suatu organ 

peemeerintahan keepada organ lain dasar peeraturan peerundang-undangan.   
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b. Mandatee adalah weeweenang yang beersumbeer dari prosees atau proseedur 

peelimpahan dari peejabat atau badan yang leebih tinggi keepada peejabat yang 

leebih reendah.21  

MPD Kabupateen Deeli Seerdang meemiliki keeweenangan yang dibeerikan oleeh 

undang-undang. Keedudukannya seebagai badan atau jabatan TUN, Majeelis 

Peengawas beerweenang untuk meembuat atau meengeeluarkan Surat Keeputusan atau 

Keeteetapan yang beerhubungan deengan hasil peengawasan, peemeeriksaan atau 

peenjatuhan sanksi yang ditujukan keepada Notaris yang beersangkutan.  

Diadakannya peengawasan teerhadap para Notaris adalah sangat beeralasan, 

meengingat bahwa Notaris meenjalankan suatu fungsi sosial yang sangat peenting, 

meeliputi bidang dan peeraturan peelaksanaannya yang leebih luas dari apa yang 

seebeenarnya diuraikan di dalam UUJN. Peengawasan adalah keegiatan yang beersifat 

preeveentif dan kuratif teermasuk keegiatan peembinaan yang dilakukan oleeh Majeelis 

Peengawas teerhadap Notaris. Majeelis Peengawas Notaris adalah suatu badan yang 

meempunyai keeweenangan dan keewajiban untuk meelaksanakan peengawasan dan 

peembinaan teerhadap Notaris. Meelakukan peengawasan, peemeeriksaan, dan 

peenjatuhan sanksi Majeelis Peengawas harus beerdasarkan keeweenangan yang teelah 

diteentukan dalam UUJN seebagai acuan untuk meengambil keeputusan. Hal ini peerlu 

dipahami kareena tidak seemua anggota Majeelis Peengawas beerasal dari profeesi 

Notaris, seehingga tindakan atau keeputusan Majeelis Peengawas harus 

meenceerminkan tindakan suatu Majeelis Peengawas seebagai suatu badan, bukan 

tindakan anggota Majeelis Peengawas yang dianggap seebagai tindakan instansi.  

 
21 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 93.  
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Teerkait deengan peermasalahan protokol notaris, undang-undang teelah 

meembeerikan keeweenangan seepeenuhnya keepada MPD untuk meenyeeleesaikan 

peermasalahan protokol Notaris yang beelum teerseeleesaikan. Meengacu pada 

keeteentuan Pasal 63 ayat (6) UUJNP yang meeneegaskan bahwa   

“Dalam hal Protokol Notaris tidak diseerahkan dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari seebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majeelis Peengawas Daeerah 
(MPD) beerweenang untuk meengambil protokol Notaris”.  

Disinilah dipeerlukan keeteegasan MPD meengeenai prosees peenyeerahan dan 

peenyimpanan protokol-protokol Notaris yang teelah meeninggal dunia teerseebut agar 

seesuai deengan peeraturan. Sangatlah reeleevan meenggunakan teeori keeweenangan 

seebagai pisau analisis untuk meengkaji peembahasan teerkait peeran seerta keedudukan 

MPD Kabupateen Deeli Seerdang dalam meengatasi peermasalahan protokol notaris.  

c) Teeori Tanggungjawab  

Teeori Tanggung Jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris diseebut deengan 

thee theeory of leegal liability, bahasa Beelandanya, diseebut dee theeoriee van weetteelijkee 

aansprakeelijkheeid, seedangkan dalam bahasa Jeermannya, diseebut deengan diee 

theeoriee deer haftung meerupakan teeori yang meenganalisis teentang tanggung jawab 

subjeek hukum atau peelaku yang teelah meelakukan peerbuatan meelawan hukum atau 

peerbuatan pidana seehingga meenimbulkan keerugian atau cacat, atau matinya orang 

lain. Ada tiga unsur yang teerkandung dalam teeori tanggungjawab hukum, yang 

meeliputi:22  

1) Teeori  

2) Tanggung jawab; dan  

3) Hukum   
 

22 Salim HS dan Erlies Septiana, Penerapan Te0ri Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan 
Tesis, Buku Kedua, ( Jakarta: Rajagrafind0 Persada, 2014), hal. 207  
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Dalam bahasa Indoneesia, kata tanggung jawab beerarti keeadaan wajib 

meenanggung seegala seesuatunya (kalau teerjadi apa-apa boleeh dituntut, 

dipeersalahkan, dipeerkarakan dan seebagainya). Meenanggung diartikan seebagai 

beerseedia meemikul biaya (meengurus, meemeelihara), meenjamin, meenyatakan 

keeadaan keeseediaan untuk meelaksanakan keewajiban.23  

Konseep tanggung jawab juga dikeemukakan oleeh peenceetus teeori hukum 

murni yaitu Hans Keelseen. Meenurut Hans, tanggung jawab beerkaitan eerat deengan 

keewajiban, namun tidak ideentik. Keewajiban teerseebut muncul kareena adanya aturan 

hukum yang meengatur dan meembeerikan keewajiban keepada subyeek hukum. 

Subyeek hukum yang dibeebani keewajiban harus meelaksanakan keewajiban teerseebut 

seebagai peerintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya keewajiban 

maka akan meenimbulkan sanksi. Sanksi ini meerupakan tindakan paksa dari aturan 

hukum supaya keewajiban dapat dilaksanakan deengan baik oleeh subyeek hukum. 

Meenurut Hans Keelseen, subyeek hukum yang dikeenakan sanksi teerseebut dikatakan 

“beertanggung jawab” atau seecara hukum beertanggung jawab atas peelanggaran.24 

Meerujuk pada konseep teerseebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung 

jawab muncul dari adanya aturan hukum yang meembeerikan keewajiban keepada 

subyeek hukum deengan ancaman sanksi manakala keewajiban teerseebut tidak 

dilaksanakan. Tanggung jawab deemikian dapat juga dikatakan seebagai tanggung 

jawab hukum, kareena muncul dari peerintah aturan hukum/undang-undang dan 

sanksi yang dibeerikan juga meerupakan sanksi yang diteetapkan oleeh undang-

 
23 Kamisa, Kamus Besar Bahasa Ind0nesia Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 

248 
24 Hans Kelsen, Pure The0ry 0f Law, Terjemahan, Raisul Muttaqien, Te0ri Hukum Murni: 

Dasar-Dasar Ilmu Hukum N0rmatif, Cetakan Keenam, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), 
hal. 136 
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undang, oleeh kareena itu peertanggungjwaban yang dilakukan oleeh subyeek hukum 

meerupakan tanggung jawab hukum.25 

Teeori tanggung jawab hukum meerupakan teeori yang meengkaji dan 

meenganalisis teentang keeseediaan dari subjeek hukum atau peelaku tindak pidana 

untuk meemikul biaya atau keerugian atau meelaksanakan pidana atas keesalahannya 

maupun kareena keealpaannya. Tanggung jawab hukum dapat dikateegorikan dalam 

tiga bidang tanggung jawab, yaitu:  

1) Peerdata 

2) Pidana, dan  

3) Administrasi.  

Munculnya tanggung jawab di bidang peerdata adalah diseebabkan kareena 

subjeek hukum tidak meelaksanakan preestasi dan/atau meelakukan peerbuatan 

meelawan hukum. Preestasi subjeek hukum beerupa meelakukan seesuatu, beerbuat 

seesuatu dan tidak beerbuat seesuatu. Dalam bidang pidana, peelaku dapat dimintai 

peertanggungjawaban pidana kareena peelaku meelakukan peerbuatan pidana. Beentuk 

tanggung jawab yang dibeebankan keepada peelaku yang meelakukan peerbuatan 

pidana yaitu peenjatuhan sanksi pidana. Dalam bidang administrasi, maka beentuk 

tanggung jawab yang dibeebankan keepada subjeek yang meelakukan keesalahan 

administratif.26   

Alasan peenggunaan teeori tanggung jawab hukum dalam peeneelitian ini 

diseebabkan kareena teeori ini beertujuan untuk meelihat keeharusan yang wajib 

dipeenuhi oleeh Notaris yang seelama ia masih hidup dan aktif beerkeerja Notaris 

teerseebut harus meembeerikan peengarahan keepada sanak keeluarganya teerutama 

 
25 Ibid 
26 Salim H. S, Op. Cit, hal. 209  
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suami/istri meengeenai peenyeerahan protokol Notaris keetika Notaris meeninggal dunia. 

Dan teeori tanggung jawab ini beertujuan juga untuk para ahli waris agar ahli waris 

meengeetahui keeharusan yang wajib dipeenuhi dan meelaksanakan apa yang 

seeharuskan dilaksanakan oleehnya.  

2. Konsepsi  

Konseepsi adalah salah satu bagian teerpeenting dari teeori. Suatu keerangka 

konseepsional meerupakan keerangka yang meenggambarkan hubungan antara 

konseep-konseep khusus, yang ingin akan diteeliti akan teetapi meerupakan suatu 

abstraksi dari geejala teerseebut. Geejala ini seendiri biasanya dinamakan fakta, 

seedangkan konseep meerupakan uraian meengeenai hubungan dalam fakta teerseebut.27   

Konseepsi dalam peeneelitian ini beertujuan untuk meenghubungkan teeori dan 

obseervasi, antara abstrak dan keenyataan. Meelaksanakan peeneelitian ini, peerlu 

disusun seerangkaian opeerasional dan beebeerapa konseep yang akan dipeergunakan 

dalam peenulisan ini, deengan tujuan untuk meenceegah teerjadinya salah peengeertian 

dan seebagainya, yaitu:  

a) Akibat Hukum  

Meengeenai akibat hukum, R. Soeeroso meendeefinisikan seebagai akibat suatu 

tindakan yang dilakukan untuk meempeeroleeh suatu akibat yang dikeeheendaki 

oleeh peelaku dan yang diatur oleeh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan 

hukum. Jadi deengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan 

hukum.28   

 
27 I Made Pasek Diantha, Met0d0l0gi Penelitian Hukum Dalam Justifikasi Te0ri Hukum, 

(Jakarta: Kencana, 2016), hal. 159   
28 R. S0er0s0, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 295  
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b) Notaris  

Meenurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 teentang 

peerubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Teentang Jabatan 

Notaris, Notaris adalah peejabat umum yang beerweenang untuk meembuat akta 

oteentik dan meemiliki keeweenangan lainnya seebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau beerdasarkan Undang-Undang lainnya.  

c) Peejabat Seemeentara Notaris  

Meenurut Pasal 1 angka 2 UUJN, Peejabat Seemeentara Notaris adalah seeseeorang 

yang seemeentara meenjabat seebagai Notaris untuk meenjalankan jabatan dari 

Notaris yang meeninggal dunia.  

d) Protokol Notaris  

Di dalam Pasal 1 ayat (13) UU Nomor 2 Tahun 2014 teentang Peerubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Teentang Jabatan Notaris 

meenyeebutkan bahwa yang dimaksud deengan protokol notaris adalah 

kumpulan dokumeen yang meerupakan arsip Neegara yang harus disimpan dan 

dipeelihara oleeh Notaris seesuai deengan keeteentuan peeraturan peerundang-

undangan.  

e) Ahli Waris  

Ahli waris adalah seeseeorang atau seekumpulan orang yang ada hubungan 

keerabat atau hubungan peerkawinan deengan orang yang meeninggal dunia.  

f) Akta Notaris  

Di dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN meenyeebutkan bahwa yang dimaksud deengan 

akta notaris yang seelanjutnya diseebut akta adalah akta oteentik yang dibuat oleeh 
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atau dihadapan Notaris meenurut beentuk dan tata cara yang diteetapkan dalam 

Undang- Undang ini.  

g) Minuta Akta  

Di dalam Pasal 1 ayat (8) UUJN meenyeebutkan bahwa yang dimaksud deengan 

minuta akta adalah asli akta yang meencantumkan tanda tangan para 

peenghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan seebagai bagian dari protokol 

notaris.  

h) Majeelis Peengawas  

Meenurut Pasal 1 ayat (6) UUJN meenyeebutkan bahwa yang dimaksud deengan 

Majeelis Peengawas adalah suatu badan yang meempunyai keeweenangan dan 

keewajiban untuk meelaksanakan peembinaan dan peengawasan teerhadap Notaris.  

G. Metode Penelitian  

Meetodee adalah cara keerja atau tata keerja untuk dapat meemahami objeek 

yang meenjadi sasaran dari ilmu peengeetahuan yang beersangkutan. 29  Meetodee 

peeneelitian beerisikan uraian teentang meetodee atau cara yang digunakan untuk 

meempeeroleeh data atau informasi. Meetodee peeneelitian ini beerfungsi seebagai 

peedoman dan landasan tata cara dalam meelakukan opeerasional peeneelitian untuk 

meenulis suatu karya ilmiah yang peeneeliti lakukan.   

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Peeneelitian hukum dibeedakan dalam dua beentuk, yakni peeneelitian 

keepustakaan (library reesarch) atau peeneelitian yuridis normatif dan peeneelitian 

lapangan (fieeld reeseearch). Peeneelitian ini meenggunakan jeenis peeneelitian hukum 

eempiris. Peeneelitian hukum eempiris meerupakan salah satu jeenis peeneelitian hukum 

 
29 Satjipt0 Rahadj0, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni,1986), hal. 106  
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yang meenganalisis dan meengkaji beekeerjanya hukum di dalam masyarakat. 30 

Peeneelitian hukum eempiris ini akan dikombinasikan deengan peeneelitian hukum 

normatif yang dilakukan deengan meenggunakan peendeekatan peerundang-undangan 

(statuee approach). 31 

Peeneelitian ini beersifat deeskriptif analitis, yang meengungkapkan peeraturan 

peerundang-undangan yang beerkaitan deengan teeori-teeori hukum yang meenjadi 

objeek peeneelitian. 32  Deeskriptif analitis meerupakan meetodee yang dipakai untuk 

meenggambarkan suatu kondisi atau keeadaan yang seedang teerjadi atau beerlangsung 

yang beertujuan agar dapat meembeerikan data seeteeliti mungkin meengeenai objeek 

peeneelitian seehingga mampu meenggali hal-hal yang beersifat ideeal, keemudian 

dianalisis beerdasarkan teeori hukum atau peeraturan peerundang-undangan yang 

beerlaku.33  

2. Sumber Data  

Sumbeer data dalam peeneelitian peeneelitian ini teerdiri dari data primeer dan 

data seekundeer. Data primeer adalah data yang dipeeroleeh dari hasil peeneelitian, 

seedangkan data seekundeer data yang dipeeroleeh dari bahan-bahan pustaka. Adapun 

sumbeer data dalam peeneelitian ini dapat diuraikan seebagai beerikut:  

1. Data primeer, yaitu data yang dipeeroleeh dari hasil peeneelitian lapangan deengan 

cara meengadakan wawancara deengan peengurus MPD Kabupateen Deeli Seerdang 

dan Notaris di Kabupateen Deeli Seerdang. Dalam hal ini akan diadakan 

beebeerapa peertanyaan untuk meendapatkan keeteerangan leebih meendalam, 

 
30 Ishaq, Met0de Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hal. 70 
31 Bambang Sungg0n0, Met0de Penelitian Hukum, (Jakarta, Raja Grafind0, 1997), hal.39.  
32  R0nny Hanitij0 S0emitr0, Met0d0l0gi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta: 

Ghalia Ind0nesia, 1994), hal. 105.  
33 Ibid.  
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seehingga dapat dipeeroleeh jawaban yang meempeerdalam data primeer dan 

seekundeer lainnya.  

2. Data seekundeer, yaitu data yang beersumbeer dari bahan-bahan hukum yang 
teerdiri  
dari:   

a. Bahan hukum primeer, beerupa:  

(1) Undang-Undang Dasar Neegara Reepublik Indoneesia Tahun 1945.  

(2) Kitab Undang-undang Hukum Peerdata (KUHPeerdata);  

(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 teentang Peerubahan Atas 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Teentang Jabatan Notaris.  

(4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Teentang Keearsipan 

(5) Peeraturan Peemeerintah Nomor 95 Tahun 2018 teentang Sisteem 

Peemeerintahan Beerbasis Eleektronik (SPBE) 

(6) Peeraturan Peemeerintah Nomor 28 Tahun 2012 teentang Peelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 teentang Keearsipan. 

(7) Peermeenkumham Nomor 16 Tahun 2021 teentang Susunan Organisasi 

dan Tata Keerja, Tata Cara Peengangkatan dan Peembeerheentian, seerta 

Anggaran Majeelis Peengawas Notaris 

(8) Keeputusan Meenteeri Hukum dan Hak Asasi Manusia Reepublik 

Indoneesia nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 teentang Peedoman 

Peelaksanaan Tugas Majeelis Peengawas Notaris. 

(9) Kodee Etik Notaris (Ikatan Notaris Indoneesia)  

b. Bahan hukum seekundeer, yang meembeerikan peenjeelasan meengeenai bahan 

hukum primeer, seepeerti rancangan undang-undang, hasil-hasil peeneelitian, 

hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain seebagainya.   
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c. Bahan hukum teertieer, yakni bahan hukum yang meembeerikan peetunjuk 

maupun peenjeelasan teerhadap bahan hukum primeer dan seekundeer, seepeerti 

kamus, eensiklopeedia, dan seeteerusnya.34  

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

Teeknik peengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam peeneelitian ini 

adalah meelalui peeneelitian keepustakaan (library reeseearch) untuk meendapatkan 

konseepsi teeori atau doktrin, seerta peeneelitian teerdahulu yang beerupa peeraturan 

peerundang-undangan, buku-buku, seerta karya ilmiah lainnya.   

Alat peengumpulan data yang dilakukan deengan studi dokumeen yang 

dikumpulkan deengan cara studi pustaka yang dilakukan di peerpustakaan, 

peeneelusuran katalog, maupun browsing inteerneet seerta wawancara untuk 

meempeeroleeh jawaban-jawaban akan pokok peermasalahan yang akan dikaji dan 

dianalisis seehingga dapat di deeskripsikan seecara ilmiah. Disamping studi 

dokumeen, peeneelitian ini juga meelakukan wawancara langsung deengan narasumbeer 

deengan meempeergunakan peedoman wawancara yang beertujuan untuk meendapatkan 

data peendukung meenjamin keeteepatan dan keeabsahan hasil wawancara. 

Wawancara dilakukan deengan narasumbeer yang meemiliki kompeeteensi keeilmuan 

dan otoritas yang seesuai, yaitu Peengurus Majeelis Peengawas Daeerah (MPD) 

Kabupateen Deeli Seerdang dan notaris yang meeneerima protokol dari notaris yang 

meeninggal dunia. 

 
4. Analisis Data  

Analisis data meerupakan prosees peengorganisasian dan meengurutkan 

bahan-bahan hukum kee dalam kateegori-kateegori dan satuan uraian dasar, seehingga 

 
34 Bambang Sungg0n0, Op. Cit, hal. 13  
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teerciptalah suatu teema dan dapat dirumuskan hipoteesis keerja, seepeerti yang 

disarankan oleeh data teerseebut.35 Data yang teelah dikumpulkan baik dari peeneelitian 

keepustakaan maupun yang dipeeroleeh di lapangan, seelanjutnya akan dianalisa 

deengan peendeekatan kualitatif seehingga dipeeroleeh data yang beersifat deeskriptif.   

Meengingat sifat peeneelitian maupun objeek peeneelitian, maka seemua data 

yang dipeeroleeh akan dianalisa seecara kualitatif, deengan cara data yang teelah 

teerkumpul dipisah-pisahkan meenurut kateegori masing-masing dan keemudian 

ditafsirkan dalam usaha untuk meencari jawaban teerhadap masalah peeneelitian. 

Deengan meenggunakan meetodee deeduktif, yaitu cara beerpikir yang dimulai dari hal-

hal yang umum untuk seelanjutnya ditarik kee hal-hal yang khusus deengan 

meenggunakan keeteentuan beerdasarkan peengeetahuan umum seepeerti teeori-teeori, dalil- 

dalil, atau prinsip-prinsip dalam beentuk preeposisi-preeposisi untuk meenarik 

keesimpulan teerhadap fakta-fakta yang beersifat khusus.  

 

 
35 Lexy J. M0le0ng, Met0d0l0gi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja R0sdakarya, 

2004), hal. 280.   
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VI. BAB II  

PROSES PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH 

MENINGGAL DUNIA DARI AHLI WARIS  

KEPADA NOTARIS LAIN 

A. Notaris Sebagai Pejabat Umum Dan Profesi 

Latar belakang terbentuknya lembaga Notaris karena adanya kebutuhan 

masyarakat baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Secara kebahasaan 

notaris berasal dari kata notarius untuk tunggal dan notarii untuk jamak. Notarius 

merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai 

mereka yang melakukan pekerjaan menulis, namun fungsi notarius pada zaman 

tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini.36 

Lembaga notariat di Indonesia yang dikenal saat ini bukan lembaga yang  

lahir dari bumi Indonesia, masuknya lembaga Notaris ke Indonesia dimulai saat  

Vereenigde Oost Indishcee Compagnie (VOC) mulai mengekspansi Indonesia 

pada abad ke-17 yaitu sekitar tahun 1602. Sekitar tahun 1617-1629 Jan Pieterzoon 

Coen yang menduduki jabatan sebagai Gubernur Jenderal Batavia (saat ini 

bernama Jakarta) menganggap perlu membuat sebuah lembaga demi keperluan 

perputaran roda ekonomi dalam bidang perdagangan, hingga diangkatlah seorang 

Notaris yang disebut notarium publicum, pada tanggal 27 Agustus 1620 

diangkatlah seorang Notaris yang bernama Melchior Kerchem. Mechlior Kerchem  

merangkap jabatan sebagai seorang Notaris karena pada saat itu Merlion Kerchem  

 
36 Abdul Gh0fur Ansh0ri, Lembaga Ken0tariatan Ind0nesia, Perspektif Hukum dan Etika,  

(Y0gyakarta: UII Press, 2016) hal. 8 
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menduduki jabatan sebagai sekretaris College Van Schepenen (urusan perkapalan  

kota) di Batavia.37 

1. Notaris Sebagai Pejabat Umum 

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan 

kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta 

otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk 

membuat akta otentik. Oleh karena itu, notaris sudah pasti Pejabat Umum, tetapi 

Pejabat Umum belum tentu notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula 

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Dalam Pasal 1 

huruf a disebutkan bahwa notaris: de ambtenaar.  

Jika ketentuan dalam Wet op het Notarisambt tersebut di atas dijadikan 

rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 

angka 1 UUJN yang menyebutkan notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang 

untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud 

dalam Pasal 1 angka 1 harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau notaris sebagai 

Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat 

(1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dan (3) 

UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat, Profesi notaris adalah 

menjalankan sebagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan 

keperdataan, yang dilindungi oleh Undang-Undang. 

Istilah Pejabat Umum adalah terjemahan dari istilah Openbare 

Amtbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan jabatan Notaris dan Pasal 

 
37  Habib Adjie, Hukum N0taris Ind0nesia (Tafsir Tematik Terhadap UU N0m0r 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan N0taris), Cetakan Kempat, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 4. 
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1868 Burgerlijk Wetbook (BW). Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan 

bahwa : De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om 

authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en 

beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de 

belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de 

dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, 

afschrif akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten 

door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen 

opgedragen of voorbehouden is. Notaris adalah pejabat umum satu-satunya 

berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuata, perjanjian dan 

penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh hanya yang 

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin 

kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan 

kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak 

dikecualikan. 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 

009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat 

Umum sebagai Public Official. 38 Istilah Openbare Amtbtenaren yang terdapat 

dalam Art dalam Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia (Ord. Van Jan. 

1860), diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing. Istilah 

Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1868 BW diterjemahkan 

menjadi Pejabat Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 

atau orang lain. Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan: “Suatu akta otentik 

 
38 Ibid. 
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adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh 

atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat 

dimana akta itu dibuat.39 

Menurut Kamus Hukum salah satu arti dari ambtenaren adalah pejabat. 

Dengan demikian Openbare Ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas 

yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika Openbare 

Ambtenaren diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan Openbare 

Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat 

yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan 

publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris. Aturan hukum 

sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan notaris tidak memberikan 

batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum, karena sekarang ini yang diberi 

kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya notaris saja, Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. 

Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain istilah 

Openbare diterjemahkan sebagai umum.40 

Dalam Pasal 1 angka UUJN, notaris didefinisikan “sebagai pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi ini kemudian direvisi dalam Pasal 

1 angka 1 UUJN, yang menyebutkan bahwa, 

Pasal 1 angka (1): 

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 
dan memilki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.  

 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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Pemberian kualifikasi notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan 

wewenang notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa “Notaris berwenang 

membuat akta otentik, sepanjang pembuata akta-akta tersebut tidak ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”. Pemberian wewenang kepada 

pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan 

kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat 

Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan 

kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai 

Negeri.41 

Secara substantif, tidak ada perubahan definisi notaris dalam UUJN 

tersebut, namun memuat penegasan bahwa kewenangan notaris itu selain dimuat 

di dalam UUJN perubahan namun juga mencakup pula kewenangan lainnya, 

apabila undang-undang lain menegaskan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu 

harus dibuat dalam akta notaris. Ketentuan tersebut di atas menyebutkan bahwa 

notaris adalah pejabat umum. Definisi yang diberikan oleh UUJN maupun UUJN 

perubahan ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan notaris. Artinya 

notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk 

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh 

UUJN, UUJN perubahan maupun peraturan perundang-undangan lainnya.42 

Bila perumusan Pasal 1 Peraturan jabatan Notaris diperbandingkan dengan 

rumusan dalam UUJN, maka rumusan UUJN, lebih luas dibandingkan dengan 

Peraturan jabatan Notaris, namun keduanya memiliki esensi yang sama tentang 

 
41 Ibid. 
42  Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan N0taris Di Ind0nesia, 1st ed. (Jakarta: 

Prenadamedia Gr0up, 2018), hal. 14. 
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notaris yakni notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta 

otentik. 43  Dalam Pasal 1868 BW disebutkan hanya menjelaskan apa yang 

dinamakan “akta otentik”, namun tidak menjelaskan siapa yang dimaksud pejabat 

umum itu dan juga tidak menjelaskan tempat di mana ia berwenang sedemikian, 

sampai mana batas-batas wewenangnya, sehingga pembuat undang-undang harus 

membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut, yang 

merupakan “peraturan pelaksanaan” dari Pasal 1868 BW, maka notarislah yang 

dimaksud dengan pejabat umum itu.44 

Menurut G.H.S. Lumban Tobing digunakannya perkataan “bevoegd” 

(berwenang) dalam Pasal 1 Peraturan jabatan Notaris diperlukan, berhubung 

dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatakan bahwa “suatu 

akta yang otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu di tempat di mana itu dibuat”. Untuk pelaksanaan dari pasal 

1868 KUH Perdata tersebut, pembuat undang-undang harus membuat peraturan 

perundang-undangan yang merujuk para pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat 

yang sedemikian berdasarkan Pasal 1 Peraturan jabatan Notaris. Dari pendapat 

tersebut Openbare Ambtenaren diartikan sebagai pejabat umum, diartikan sebagai 

pejabat yang diberikan tugas dan kewenangan untuk membuat akta otentik untuk 

melayani kepentingan umum, dan kualifikasi demikian diberikan kepada notaris. 

Dalam UUJN dan UUJN perubahan terminologi “satu-satunya” (uit sluited) tidak 

 
43 Ibid., hal. 15. 
44 Ibid., hal. 15-16. 
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lagi dicantumkan. Meskipun demikian pengertian notaris tidak berubah secara 

radikal.  

Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada notaris 

saja, tapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Pejabat 

Lelang dengan demikian, kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti 

kewenangan yang ada pada notaris tidak diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, 

selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat 

lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan 

tersebut menjadi kewenangan notaris.45 

Berdasarkan ketentuan mengenai akta otentiknya yang ditentukan dalam 

Pasal 1868 BW, PPAT maupun pejabat lelang tidak memenuhi syarat 

sebagaimana disebut dalam pasal 1868 BW. Maka dengan demikian, akta yang 

dibuat oleh PPAT dan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang dibuat tidak 

berdasarkan undang-undang, tetapi hanya berupa aturan setingkat peraturan 

pemerintah atau peraturan menteri. Maka akta PPAT dan risalah lelang bukan akta 

otentik, melainkan setingkat dengan akta di bawah tangan, yang penilaian 

pembuktiannya diserahkan kepada hakim, jika hal tersebut diperiksa atau menjadi 

objek gugatan di Pengadilan Negeri.46 

Filosofi pengangkatan notaris sebagai pejabat umum dimuat dalam 

konsideran pertimbangan UUJN, dalam poin a, b dan c yang berbunyi sebagai 

berikut: 

a. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 
45 Ibid., hal. 17. 
46 Ibid., hal., 13-17. 
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menjamin kepastian, ketertiban, dangan perlindungan hukum bagi setiap 

warga negara; 

b. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum 

dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, 

perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh 

pejabat yang berwenang; 

c. Bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam 

memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan 

perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum; 

2. Notaris Sebagai Profesi 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa profesi adalah 

bidang yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan 

sebagainya) tertentu. Istilah profesi merupakan istilah yang diserap dari bahasa 

Inggris yaitu profession. Tidak berbeda dengan definisi dalam Blacks Law 

Dictionary yang menyebutkan profesi sebagai: 

a. A Vocation requiring advanced education and training. 

b. Collectivity, the members of such a vocation. 

Sedangkan profesional diartikan sebagai: “A person who belongs to a 

learned profession of whose occupation requires a high level of training and 

profeciency” sebagai pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu, profesional 

diartikan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukan profesi tersebut.47 

 
47 Ibid., hal. 82. 
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Menurut Brandeis, untuk dapat disebut sebagai profesi maka pekerjaan itu sendiri 

harus mencerminkan adanya dukunga berupa: 

a. Ciri-ciri pengetahuan (Intellectual character) 

b. Diabdikan untuk kepentingan orang lain; 

c. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial; 

d. Didukung oleh adanya organisasi (association) profesi dan organisasi profesi 

tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan antara lain menentukan 

berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggungjawab 

dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan; 

e. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.48 

Komaruddin dalam Ensiklopedia Manajemen menjelaskan bahwa: 

“Profesi (profession) ialah suatu jenis pekerjaan yang menuntut pengetahuan yang 

tinggi, khusus, dan latihan yang istimewa. Yang termasuk dalam profesi, misalnya 

pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntansi, guru, arsitek, ahli astronomi dan 

pekerjaan yang bersifat lainnya. Professional job ialah suatu tugas, pekerjaan atau 

jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu. 

Jabatan seperti guru, dokter, hakim, pembela, notaris dan peneliti adalah beberapa 

contoh pekerjaan profesional.”49 

Sedangkan menurut Frans Magnis Suseno, profesi itu harus dibedakan 

dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi pada 

umumnya paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu: 

a. Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggungjawab. 

 
48 Ibid., hal. 83. 
49 H. Sutrisn0 & Wiwin Yulianingsih, Etika Pr0fesi Hukum, ed. 1 (Y0gyakarta: Andi 

Offset, 2016), hal. 22. 
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b. Hormat terhadap hak-hak orang lain.50 

Pengertian bertanggungjawab ini menyangkut terhadap pekerjaannya 

ataupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya 

dengan sebaik mungkin dan dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, juga 

dituntut agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan 

hidup, artinya menghormati hak orang lain.51 Dalam profesi yang luhur (officium 

nobile), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang 

dilakukannya, di samping itu juga terdapat dua prinsip penting, yaitu: 

a. Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu. 

b. Mengabdi pada tuntutan luhur profesi. 

Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas 

yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah: 

a. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan 

profesi. 

b. Sadar akan kewajibannya. 

c. Memiliki idealisme yang tinggi.52 

Apabila didasarkan pada definisi dan kriteria di atas, maka notaris adalah 

merupakan salah satu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut 

pengetahuan luas, serta tanggungjawab yang berat untuk melayani kepentingan 

umum sebagai suatu jabatan, yaitu pejabat umum yang memilik karakter yang 

khas sekaligus suatu profesi yang menjalankan sebagian tugas pemerintah, yaitu 

 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid., hal. 23. 
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membuat alat bukti terkuat yaitu akta otentik.53 Tuntutan moralitas tinggi bagi 

profesi notaris dalam menjalankan jabatan sepadan dengan tanggungjawabnya 

melayani kepentingan masyarakat dalam pembuatan akta. 

Notaris sebagai sebuah profesi yang mulia (officium nubile) memegang 

peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat modern 

yang menghendaki adanya pendokumentasian suatu peristiwa hukum atau 

perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum baik dalam arti 

subjek hukum berupa orang (natuurlijke persoon). Subjek hukum diartikan 

sebagai penyandang hak dan kewajiban dan padanya dapat melakukan perbuatan 

hukum tertentu untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk menimbulkan 

akibat hukum tertentu. Kapasitas official nobile diberikan kepada notaris dalam 

kapasitasnya sebagai jabatan (pejabat umum) dan sebagai suatu profesi.  

Notaris sebagaimana dijelaskan sesungguhnya menjalankan sebagian 

fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, 

mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang 

sempurna bagi pihak-pihak yang membutuhkan agar hak dan kepentingan mereka 

terlindungi. Di sinilah letak kemuliaan jabatan dan profesi notaris, dimana melalui 

kewenangannya membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya 

adalah untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum 

kepada masyarakat yang membutuhkan, oleh karena itu notaris dituntut untuk 

senantiasa mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kode etik yang 

berkaitan dengan jabatan dan profesinya. Sebagai jabatan, notaris berkewajiban 

 
53 Anand, Op. Cit, hal. 89. 
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untuk senantiasa bertindak jujur seksama mandiri, dan tidak berpihak agar 

kepentingan para pihak terlindungi. Kewajiban ini mencerminkan notaris sebagai 

jabatan kepercayaan antara lain seperti adanya kewajiban untuk merahasiakan 

informasi yang diperoleh dari klien, dimana hal demikian ini juga merupakan 

tugas dan kewajiban notaris sebagai suatu profesi. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa notaris sebagai suatu profesi memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Meliputi bidang tertentu; 

b. Mempunyai keahlian dan keterampilan khusus; 

c. Bersifat tetap atau terus menerus; 

d. Mengutamakan pelayanan daripada imbalan; 

e. Memperoleh penghasilan berupa honorarium sebagai bentuk penghargaan; 

f. Adanya kewajiban untuk merahasiakan informasi dari klien; 

g. Terkelompok dalam suatu organisasi; 

h. Adanya kode etik dan peradilan kode etik.54 

Tanggungjawab jabatan dan etika bagi setiap profesi seperti notaris mutlak 

sudah ditanamkan sejak mengenyam pendidikan kenotariatan. Mochtar 

Kusumaatmadja dalam bukunya mengatakan bahwa “Suatu pendidikan 

profesional tanpa pendidikan mengenai tanggungjawab dan etika profesional tidak 

lengkap. Pendidikan keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi 

yang menyangkut tanggungjawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan 

kepadanya dan profesinya pada umumnya serta nilai-nilai dan ukuran etika yang 

harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menghasilkan 

tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya. Keadaan 

 
54 Ibid., hal. 92. 
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demikian tidak saja menjadikan pendidikan klinis itu tidak lengkap karena calon 

anggota profesi itu tidak tahu bagaimana ia harus menggunakan keterampilan 

teknis yang diperolehnya itu. Bahkan, tidak berlebihan kiranya apabila dikatakan 

bahwa pendidikan keterampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggungjawab 

profesional dan etika berbahaya”.55 

Selanjutnya ia katakan bahwa “Secara umum dapat dikatakan bahwa 

setiap profesi menempatkan ahli yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang 

istimewa, baik karena kekuasaannya yang luar biasa yang dipercayakan 

kepadanya (seperti dalam hal hakim dan jaksa) maupun karena nasib dari orang 

yang berkepentingan dipercayakan kepadanya (dalam hal pembela). Kiranya jelas 

bahwa dengan adanya amanat yang menyangkut perlindungan nasib seseorang 

tadi tanggungjawab berat diletakkan atas buku anggota profesi hukum yang 

bersangkutan. Ia tidak saja menyangkut amanat kepercayaan yang menyangkut 

kepentingan pribadi (private trust). Bila dilihat dari rangka penegakan hukum 

sebagai suatu urusan yang menyangkut kepentingan umum, tanggungjawab itu 

pada hakikatnya juga merupakan amanah kepercayaan yang menyangkut 

kepentingan umum (public trust)”. 56  Jadi, dalam pendidikan profesi termasuk 

notaris perlu diajarkan mengenai tanggungjawab profesi dan etika agar kelak 

ketika menjabat tidak melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran hukum. 

Jabatan notaris dalam hukum dan masyarakat memiliki kedudukan istimewa 

karena tugas dan kewenangannya membuat akta dan kewenangan lainnya yang 

tidak diberikan pada jabatan lainnya. Dengan kedudukan istimewa tersebut 

melekat tanggungjawab untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan 
 

55  M0chtar Kusumaatmadja, K0nsep-k0nsep Hukum Dalam Pembangunan, ed. Otje 
Salman dan Eddy Damian, 2nd ed. (Bandung: PT. Alumni, 2011), hal. 67. 

56 Ibid., hal. 67-68 
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hukum bagi para pihak yang membutuhkan jasa notaris. Jika notaris tidak 

mengedepankan tanggungjawab profesi dan etika dalam pelaksanaan jabatannya, 

maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian pada masyarakat karena 

kehilangan haknya. 

Keahlian dan kewenangan yang dimiliki oleh notaris sesungguhnya dapat 

dimanfaatkan sebagai upaya untuk memperoleh uang atau kekayaan, namun 

dalam melaksanakan tugas profesinya, notaris tidak semata didorong oleh 

pertimbangan kekayaan, terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata 

menciptakan alat bukti formal utuk mengejar adanya kepastian hukum, namun 

mengabaikan rasa keadilan. Seorang notaris harus tetap berpegang teguh pada rasa 

keadilan yang hakiki dalam melakukan tugas utamanya, yaitu melayani 

masyarakat. Meskipun suatu profesi dijalankan tidak semata-mata didasarkan 

uang, namun adanya suatu penghargaan berupa honorarium mutlak diperlukan 

sebagai salah satu unsur profesionalisme.57 

Mengenai honorarium notaris diatur dalam Pasal 36 UUJN yang 

menyebutkan bahwa: 

a. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai 

dengan kewenangannya. 

b. Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada niai ekonomis 

dan nilai sosiologis dari setiap akta yag dibuatnya. 

c. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek 

setiap akta sebagai berikut: 

 
57 Anand, Karakteristik Jabatan N0taris Di Ind0nesia, hal. 113. 



46 
 

 
 

1) Sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen 

gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% 

(dua koma lima persen); 

2) Di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 

1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), honorarium yang diterima 

paling besar 1,5% (satu koma lima persen); 

3) Di atas Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang 

diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, 

tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. 

Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta 

dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta 

rupiah). 

3. Kode Etik Notaris 

Notaris dalam meenjalankan jabatannya seelain meengacu keepada UUJN, 

juga harus beersikap seesuai deengan eetika dan profeesinya. Etika profeesi adalah sikap 

eetis yang dituntut untuk dipeenuhi oleeh profeesional dalam meengeemban profeesinya. 

Etika profeesi beerbeeda-beeda meenurut bidang keeahliannya yang diakui dalam 

masyarakat. Etika profeesi diwujudkan seecara formal kee dalam suatu kodee eetik.  

Kodee eetik adalah seegala yang teertulis dan diseepakati keekuatan hukumnya 

oleeh keelompok masyarakat teerteentu seehingga kodee eetik dalam hal ini adalah 

hukum yang beerlaku bagi anggota masyarakat profeesi teerteentu dalam meenjalankan 
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profeesinya. Oleeh kareena itulah, seetiap peelanggaran yang dilakukan oleeh seetiap 

profeesi wajib di peeriksa beerdasarkan kodee eetik profeesi masing-masing.58 

Para Notaris yang beerpraktik di Indoneesia beergabung dalam suatu 

peerhimpunan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indoneesia (INI). INI meerupakan 

keelanjutan dari Dee Needeerlandsch-Indischee Notarieeeelee Veereeeeniging, yang dahulu 

didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1908 yang meendapatkan penegeesahan 

seebagai badan hukum deengan Gouveerneemeents Beesluit (Peeneetapan Peemeerintah) 

tanggal 5 Seepteembeer 1908 Nomor 9. Nama Beelanda keemudian diganti atau diubah 

meenjadi Ikatan Notaris Indoneesia yang hingga seekarang meerupakan satu-satunya 

wadah organisasi profeesi Notaris di Indoneesia. Adapun kodee eetik Ikatan Notaris 

Indoneesia yang disajikan dalam tulisan ini meerupakan hasil luar biasa INI yang 

diseeleenggarakan di Banteen pada tahun 2015.59  

B. Kewenangan Notaris Membuat Akta otentik  

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

teentang peerubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 teentang Jabatan 

Notaris dan biasa diseebut UUJN (beerikutnya disingkat UUJN). Seemua hal teentang 

Notaris harus meengacu pada Undang-Undang teerseebut. Seecara yuridis normatif, 

deefinisi Notaris teerdapat pada pasal 1 ayat (1) UUJN, yang meengatakan bahwa: 

Pasal 1 ayat (1): 

Notaris adalah Peejabat Umum yang dibeeri keeweenangan untuk meembuat Akta 
Oteentik meengeenai seemua peerbuatan, peerjanjian, peeneetapan dan keeweenangan-

 
58  Henry D0nald Lumban T0ruan, Efektivitas Majelis Pengawas N0taris, (Jakarta: 

Balitbangkumham, 2019), hal. 44 
59 Ibid, hal. 45 
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keeweenangan lainnya seebagaimana diatur dalam peeraturan peerundang-undangan 
yang ada.60   

Notaris dalam meenjalankan jabatannya meerupakan suatu profeesi kareena 

Notaris meelakukan suatu peekeerjaan yang teetap dalam bidang teerteentu didasarkan 

suatu keeahlian khusus yang dilakukan deengan peenuh tanggung jawab dan 

meendapat peenghasilan dari peekeerjaan teerseebut. Suatu peekeerjaan yang dijalankan 

deengan rambu-rambu keeahlian dalam meenjalankan profeesinya diseebut profeesional. 

Notaris seebagai profeesi dalam meenjalankan jabatannya harus profeesional deengan 

ruang lingkup keeweenangan yang sudah diteentukan oleeh undang-undang. 

Beerkeenaan deengan keeweenangan, teeori keeweenangan dibagi meenjadi 2 (dua) 

cara yaitu deengan atribusi dan prosees peelimpahan.    

a. Atribusi   

Atribusi adalah weeweenang yang meeleekat pada suatu jabatan. Keeweenangan 

yang dimiliki oleeh organ peemeerintah dalam meenjalankan peemeerintahannya 

beerdasarkan keeweenangan yang dibuat oleeh peembuat Undang undang. 

Atribusi ini meenunjuk pada keeweenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) 

atau peeraturan peerundang-undangan.  

b. Peelimpahan Weeweenang   

Peelimpahan weeweenang adalah peenyeerahaan seebagian dari weeweenang peejabat 

atasan keepada bawahan teerseebut meembantu dalam meelaksanakan tugas-tugas 

dan keewajibanya untuk dapat beertindak seendiri.   

1) Deeleegasi adalah weeweenang yang beersumbeer dari peelimpahan suatu organ 

peemeerintahan keepada organ lain dasar peeraturan peerundang-undangan.   
 

60 Pasal 1 Undang-undang N0m0r 2 Tahun 2014 tentang Jabatan N0taris. Lihat juga 
Pasal 1 terkait Peraturan Jabatan N0taris dalam G.H.S. Lumban T0bing, Peraturan Jabatan 
N0taris, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 31. 
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2) Mandatee adalah weeweenang yang beersumbeer dari prosees atau proseedur 

peelimpahan dari peejabat atau badan yang leebih tinggi keepada peejabat 

yang leebih reendah.61  

Notaris meemiliki keeweenangan yang dibeerikan Undang-Undang. Adapun 

keeweenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, meengatakan bahwa: 

Pasal 15 ayat (1):  

Notaris beerweenang untuk meembuat Akta Oteentik meengeenai seemua peerbuatan, 
peerjanjian, dan keeteetapan yang diharuskan oleeh peeraturan peerundang-undangan 
dan/atau yang dikeeheendaki oleeh yang beerkeepeentingan untuk dinyatakan dalam 
Akta Oteentik, meenjamin keepastian tanggal peembuatan akta, meenyimpan akta, 
meembeerikan grossee, salinan dan kutipan akta. Seemuanya itu bisa dilakukan 
seepanjang peembuatan akta-akta teerseebut tidak ditugaskan atau dikeecualikan 
keepada peejabat lain atau orang lain yang diteetapkan oleeh undang-undang". 

Pasal 15 ayat (2):  

Seelain keeweenangan seebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris beerweenang 
pula:  
a. meengeesahkan tanda tangan dan meeneetapkan keepastian  tanggal  surat  di  

bawah  tangan  deengan meendaftar dalam buku khusus;  
b. meembukukan surat di bawah tangan deengan meendaftar dalam buku  khusus;  
c. meembuat  kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan beerupa  salinan  yang  

meemuat  uraian  seebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 
beersangkutan;   

d. meelakukan peengeesahan keecocokan fotokopi deengan surat aslinya;   
e. meembeerikan peenyuluhan hukum seehubungan deengan peembuatan Akta;   
f. meembuat Akta yang beerkaitan deengan peertanahan; atau  
g. meembuat Akta risalah leelang. 

 

Pasal 15 ayat (3):  

Seelain keeweenangan seebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris 
meempunyai keeweenangan lain yang diatur dalam peeraturan peerundang-
undangan. 

Tugas dan weeweenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu  

meembuat akta oteentik dan keeweenangan lainnya seebagaimana dimaksud dalam 

 
61 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 93.  
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UUJN. Keeweenangan lain seebagaimana dimaksud dalam UUJN meerujuk keepada 

Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Weeweenang yang dipeeroleeh suatu 

Jabatan meempunyai sumbeer asalnya. Dalam Hukum Administrasi weeweenang bisa 

dipeeroleeh seecara Atribusi, Deeleegasi atau Mandat.  

Weeweenang seecara Atribusi adalah peembeerian weeweenang yang baru 

keepada suatu jabatan beerdasarkan suatu Peeraturan peerundang-undangan atau 

aturan hukum. Weeweenang seecara Deeleegasi meerupakan peemindahan/peengalihan 

weeweenang yang ada beerdasarkan suatu Peeraturan peerundang-undangan atau 

aturan Hukum. Dan Mandat seebeenarnya bukan peengalihan atau peemindahan 

weeweenang, tapi kareena yang beerkompeeteen beerhalangan.62 

UUJN teerseebut teernyata Notaris seebagai peejabat umum meempeeroleeh  

weeweenang seecara atribusi, kareena weeweenang teerseebut diciptakan dan dibeerikan 

oleeh UUJN seendiri. Jadi weeweenang yang dipeeroleeh Notaris bukan beerasal dari  

leembaga lain, misalnya dari Deeparteemeen Hukum dan HAM.63 

Dalam meenjalankan tugas dan jabatannya, Notaris wajib beerpeedoman 

seecara normatif keepada aturan hukum yang beerkaitan deengan seegala tindakan 

yang akan diambil untuk keemudian dituangkan dalam akta.64 Tindakan Notaris 

yang didasarkan pada aturan hukum yang beerlaku teentunya akan meembeerikan 

keepastian hukum keepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleeh 

Notaris teelah seesuai deengan aturan hukum yang beerlaku. Deengan deemikian, jika 

 
62 Habib Adjie, Hukum N0taris Ind0nesia, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal.77-78 
63 Ibid, hal. 79 
64 S0esant0, R, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak N0taris, Wakil N0taris, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1982), hal. 56. 
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teerjadi peermasalahan teerhadap suatu hal maka Akta Notaris dapat meenjadi 

peedoman bagi para pihak yang beerseengkeeta.65 

Akta Notaris atau akta oteentik, yaitu akta yang peembuatannya dari awal  

dimulai dari tindakan meenghadap sampai pada peenandatanganan akta, seemuanya  

tunduk pada aturan-aturan hukum dalam hal ini tunduk pada Undang-Undang 

Jabatan Notaris. Seebagaimana diseebut oleeh keeteentuan Pasal 1868 KUHPeerdata 

yang meengatakan bahwa: 

 Pasal 1868 KUHPeerdata: 

“suatu akta oteentik ialah suatu akta yang di dalamnya beentuk yang diteentukan 
oleeh undang-undang dibuat oleeh atau dihadapan peegawai-peegawai umum yang 
beerkuasa untuk itu diteempatkan dimana akta itu dibuatnya”. 

Meengeenai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus dipeenuhi dalam 

peembuatan akta oteentik dapat dilihat di dalam keeteentuan Pasal 1868 KUHPeerdata 

yang dirumuskan seebagai beerikut: 

1) akta itu harus dibuat dalam beentuk yang diteentukan oleeh undang-undang.66 
Artinya jika beentuknya tidak diteentukan oleeh undang-undang maka salah satu  
unsur akta oteentik itu tidak teerpeenuhi dan jika tidak dipeenuhi unsur dari 
padanya maka tidak akan peernah ada yang diseebut deengan akta oteentik. 

2) Akta itu harus dibuat oleeh door atau dihadapan teen oveerstaan seeorang peejabat  
umum.  

3) Bahwa akta itu dibuat oleeh atau di hadapan peejabat umum yang beerweenang 
untuk meembuatnya untuk meembuatnya di teempat dimana akta itu dibuat.67 

Pasal 38 UUJN meenyeebutkan beentuk akta Notaris yaitu:  

Pasal 38: 

1) Seetiap Akta teerdiri atas:  
a. Awal Akta atau keepala Akta;  
b. Badan Akta; dan  

 
65 S0eg0nd0 N0t0dis0erj0, Hukum N0tariat di Ind0nesia (Suatu Penjelasan), Cet. Ke2, 

(Jakarta: PT. Raja Grafind0 Persada, 1993), hal. 49. 
66 Pasal 15 Undang-Undang N0m0r 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan N0taris  
67  Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban N0taris dalam  

Pembuatan Akta. (Bandung: CV. Mandar Maju. 2011), hal. 103 
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c. Akhir atau peenutup Akta.  
2) Awal Akta atau keepala Akta meemuat:  

a. Judul Akta;  
b. Nomor Akta;  
c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan  
d. Nama leengkap dan teempat keedudukan Notaris.  

3) Badan Akta meemuat:  
a. Nama leengkap, teempat dan tanggal lahir, keewarganeegaraan, peekeerjaan,  

jabatan, keedudukan, teempat tinggal para peenghadap dan/atau orang yang 
meereeka wakili;  

b. Keeteerangan meengeenai keedudukan beertindak peenghadap;  
c. Isi Akta yang meerupakan keeheendak dan keeinginan dari pihak-pihak yang  

beerkeepeentingan; dan  
d. Nama leengkap, teempat dan tanggal lahir, seerta peekeerjaan, jabatan,  

keedudukan, dan teempat tinggal dari tiap-tiap saksi peengeenal.  
4) Akhir atau peenutup Akta meemuat:  

a. Uraian teentang peembacaan Akta seebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7)  

b. Uraian teentang peenandatanganan dan teempat peenandatanganan atau 
peeneerjeemahan Akta jika ada 

c. Nama leengkap, teempat dan tanggal lahir, peekeerjaan, jabatan, keedudukan,  
dan teempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta, dan  

d. Uraian teentang tidak adanya peerubahan yang teerjadi dalam peembuatan  
Akta atau uraian teentang adanya peerubahan yang dapat beerupa 
peenambahan, peencoreetan, atau peenggantian seerta jumlah peerubahannya.  

5) Akta Notaris Peengganti dan Peejabat Seemeentara Notaris, seelain meemuat 
keeteentuan seebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga  
meemuat nomor dan tanggal peeneetapan peengangkatan, seerta peejabat yang 
meengangkatnya.68 
 

Keeteentuan meengeenai beentuk akta teerseebut meerupakan syarat yang harus  

dipeenuhi seebagai akta Notaris.69 Apabila dihubungkan deengan keeteentuan Pasal 

1868 KUHPeerdata Juncto Pasal 1869 KUHPeerdata yang meerupakan sumbeer 

oteensitas Akta Notaris dan juga seebagai leegalitas eeksisteensi akta notaris, seehingga 

apabila notaris meelakukan peelanggaran teerhadap keeteentuan Pasal 38 UUJN, maka 

beerlaku keeteentuan Pasal 1868 KUHPeerdata Juncto Pasal 1869 KUHPeerdata, yaitu 

akta teerseebut tidak meemeenuhi syarat seebagai akta oteentik kareena beentuknya tidak 

 
68 Pasal 38 Undang-Undang N0m0r 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan N0taris  
69 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang N0m0r 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan N0taris  
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seesuai deengan yang diteentukan oleeh undang-undang atau dapat dikatakan cacat 

dalam beentuknya seehingga hanya meempunyai keekuatan peembuktian seebagai akta 

dibawah tangan jika ditandatangani para pihak.70 

Seelanjutnya meengeenai syarat-syarat yang harus dipeenuhi supaya surat 

dapat diseebut deengan akta dan meemiliki keekuatan peembuktian teerhadap adanya 

peerbuatan hukum yang teelah dilakukan oleeh para pihak yang beerkeepeentingan, 

maka akta teerseebut harus meemeenuhi peersyaratan seebagai beerikut:  

1) surat itu harus ditandatangani;  

2) surat itu harus meemuat peeristiwa-peeristiwa yang meenjadi dasar suatu hak atau  

peerikatan; dan  

3) surat itu dipeeruntukkan seebagai alat bukti.71  

Peembuktian deengan tulisan dilakukan deengan tulisan-tulisan oteentik 

maupun deengan tulisan-tulisan dibawah tangan. 72  Akta dibawah tangan 

meerupakan akta yang ditandatangani dibawah tangan, seepeerti surat-surat, reegisteer-

reegisteer, surat-surat urusan ruamah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa 

peerantara seeseeorang peegawai umum.73 Oleeh kareena akta dibawah tangan dibuat 

oleeh pihak-pihak saja, maka keekuatan peembuktiannya akta itu hanya seebatas 

pihak-pihak yang meembuat saja. Akta Oteentik dibuat oleeh atau di hadapan 

Notaris. Hal itu dilakukan bukan saja kareena diharuskan oleeh peeraturan undang-

undang, teetapi juga kareena dikeeheendaki oleeh pihak yang beerkeepeentingan untuk 

meemastikan hak dan keewajiban para pihak dan juga untuk keepastian, keeteertiban, 

 
70 Sjaifurachman dan Habib Adjie, Op.Cit, hal. 112 
71 Ibid  
72 Pasal 1867 KUHPerdata 
73 Pasal 1874 KUHPerdata 
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dan peerlindungan hukum bagi pihak yang beerkeepeentingan dan juga bagi 

masyarakat seecara keeseeluruhan.74  

C. Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara 

Uraian seebeelumnya teelah meeneegaskan bahwa Notaris beerkeewajiban 

meembuat Akta dalam beentuk Minuta Akta dan meenyimpannya seebagai bagian 

dari Protokol Notaris seebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. 

Dalam peenjeelasan Pasal teerseebut diseebutkan bahwa Notaris beerkeewajiban untuk 

meenyimpan Minuta Akta seebagai bagian dari Protokol Notaris. Hal itu 

dimaksudkan untuk meenjaga keeoteentikan suatu Akta. Manakala ada Notaris yang 

purna bakti atau meeninggal dunia maka Akta teerseebut teetap harus disimpan 

meelalui Protokol Notaris.75 

Seecara yuridis normatif, deefinisi Protokol Notaris teerdapat pada pasal 1 

ayat (13) UUJN, yang meengatakan bahwa: 

Pasal 1 angka (13): 

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumeen yang meerupakan Arsip Neegara 
yang harus disimpan dan dipeelihara oleeh Notaris seesuai deengan keeteentuan 
peeraturan peerundang-undangan. 

Meenurut Pasal 62 UUJN, Protokol Notaris teerdiri dari atas:   

1) Minuta akta adalah asli akta Notaris, yang meerupakan bagian dari Protokol 
Notaris. Akta-akta yang dibuat oleeh Notaris seelama seebulan dijilid meenjadi 
buku yang meemuat tidak leebih dari 50 (lima puluh) akta. Jika jumlah akta 
meeleebihi dari 50 akta, maka keeleebihan akta teerseebut dibuat dalam buku baru. 
Diseetiap sampul buku dicatat jumlah akta yang dibuat deengan nomor urut, 
bulan dan tahun peembuatan akta-akta teerseebut. Akta-akta yang teelah dijilid 
dalam satu buku diseebut bundeel minuta akta. Pada umumnya minuta akta 
diseebut akta oteentik teelah meemeenuhi syarat oteentisitas suatu akta manakala 
akta teerseebut disusun, dibacakan oleeh Notaris dihadapan para peenghadap 
deengan dihadiri oleeh paling seedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat 

 
74 S0eg0nd0 N0t0dis0erj0, Op.Cit, hal. 59 
75 Zulkifli Amsyah, Manajemen Kearsipan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 

hal. 117. 
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itu juga oleeh peenghadap, saksi dan Notaris. Minuta akta yang meerupakan 
bagian dari Protokol Notaris dan bagian dari administrasi Notaris adalah arsip 
Neegara yang wajib disimpan, dijaga dan dipeelihara oleeh Notaris deengan 
seebaik-baiknya. 

2) Daftar akta atau Reepeertorium, yaitu buku yang meemuat nomor urut, nomor 
bulanan yang meenunjukan akta tiap bulan, jumlah dari akta yang dibuat oleeh 
Notaris. Buku daftar akta seebeelum dipeergunakan, teerleebih dahulu oleeh Notaris 
wajib diseerahkan keepada Majeelis Peengawas Daeerah Notaris untuk disahkan 
peenggunaannya. Reeportorium juga beerguna untuk meenunjukan eeksisteensi dari 
akta yang dibuat oleeh Notaris, yang teerdiri dari : 
a. Nomor urut dari akta yang dibuat oleeh Notaris seejak diangkat hingga 

peensiun. 
b. Nomor bulanan, meenunjukan beerapa banyak akta yang dibuat dalam 1 (satu) 

bulan 
c. Tanggal 
d. Sifat akta yang meenunjukan akta apa yang dibuat. Misalnya Seewa meenyeewa 
e. Nama para peenghadap   

3) Buku daftar akta dibawah tangan yang peenandatangannya dilakukan dihadapan 
Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar. Buku Daftar Akta dibawah 
tangan yang teerdiri dari : 
a. Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleeh pihak-pihak 

yang beersangkutan dihadapan Notaris diseebut Leegalisasi. Akta dibawah 
tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat seendiri oleeh para pihak, 
akan teetapi peembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan dihadapan 
Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang 
meenandatangani itu beenar-beenar adalah orang yang beersangkutan kareena 
meereeka meenandatangani dihadapan Notaris. Oleeh kareena itu isi dari akta 
dibawah tangan itu leebih kuat meengikat para pihak kareena Notaris 
meenjamin bahwa para pihak beenar meenandatanganinya dihadapan Notaris. 
Dan dalam keeteentuan umum, bahwa surat-surat yang ditanda tangani oleeh 
seeseeorang maka isi dari surat teerseebut meengikat orang-orang yang 
meenandatanganinya. 

b. Akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (Warmeerking). Surat 
bawah tangan yang sudah ditanda tangani para pihak keemudian dibawa kee 
Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan 
keegunaannya hanya untuk meencatat reesumee dari isi surat di bawah tangan 
seehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar teerseebut hilang, maka 
reesumeenya dapat dilihat di kantor Notaris. Dalam peengajuan keehadapan 
Notaris, tidak harus dilakukan oleeh 2 (dua) beelah pihak, teetapi dapat 
dilakukan oleeh 1 (satu) pihak saja. 

4) Buku Daftar nama peenghadap atau klappeer, Klappeer dibuat untuk daftar akta 
dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan. Klappeer meerupakan catatan 
meenurut alphabeet atas nama-nama dari para peenghadap, yang teerdiri dari 
Nomor, nama, sifat akta, tanggal, nomor reeportorium. Klappeer ini beerguna 
seebagai buku keendali dalam meencari minuta. 
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5) Buku Daftar protees. Cara peenomoran daftar protees dimulai deengan nomor urut 
01 dan teerus beerlanjut seelama masa bakti jabatannya seelaku Notaris dan nomor 
urut ini meerupakan nomor urut daftar protees seedangkan nomor aktanya 
meengikuti nomor urut bulanan yang teercantum dalam daftar akta, protees weeseel 
dan ceek, sudah tidak lagi digunakan seehingga buku daftar protees nihil. 

6) Buku daftar wasiat meerupakan buku yang meencatat siapa-siapa saja yang 
meembeer wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu pada nomor akta 
dicatat dalam reeportorium dan buku daftar wasiat. Seetiap tanggal 5 (lima) dari 
seetiap bulan, Notaris harus meelaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan 
seebeelumnya kee daftar pusat wasiat Keemeentrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Reepublik Indoneesia dalam beentuk salinan daftar wasiat. Dan seetiap 
peengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada 
peenutup bulan dan diseebutkan tanggal beerapa akta teerseebut dikirim. 

7) Buku daftar lain yang disimpan oleeh Notaris beerdasarkan keeteentuan peeraturan 
peerundang-undangan. 
 

Protokol Notaris yang meerupakan kumpulan dokumeen dan seebagai arsip 

Neegara meempunyai arti yang sangat peenting bagi Notaris dalam meenjalankan 

jabatannya. Oleeh kareena itu keewajiban meempeersiapkan Protokol Notaris bagi 

seeorang Notaris yang akan mulai meenjalankan jabatannya adalah mutlak. Meenurut 

pasal 62 UUJN, Notaris meenyatakan bahwa peenyeerahan Protokol Notaris 

dilakukan dalam hal Notaris: 

Pasal 62 

a. meeninggal dunia 
b. teelah beerakhir masa jabatannya 
c. minta seendiri atau meengundurkan diri 
d. tidak mampu seecara rohani dan atau jasmani untuk meelaksanakan tugas 

jabatan seebagai Notaris seecara teerus-meeneerus leebih dari 3 (tiga) tahun 
e. diangkat meenjadi peejabat Neegara 
f. pindah wilayah jabatan 
g. dibeerheentikan seemeentara 
h. dibeerheentikan deengan tidak hormat. 
 

Seebeelum Notaris meenjalankan jabatannya, protokol teerseebut teerleebih 

dahulu harus ditanda tangani oleeh Majeelis Peengawas Daeerah Notaris pada 

halaman peertama dan yang teerakhir. Seedangkan halaman isi hanya diparaf saja. 
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Oleeh kareena itu keebeeradaan Protokol Notaris meenjadi keewajiban seebeelum Notaris 

meenjalankan jabatannya.  

Beerikutnya, dalam Pasal 65 UUJN leebih lanjut diteegaskan bahwa  

Pasal 65: 

“Notaris, Notaris Peengganti, dan Peejabat Seemeentara Notaris beertanggung jawab 
atas seetiap Akta yang dibuatnya meeskipun Protokol Notaris teelah diseerahkan 
atau dipindahkan keepada pihak peenyimpan Protokol Notaris”.76 

Beerdasarkan keeteentuan di atas dapat dipahami bahwa, teerkait tanggung 

jawab Notaris teerhadap protokol-protokolnya, Notaris beerkeewajiban seerta 

beertanggungjawab seecara peenuh teerhadap seeluruh protokol yang dimilikinya, 

peertanggungjawaban tidak hanya seebatas teelah usainya masa jabatan seeorang 

Notaris meelainkan tanggung jawabnya meeleekat seeumur hidup Notaris teerseebut.77 

Meerujuk pada Pasal 65 UUJN Protokol Notaris walaupun teelah beerpindah tangan 

haruslah teetap disimpan. 

Protokol Notaris meerupakan dokumeen neegara yang meengandung status 

hukum, hak dan keewajiban para pihak/ masyarakat yang teentunya wajib disimpan 

dan dipeelihara deengan baik, deemi keepastian hukum, keeteertiban dan peerlindungan 

hukum keepada pihak-pihak yang meembutuhkan.78 Deengan deemikian unsur-unsur 

yang teercantum dalam Protokol Notaris meeliputi: 

1. Adanya kumpulan dokumeen 

2. Arsip Neegara 

3. Ada yang meenyimpan dan meemeeliharanya 

 
76 Pasal 65 Undang-Undang Jabatan N0taris 
77  Putra T0pan Aditya, Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan Jabatan N0taris atas 

Minuta Akta yang Rusak, Jurnal Cendikia Hukum. V0l 5 N0m0r 1, Februari 2014, hal. 24-25 
78 Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan N0taris Di Ind0nesia, (Jakarta: Prenadamedia 

Gr0up, 2018), hal. 68 
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4. Seesuai deengan keeteentuan peerundang-undangan.  

Peeraturan peerundang-undangan yang meengatur teentang peenyimpanan dan 

peemeeliharaan Protokol Notaris, tidak hanya diatur dalam UUJN, teetapi juga diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Teentang Keearsipan. Filosofi dari 

keebeeradaan arsip, yaitu untuk: 

1. Meenjamin keeteerseediaan arsip yang oteentik dan teerpeercaya 

2. Meenjamin peerlindungan keepeentingan neegara dan hak-hak keepeerdataan rakyat, 

seerta 

3. Meendinamiskan sisteem keearsipan, dipeerlukan peenyeeleenggaraan keearsipan yang 

seesuai deengan prinsip, kaidah, dan standar keearsipan seebagaimana dibutuhkan 

oleeh suatu sisteem peenyeeleenggaraan keearsipan nasional yang andal.79    

Yang dimaksud deengan Arsip dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Keearsipan adalah: 

Pasal 1 angka (2): 

“Reekaman keegiatan atau peeristiwa dalam beerbagai beentuk dan meedia seesuai 
deengan peerkeembangan teeknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 
diteerima oleeh leembaga neegara, peemeerintahan daeerah, leembaga peendidikan, 
peerusahaan, organisasi politik, organisasi keemasyarakatan, dan peerseeorangan 
dalam peelaksanaan keehidupan beermasyarakat, beerbangsa, dan beerneegara”. 

Meerujuk pada peengeertian teerseebut, maka Protokol Notaris notaris masuk 

dalam lingkup Undang-Undang Keerarsipan. Oleeh kareena Protokol Notaris 

meerupakan seebuah arsip maka peenyimpanannya harus beerdasar pada seebuah 

aturan, teerutama teerkait jangka waktu peenyimpanan (reeteensi arsip). 80  Adapun 

 
79 Salim. HS, Teknik Pembuatan Akta Satu, (Dep0k: Rajagrafind0, 2015), hal. 195-198 
80 Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu 

jenis arsip. Lihat Pasal 1 ayat (37) Peraturan Pemerintah N0m0r 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undangundang Kearsipan. Lihat juga Tan Th0ng Kie, Studi N0tariat – Serba-serbi 
Praktek N0taris, (Jakarta: Ichtiar Baru Van H0eve, 2000), hal. 21. 
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Jadwal Reeteensi Arsip (JRA) sangat beergantung pada jeenis arsip dan peenyusutan 

arsip. Adapun Protokol Notaris itu seendiri tidak meengalami prosees peenyusutan.81 

Keeteentuan Pasal 1 ayat (13) UUJN meengatur bahwa Protokol Notaris 

meerupakan Arsip Neegara yang harus disimpan dan dipeelihara oleeh Notaris. 

Seebagai Arsip Neegara, Protokol Notaris harus tunduk seesuai deengan Undang-

undang Nomor 43 Tahun 2009 yang meerupakan aturan khusus (leex speesialis) yang 

meengatur teentang keearsipan. Namun deemikian, Undang-Undang Keearsipan 

teernyata tidak meengatur Protokol Notaris dan deemikian juga ia tidak diatur seecara 

deetil dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Misalnya teerkait peenyeeleenggaraan 

keearsipan Protokol Notaris yang meeliputi keebijakan, peembinaan, dan peengeelolaan 

keearsipan. Hal ini meenimbulkan keetidakpastian hukum bagi Notaris dalam 

meenyimpan dan meemeelihara Protokol Notaris.  

Peengaturan jangka waktu peenyimpanan (reeteensi) arsip seebagaimana diatur 

dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 teentang Keearsipan harus 

beerdasarkan Jadwal Reeteensi Arsip. Beerdasarkan Jadwal Reeteensi Arsip itulah 

dilakukan peenilaian atas suatu arsip, apakah akan dipindahkan kee leembaga arsip, 

dimusnahkan atau dipeermaneenkan. Beerdasarkan Jadwal Reeteensi Arsip itu pula 

akan dikeetahui bahwa arsip-arsip yang teelah habis reeteensinya dan tidak meemiliki 

nilai guna dapat dilakukan peemusnahan.  

Seemeentara Protokol Notaris tanpa peerlu dilakukan peenilaian harus teetap 

disimpan dan dipeelihara oleeh Notaris, Notaris Peengganti, Peejabat Seemeentara 

Notaris, Notaris peemeegang Protokol maupun Majeelis Peengawas Daeerah. Deengan 
 

81  Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka 
waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rek0mendasi tentang 
penetapan suatu jenis arsip untuk dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang 
dipergunakan sebagai ped0man penyusutan dan penyelamatan arsip. Pasal 1 ayat (22) Undang-
undang N0m0r 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. 
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deemikian, jangka waktu peenyimpanan (reeteensi) Protokol Notaris tidak teerbatas 

seepanjang Protokol Notaris teerseebut dibutuhkan oleeh klieen dan/atau pihak-pihak 

yang teerkait.82 Deengan deemikian, Notaris, Notaris Peengganti, Peejabat Seemeentara 

Notaris, Notaris Peemeegang Protokol dan juga Majeelis Peengawas Daeerah (MPD) 

wajib meenyimpan dan meemeelihara Protokol Notaris tanpa batas waktu seepanjang 

Protokol Notaris teerseebut dibutuhkan oleeh klieen atau pihak-pihak yang teerkait 

dan/atau sampai adanya peengaturan teentang batas waktu peenyimpanan Protokol 

Notaris.  

Beerdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa, Protokol Notaris yang 

diatur dalam undang-undang teerseebut meerupakan arsip neegara yang sangat 

peenting, yang harus dipeelihara dan dijaga oleeh Notaris kareena meerupakan alat 

bukti yang sah dan kuat manakala keelak dikeemudian hari teerjadi peermasalahan 

diantara para pihak dalam suatu akta. Manakala Notaris yang beersangkutan sudah 

tidak meenjabat lagi seebagai Notaris ataupun kareena seesuatu hal meenyeebabkan 

Protokol Notaris diseerahkan atau beerpindah kee Notaris lainnya seebagai Peemeegang 

Protokol Notaris dan para pihak yang teerseebut atau teerkait didalam seebuah akta 

beerkeeheendak meencari dokumeen-dokumeen yang peembuatan aktanya pada waktu 

yang teelah lalu maka dokumeen-dokumeen teerseebut akan dapat deengan mudah 

dikeeteemukan deengan adanya Protokol Notaris dari Notaris teerseebut yang teelah 

diseerahkan atau beerpindah kee Notaris lain yang ditugaskan seebagai Peemeegang 

Protokol Notaris. 

 
82 Undang-Undang N0m0r 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. 
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D. Proses Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dari 
Ahli Waris Kepada Notaris Lain 

1. Kewajiban Ahli Waris Dalam Menyerahkan Protokol Notaris Yang Telah 
Meninggal Dunia 

Meenurut Kamus Indoneesia, Peenyeerahan adalah prosees, cara atau peerbuatan 

meenyeerahkan seesuatu. 83  Subeekti meengeemukakan peendapatnya teerkait deengan 

peengeertian peenyeerahan. Peenyeerahan yang seering juga diseebut deengan istilah 

“leeveering” atau “oveerdracht” meempunyai dua arti. Peertama peerbuatan yang 

beerupa peenyeerahan keekuasaan beelaka (feeiteelijkee leeveering). Keedua peerbuatan 

hukum yang beertujuan meemindahkan hak milik keepada orang lain (juridischee 

leeveering).84 Beertitik tolak dari adanya peendapat Subeekti teerseebut reeleevansi deengan 

peenyeerahan protokol keepada peeneerima protokol meerupakan suatu peerbuatan 

hukum untuk dapat meemindahkan keepeemilikan dan tanggung jawab teerkait 

deengan protokol Notaris.  

Adapun alasan yang meendasari dilakukannya peenyeerahan Protokol Notaris 

diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Jabatan Notaris. Beerdasarkan Pasal 

teerseebut, peenyeerahan Protokol Notaris bisa dilakukan jika Notaris meengalami hal-

hal beerikut:  

Pasal 62: 

a. meeninggal dunia;  
b. teelah beerakhir masa jabatannya;  
c. peermintaan seendiri;  
d. tidak mampu seecara rohani dan/atau jasmani untuk meelaksanakan tugas 

jabatan seebagai Notaris seecara teerus meeneerus leebih dari 3 (tiga) tahun;  
e. diangkat meenjadi peejabat neegara;  
f. pindah wilayah jabatan;  
g. dibeerheentikan seemeentara; atau  

 
83 Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Ind0nesia, Kamus Besar Bahasa Ind0nesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasi0nal, 2008), hal. 1423 
84 R. Subekti, P0k0k-P0k0k Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1980), hal. 71 
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h. dibeerheentikan deengan tidak hormat.85 

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 teentang Peerubahan atas 

Undang-Undang Reepublik Indoneesia Nomor 30 Tahun 2004 teentang Jabatan 

Notaris meengatur seebagai beerikut :  

Pasal 63 

1) Peenyeerahan Protokol seebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari deengan peembuatan beerita acara 
peenyeerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleeh yang meenyeerahkan 
dan yang meeneerima Protokol Notaris.  

2) Dalam hal teerjadi seebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, 
peenyeerahan Protokol Notaris dilakukan oleeh ahli waris Notaris keepada 
Notaris lain yang ditunjuk oleeh Majeelis Peengawas Daeerah.  

3) Dalam hal teerjadi seebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, 
peenyeerahan Protokol Notaris dilakukan oleeh Notaris keepada Notaris lain 
yang ditunjuk oleeh Majeelis Peengawas Daeerah jika peembeerheentian 
seemeentara leebih dari 3 (tiga) bulan. 

4) Dalam hal teerjadi seebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, 
huruf d, huruf f, atau huruf h, peenyeerahan Protokol Notaris dilakukan oleeh 
Notaris keepada Notaris lain yang ditunjuk oleeh Meenteeri atas usul Majeelis 
Peengawas Daeerah. 

5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu peenyeerahannya 
beerumur 25 (dua puluh lima) tahun atau leebih diseerahkan oleeh Notaris 
peeneerima Protokol Notaris keepada Majeelis Peengawas Daeerah. 

6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diseerahkan dalam jangka waktu 30 
(tigapuluh) hari seebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majeelis Peengawas 
Daeerah beerweenang untuk meengambil protokol. 
 
Pasal 64 Undang-Undang Reepublik Indoneesia Nomor 30 Tahun 2004 

teentang Jabatan Notaris meengatur seebagai beerikut: 

Pasal 64:  

1) Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat meenjadi peejabat neegara 
diseerahkan keepada Notaris yang ditunjuk oleeh Majeelis Peengawas Daeerah.  

2) Notaris peemeegang Protokol Notaris seebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beerweenang meengeeluarkan Grossee Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta. 

 

 
85 Pasal 62 Undang-Undang Jabatan N0taris 
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Pasal 65 Undang-Undang Reepublik Indoneesia Nomor 30 Tahun 2004 

teentang Jabatan Notaris meengatur seebagai beerikut :  

Pasal 65: 

“Notaris, Notaris Peengganti, dan Peejabat Seemeentara Notaris beertanggung jawab 
atas seetiap Akta yang dibuatnya meeskipun Protokol Notaris teelah diseerahkan 
atau dipindahkan keepada pihak peenyimpan Protokol Notaris”  

Masa beerakhirnya status jabatan seeorang Notaris dalam meenjalankan 

tugasnya harus diikuti pula beerpindahnya kumpulan dokumeen-dokumeen yang 

meerupakan arsip neegara. Meerujuk pada keeteentuan pasal 62 UUJN, teerdapat 

beebeerapa hal yang meewajibkan peenyeerahan protokol notaris, salah satunya dalam 

hal notaris peemeegang protokol notaris meeninggal dunia. 

Peeneelitian ini beerfokus pada peembahasan teerkait peenyeerahan protokol 

notaris dalam hal notaris peemeegang protokol notaris meeninggal dunia. 

Meeninggalnya seeorang Notaris, seelain meeninggalkan masalah-masalah meengeenai 

peekeerjaan yang teertunda teentunya juga akan meeninggalkan peermasalahan lainnya 

teerkait deengan protokol Notaris. Protokol Notaris yang diatur dalam undang-

undang teerseebut meerupakan arsip neegara yang sangat peenting, yang harus 

dipeelihara dan dijaga oleeh Notaris kareena meerupakan alat bukti yang sah dan kuat 

manakala keelak dikeemudian hari teerjadi peermasalahan diantara para pihak dalam 

suatu akta. Manakala Notaris yang beersangkutan sudah tidak meenjabat lagi 

seebagai Notaris ataupun kareena seesuatu hal meenyeebabkan Protokol Notaris 

diseerahkan atau beerpindah kee Notaris lainnya seebagai Peemeegang Protokol Notaris 

dan para pihak yang teerseebut atau teerkait didalam seebuah akta beerkeeheendak 

meencari dokumeen-dokumeen yang peembuatan aktanya pada waktu yang teelah lalu 

maka dokumeen-dokumeen teerseebut akan dapat deengan mudah dikeeteemukan 
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deengan adanya Protokol Notaris dari Notaris teerseebut yang teelah diseerahkan atau 

beerpindah kee Notaris lain yang ditugaskan seebagai Peemeegang Protokol Notaris. 

Manakala Notaris meeninggal dunia, suami/istri atau keeluarga seedarah 

dalam garis lurus kee atas dan/atau dalam garis kee samping sampai deerajat keetiga 

atau keeluarga seedarah sampai deerajat keetiga wajib meembeeritahukan keepada 

Majeelis Peengawas Daeerah. Seeandainya Notaris yang meeninggal dunia tidak 

meempunyai suami/istri dan keeluarga, peegawai Notaris wajib meembeeritahukan 

keepada Majeelis Peengawas Daeerah. Peembeeritahuan keepada Majeelis Peengawas 

Daeerah disampaikan dalam waktu paling lama 14 (eempat beelas) hari deengan 

meelampirkan surat keeteerangan keematian dari rumah sakit dan/atau peejabat yang 

beerweenang.86  

a. Notaris meemiliki ahli waris 

Manakala si Notaris meemiliki ahli waris, maka Ahli waris si Notaris yang 

meeninggal dunia meemiliki keewajiban untuk meembuat usulan Notaris yang 

akan meenyimpan dan meengeelola Protokol Notaris. Usulan Notaris peemeegang 

protokol ditujukan keepada Majeelis Peengawas Daeerah dan disampaikan seecara 

teertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari teerhitung seejak Notaris 

meeninggal dunia. Seelanjutnya keepada Meenteeri cq. Direektur Jeendeeral dalam 

waktu paling lama 14 (eempat beelas) hari teerhitung seejak surat peengusulan 

diteerima dari ahli waris. Jika ahli waris tidak meengusulkan Notaris lain seebagai 

peemeegang protokol, Majeelis Peengawas Daeerah meenunjuk Notaris lain dan 

meenyampaikannya keepada Meenteeri cq Direektur Jeendeeral dalam waktu paling 

 
86  Hasil Wawancara dengan Nurlinda Simanj0rang, N0taris/PPAT, Kabupaten Deli 

Serdang dan Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Deli Serdang, Pada 
Tanggal  24 November 2021, Pukul 17:00 WIB  
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lama 14 (eempat beelas) hari teerhitung seejak jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

seejak si Notaris meeninggal dunia.87  

b. Notaris tidak meemiliki ahli waris 

Manakala Notaris tidak meemiliki ahli waris, maka Majeelis Peengawas Daeerah 

(MPD) dapat meengusulkan peenunjukan Notaris lain seebagai peemeegang 

protokol. Prosees peenunjukan dilakukan dalam waktu kurang leebih 30 (tiga 

puluh) hari teerhitung seejak Notaris lain seebagai peemeegang protokol dan 

meenyampaikan peenunjukan keepada Meenteeri cq Direektorat Jeendeeral dalam 

waktu paling lama 14 (eempat beelas) hari teerhitung seejak diteerimanya usulan 

peenunjukan teerseebut.  

c. Notaris meeninggal pada saat cuti 

Manakala Notaris meeninggal pada saat cuti. Manakala Notaris meeninggal 

dunia pada saat cuti, teerleepas Notaris meemiliki ahli waris atau digantikan 

tugasnya deengan Notaris Peengganti yang beerstatus seebagai Peejabat Seemeentara 

Notaris. Peejabat Seemeentara Notaris hanya meenjalankan tugasnya seelama 

maksimal 30 (tiga puluh) tahun teerhitung seejak Notaris meeninggal dunia. 

Peejabat Seemeentara Notaris meenyeerahkan protokol notaris dari Notaris yang 

meeninggal dunia keepada Majeelis Peengawas Daeerah dalam waktu paling lama 

60 (eenam puluh) hari teerhitung seejak Notaris meeninggal dunia.88 

Peejabat Seemeentara Notaris tidak meemiliki hak untuk meenunjuk Notaris lain 

seebagai peemeegang protokol. Ahli waris dari Notaris yang meeninggal dunialah 

yang meempunyai hak meengusulkan Notaris lain, jika si Notaris meemiliki ahli 

waris. Jika si Notaris tidak meemiliki ahli waris, atau ahli waris tidak 

 
87 Ibid  
88 Ibid  
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meengusulkan Notaris lain seebagai peemeegang protokol, Majeelis Peengawas 

Daeerah meenunjuk Notaris lain dan meenyampaikannya keepada Meenteeri cq. 

Direektur Jeendeeral dalam waktu paling lama 14 (eempat beelas) hari teerhitung 

seejak jangka waktu usulan ahli waris beerakhir. Manakala surat peermohonan 

sudah diteerima seecara leengkap, meenteeri seegeera meeneetapkan Notaris lain 

seebagai peemeegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

Seelanjutnya Majeelis Peengawas Daeerah meenyeerahkan protokol Notaris yang 

meeninggal dunia keepada Notaris lain seebagai peemeegang protokol yang 

diteetapkan oleeh Meenteeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

teerhitung seejak tanggal peeneetapan Meenteeri. 

Peenyeerahan Protokol seebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUJN 

dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari deengan peembuatan beerita acara 

peenyeerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleeh yang meenyeerahkan dan 

yang meeneerima Protokol Notaris. Dalam hal teerjadi seebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 62 huruf a UUJN yaitu dalam hal notaris meeninggal, peenyeerahan Protokol 

Notaris dilakukan oleeh ahli waris notaris keepada notaris lain yang ditunjuk oleeh 

Majeelis Peengawas Daeerah.  

Beerdasarkan keeteentuan Pasal 63 ayat (4) UUJN teerseebut, maka seeteelah 

masa jabatan notaris beerakhir, protokol notaris diseerahkan keepada notaris lain 

yang ditunjuk oleeh Meenteeri atas usul Majeelis Peengawas Daeerah. Keedudukan 

hukum protokol notaris yang teelah diseerahkan beeralih kee notaris yang 

meenggantikan notaris yang teelah beerakhir masa jabatannya, atau keepada Majeelis 

Peengawas Daeerah, seebagaimana keeteentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN. Protokol 

Notaris yang di teerima dari Notaris lain pada waktu peenyeerahannya, notaris 
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teerseebut harus beerumur 25 (dua puluh lima) tahun atau leebih keetika diseerahkan 

oleeh notaris peeneerima Protokol Notaris keepada Majeelis Peengawas Daeerah. 

Seelanjutnya bila meelihat keedudukan Protokol Notaris seecara yuridis dapat 

dilihat pada Pasal 1 angka (13) UUJN, yang meengatakan bahwa: 

Pasal 1 angka (13) UUJN: 

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumeen yang meerupakan arsip neegara 
yang harus disimpan dan dipeelihara oleeh Notaris seesuai deengan keeteentuan 
peeraturan peerundang-undangan. 

Artinya, protokol notaris adalah arsip neegara dimana keedudukannya 

meerupakan arsip yang oteentik, dimana dalam peembuatan akta teerseebut wajib 

meemeenuhi unsur dan syarat peembuatan akta oteentik (Pasal 1868 KUHPeerdata). 

Kareena protokol notaris adalah arsip /dokumeen neegara maka bila seeorang notaris 

teelah meeninggal dunia maka ada keewajiban daripada ahli warisnya untuk 

meembeeritahukan dan meenyeerahkan protokol notaris teerseebut keepada notaris lain.89 

Beerdasarkan uraian diatas, meeninggalnya seeorang Notaris meengakibatkan 

seegala tanggungjawabnya beerakhir dan protokol-protokol Notaris yang 

beersangkutan harus seegeera diseerahkan keepada Majeelis Peengawas Daeerah (untuk 

seelanjutnya diseebut MPD) meelalui ahli warisnya untuk keemudian disimpan oleeh 

Notaris peemeegang protokol yang teelah ditunjuk. Hal ini beerguna untuk meenceegah 

keerugian mateerial yang sangat beesar teerhadap masyarakat yang akan atau masih 

meembutuhkan akta yang teerdapat didalam protokol Notaris yang teelah meeninggal 

dunia untuk keepeerluan keepastian hukumnya. Deengan teelah diseerahkannya 

protokol Notaris teerseebut keepada Notaris peeneerima protokol maka Notaris 

 
89 Hasil Wawancara Dengan Bapak Dartimn0v M. T Harahap Sebagai Ketua Majelis 

Pengawas Daerah N0taris Kabupaten Deli Serdang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Okt0ber Pukul 
13.00-13.45 WIB  
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peeneerima protokol meempunyai tanggung jawab untuk meenjaga dan meenyimpan 

protokol teerseebut dan meempunyai keeweenangan teerhadap protokol seesuai deengan 

keeteentuan yang teelah dibeerikan oleeh Undang-undang.90 

2. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia 

 Seecara yuridis normatif, seetiap kali ada Notaris yang meeninggal dunia, 

beerdasarkan Pasal 35 UUJN maka keeluarganya wajib meembeeritahukan keepada 

MPD Notaris seeteempat. Adapun bunyinya yaitu: 

Pasal 35 UUJN:  

1) Manakala Notaris meeninggal dunia, suami/istri atau keeluarga seedarah dalam 
garis lurus keeturunan seemeenda sampai deerajat keedua wajib meembeeritahukan 
keepada Majeelis Peengawas Daeerah.  

2) Peembeeritahuan seebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari keerja.  

3) Manakala Notaris meeninggal dunia pada saat meenjalankan cuti, tugas jabatan 
Notaris dijalankan oleeh Notaris Peengganti seebagai Peejabat Seemeentara Notaris 
paling lama 30 (tiga puluh) hari teerhitung seejak tanggal Notaris meeninggal 
dunia.  

4) Peejabat Seemeentara Notaris meenyeerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang 
meeninggal dunia keepada Majeelis Peengawas Daeerah paling lama 60 (eenam 
puluh) hari teerhitung seejak tanggal Notaris meeninggal dunia.  

5) Peejabat Seemeentara Notaris seebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
dapat meembuat Akta atas namanya seendiri dan meempunyai Protokol Notaris.  

Dalam hal notaris meeninggal dunia, maka protokol notaris akan diseerahkan 

keepada notaris lain yang akan meenggantikannya seebagaimana beerdasarkan 

keeteentuan pada Pasal 62 huruf a UUJN. Beerdasarkan pasal ini dikatakan bahwa 

notaris lain yang akan meeneerima protokol notaris yang teelah meeninggal dunia 

adalah notaris yang ditunjuk oleeh MPD. Peenyeerahan protokol teerhadap Notaris 

meeninggal dunia, dilakukan oleeh ahli waris keeluarga seedarah dalam garis lurus 

keeturunan seemeenda dua Notaris dan wajib meembeeritahukan keepada MPD paling 

 
90  Cut Era Fitriyani, Tanggung Jawab N0taris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta 

sebagai Bagian dari Pr0t0k0l N0taris, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Desember 2012, hal. 391-404 
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lama 7 (tujuh) hari keerja. Seebagaimana beerdasarkan keeteentuan yang teertuang pada 

Pasal 63 ayat (2) UUJN, Peenyeerahan protokol teerseebut dilakukan paling lama 30 

(tiga puluh) hari deengan peembuatan beerita acara peenyeerahan protokol notaris yang 

ditandatangani oleeh yang meenyeerahkan dan yang meeneerima protokol notaris 

seebagaimana beerdasarkan keeteentuan pada Pasal 63 ayat (1) UUJN.  

Peeraturan lain yang meengatur teerkait peenyeerahan Protokol Notaris yang 

teelah meeninggal dunia teerdapat dalam Peeraturan Meenteeri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 25 Tahun 2014 teentang Syarat Dan Tata Cara Peengangkatan, 

Peerpindahan, Peembeerheentian, Dan Peerpanjangan Masa Jabatan Notaris. Adapun 

bunyinya: 

Pasal 39 Peermeenkumham Nomor 25 Tahun 2014: 

1) Dalam hal Notaris beerheenti kareena meeninggal dunia dalam meenjalankan 
jabatan, Ahli Waris wajib Meembeeritahukan seecara manual atau eeleektronik 
keepada MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari teerhitung 
seejak Notaris meeninggal dunia. 

2) Dalam hal Notaris tidak meemiliki Ahli Waris, peembeeritahuan Seebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleeh karyawan Notaris. 

3) Peembeeritahuan seebagaimana dimaksud pada ayat (1) deengan meelampirkan 
dokumeen peendukung: 
a. fotokopi Keeputusan Peengangkatan atau peerpindahan yang teelah 

dileegalisasi; 
b. fotokopi kutipan akta keematian/surat keeteerangan keematian yang teelah 

dileegalisasi; 
c. asli surat usulan peenunjukan Notaris lain seebagai peemeegang protokol atau 

Peejabat Seemeentara Notaris; dan 
d. fotokopi surat keeteerangan Ahli Waris dari Notaris atau peejabat yang 

beerweenang yang teelah dileegalisasi, dalam hal Notaris yang meeninggal 
dunia tidak meempunyai Ahli Waris. 
Proseedur Peengangkatan Peejabat Seemeentara Notaris dalam kasus Notaris  

meeninggal dunia, meenjadi seebuah hal yang wajib dilakukan agar tidak teerjadinya 

keekosongan hukum dari Notaris yang meeninggal dunia kee Notaris yang meeneerima 

protokol. Tugas Notaris adalah meengkonstantir hubungan hukum antara para 
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pihak dalam beentuk teertulis dan format teerteentu, seehingga meerupakan suatu akta 

oteentik. Ia adalah peembuat dokumeen yang kuat dalam suatu prosees hukum.91 

Seelain itu, tidak dialihkan seemeentara protokol Notaris dari Notaris meeninggal 

dunia keepada peejabat seemeentara Notaris dapat meenyeebabkan teertundanya 

beerbagai hal dalam peelaksanaan prosees peembeerian salinan akta keepada pihak 

keetiga apabila minuta akta teelah di tanda tangani oleeh Notaris yang teelah 

meeninggal dunia teerseebut.  

Dalam hal ini pihak keetiga tidak meendapatkan keepastian hukum akan 

peembeerian salinan akta teerseebut nantinya. Dalam UUJN juga diatur bahwa jika  

Notaris meeninggal dunia pada saat meenjalankan cuti, tugas jabatan notaris 

dijalankan oleeh Notaris Peengganti seebagai Peejabat Seemeentara Notaris paling lama 

30 hari teerhitung seejak tanggal Notaris meeninggal dunia seebagaimana keeteentuan 

Pasal 35 ayat (3) UUJN. Peejabat Seemeentara Notaris wajib meenyeerahkan Protokol 

Notaris dari Notaris yang meeninggal dunia keepada MPD paling lama 60 hari 

teerhitung seejak tanggal Notaris meeninggal dunia seebagaimana keeteentuan Pasal 35 

ayat (4). Beerdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUJN diteentukan bahwa Notaris dapat 

meengajukan peermohonan cuti seecara teertulis diseertai usulan peenunjukan notaris 

peengganti.  

Beerdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUJN diteentukan bahwa apabila dalam satu 

wilayah jabatan hanya teerdapat satu notaris, Majeelis Peengawas Daeerah  

(MPD) dapat meenunjuk notaris peengganti khusus yang beerweenang untuk 

meembuat akta untuk keepeentingan pribadi notaris teerseebut atau keeluarganya. 

Beerdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUJN, jika notaris meeninggal dunia, 

 
91 Tan Th0ng Kie, Op.Cit, hal. 159 
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suami/istri atau keeluarga seedarah dalam garis lurus keeturunan seemeenda dua wajib 

meembeeritahukan keepada MPD, dan jika notaris meeninggal dunia pada saat 

meenjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleeh notaris peengganti seebagai 

peejabat seemeentara notaris paling lama 30 hari teerhitung seejak tanggal notaris 

meeninggal dunia.  

Seesuai deengan keeteentuan ini, maka orang lain yang dapat meempunyai 

keeweenangan deeleegasi hanyalah notaris peengganti, kareena keeweenangan yang 

dibeerikan keepadanya langsung dari notaris beerdasarkan UUJN dan diteetapkan 

oleeh MPD, bukan peejabat seemeentara notaris dan notaris peengganti khusus. Hal ini 

dikareenakan keeweenangan yang dibeerikan keepadanya tidak seecara langsung dari 

orang yang meempunyai weeweenang sah atas dasar undang-undang, meelainkan oleeh 

MPD seebagaimana diteentukan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 UUJN. 

3. Proses Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dari Ahli Waris 
Notaris Rismalida Simarsoit Kepada Notaris Nurlinda Simanjorang 

Teelah diuraikan seebeelumya teerkait proseedur peenyeerahan protokol notaris 

yang teelah meeninggal dunia oleeh ahli waris notaris keepada notaris lain, salah satu 

syaratnya yaitu notaris peeneerima protokol harus beerada dalam wilayah keerja yang 

sama deengan notaris yang teelah meeninggal dunia teerseebut. Dalam kasus 

meeninggalnya Notaris Rismalida Simarsoit protokol notaris teerseebut tidak 

diseerahkan meenurut keeteentuan Pasal 35 UUJN. 

Peenyeerahan protokol notaris yang meeningggal dunia oleeh ahli waris 

Notaris Rismalida Simarsoit yang meeningggal dunia pada tahun 2015 meemakan 

waktu yang beegitu sangat lama kareena ahli waris tidak meembeeritahukan peerihal 

meeninggalnya Notaris Rismalida Simarsoit keepada MPD Kabupateen Deeli Seerdang. 

Surat Keeputusan Peenunjukan seebagai notaris peeneerima protokol dari notaris yang 
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meeninggal dunia pada tahun 2015 baru diteerima oleeh Notaris Nurlinda 

Simanjorang pada tahun 2020. Lalu keemudian, peenyeerahan keeleengkapan seeluruh 

dokumeen baru seeleesai seekitar bulan Meei 2021.92  

Teerkait deengan peenunjukan Notaris Nurlinda Simanjorang seebagai 

peeneerima protokol notaris teerseebut, peenunjukan teerseebut atas peermintaan dari 

pihak keeluarga/ ahli waris dari notaris Rismalida simarsoit bukan atas 

reekomeendasi dari MPD Kabupateen Deeli Seerdang. Peenunjukan itu beerdasarkan 

keepeercayaan dari pihak keeluarga/ ahli waris keepada Notaris Nurlinda Simanjorang 

kareena pihak keeluarga meengeenal baik notaris Nurlinda Simanjorang beegitu juga 

seebaliknya.93 

Dokumeen yang diteerima oleeh Notaris Nurlinda Simanjorang adalah 

arsip/akta yang meemang seelama ini meenjadi tugas dan weeweenang seeorang notaris 

yang diatur dalam UUJN diantaranya:  

1) Minuta akta 
2) Daftar akta/ repertorium 
3) Daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya dihadapan notaris/ akta 

dibawah tangan yang didaftar 
4) Daftar nama penghadap/ klapper 
5) Daftar protes 
6) Daftar Wasiat 
7) Daftar lain yang disimpan Notaris. 

Dalam prosees peenyeerahan Protokol Notaris teerseebut meemakan waktu 

yang lama dan diteemukan keesulitan seepeerti, seeluruh minuta akta teelah teerleebih 

dahulu dipeeriksa keeleengkapannya dan ini seedikit meemakan waktu yang lama. 

Mantan klieen dari Notaris Rismalida Simarsoit ada meeneemui Notaris Nurlinda 

 
92 Hasil Wawancara Dengan Nurlinda Simanj0rang Selaku N0taris Penerima Pr0t0k0l 

N0taris Yang Meninggal Dunia Dari Ahli Waris N0taris Rismalida Simars0it Pada Tanggal 24 
N0vember 2021 Pukul 17. 00 WIB 

93 Ibid  
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Simanjorang teerkait deengan peengurusan akta yang lama. 94  Notaris peeneerima 

protokol notaris yang meeninggal dunia meemiliki peeran teerhadap akta yang lama 

diantaranya: 

1) Meengeeluarkan salinan keedua keepada para pihak. 

2) Meembeeri keeteerangan atas yang dibuat oleeh Notaris yang meeninggal dunia 

keepada para pihak. 

3) Meenindaklanjuti peekeerjaan yang beelum seeleesai.95 

 
94 Ibid  
95 Ibid  
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VII. BAB III  

PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH KABUPATEN DELI 

SERDANG TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH 

MENINGGAL DUNIA 

A. Perkembangan Pengawasan Notaris 

Notaris adalah peejabat umum satu-satunya yang beerweenang untuk 

meembuat akta oteentik meengeenai seemua peerbuatan, peerjanjian, dan peeneetapan yang 

diharuskan oleeh suatu peeraturan umum atau oleeh yang beerkeepeentingan 

dikeeheendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta oteentik, meenjamin keepastian 

tanggalnya, meenyimpan aktanya dan meembeerikan grossee, salinan, dan kutipannya, 

seemuanya seepanjang akta itu oleeh suatu peeraturan tidak juga ditugaskan atau 

dikeecualikan keepada peejabat atau orang lain.96  

Meerujuk pada peengeertian Notaris di atas dapat dikatakan bahwa Notaris 

meerupakan salah satu profeesi yang meempunyai karateeristik teerseendiri 

dibandingkan profeesi dalam bidang hukum yang lain seepeerti, Advokat, Jaksa, 

Arbirteer dan Hakim. Tugas notaris adalah meembantu orang-orang yang 

meempunyai masalah hukum, teerutama yang beerkeenaan deengan peembuatan akta 

seebagai tugas utama dari Notaris.  

Seeorang notaris dalam beertingkah laku meenjalankan profeesinya, dituntut 

untuk tidak seekeedar dibatasi oleeh norma-norma hukum atau norma-norma 

keesusilaan yang beerlaku seecara umum, teetapi juga harus patuh teerhadap 

keeteentuan-keeteentuan eetika profeesi, yang diatur dalam kodee eetik profeesi. Notaris 

 
96 Ahyar Ari Gay0, N0taris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan Dan Perbuatan Pidana), 

(Jakarta: Balitbangkumham, 2020), hal. 6 
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adalah peejabat umum yang satu-satunya beerweenang untuk meembuat akta oteentik 

meengeenai seemua peerbuatan, peerjanjian dan keeteetapan yang diharuskan oleeh suatu 

peeraturan umum atau dikeeheendaki oleeh yang beerkeepeentingan agar dinyatakan 

dalam suatu akta oteentik.  

Hadirnya Institusi Notaris di Indoneesia peerlu dilakukan peengawasan. 

Seejak keehadiran institusi Notaris di Indoneesia, peengawasan teerhadap Notaris 

seelalu dilakukan oleeh leembaga peeradilan dan peemeerintah, bahwa tujuan dari 

peengawasan agar para Notaris keetika meenjalankan tugas jabatannya meemeenuhi 

seemua peersyaratan yang beerkaitan deengan peelaksanaan tugas jabatan Notaris, 

deemi untuk peengamanan dari keepeentingan masyarakat, kareena Notaris diangkat 

oleeh peemeerintah, bukan untuk keepeentingan diri Notaris seendiri, tapi untuk 

keepeentingan masyarakat yang dilayaninya.97 

Tujuan lain dari peengawasan teerhadap Notaris, bahwa notaris dihadirkan 

untuk meelayani keepeentingan masyarakat yang meembutuhkan alat bukti beerupa 

akta oteentik seesuai peermintaan yang beersangkutan keepada notaris, seehingga tanpa 

adanya masyarakat yang meembutuhkan notaris, maka notaris tidak ada gunanya. 

Meeskipun deemikian, tidak beerarti deengan beergantinya instansi yang meelakukan 

peengawasan Notaris, kareena beetapapun keetatnya peengawasan yang dilakukan 

Majeelis Peengawas Notaris, tidak mudah untuk meelakukan peengawasan teerseebut, 

hal ini teerpulang keepada notaris seendiri deengan keesadaran dan peenuh 

tanggungjawab dalam tugas dan jabatannya meengikuti atau beerdasarkan hukum 

yang beerlaku, dan tidak kalah peentingnya, yaitu peeranan masyarakat untuk 

 
97  Henry D0nald Lumban T0ruan, Efektivitas Majelis Pengawas N0taris, (Jakarta: 

Balitbangkumham, 2019), hal. 98 
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meengawasi dan seenantiasa meelaporkan tindakan notaris yang dalam 

meelaksanakan tugas jabatannya tidak seesuai deengan aturan hukum yang beerlaku 

keepada Majeelis Peengawas Notaris seeteempat, deengan adanya laporan seepeerti ini 

dapat meengeeliminasi tindakan Notaris yang tidak seesuai deengan aturan hukum 

peelaksaan tugas jabatan notaris.98 

Dapat dikatakan beerdasarkan uraian peenjeelasan diatas, yaitu bahwa tujuan 

dilakukan peengawasan teerhadap Notaris agar para Notaris keetika meenjalankan 

tugas jabatannya meemeenuhi seemua peersyaratan yang beerkaitan deengan 

peelaksanaan tugas jabatan Notaris, deemi untuk peengamanan keepeentingan 

masyarakat, kareena Notaris diangkat oleeh peemeerintah, bukan untuk keepeentingan 

diri Notaris seendiri meelainkan untuk keepeentingan masyarakat yang dilayaninya. 

Peengawasan beertujuan agar notaris patuh dan taat dalam meenjalankan profeesinya 

dan seelalu meenjunjung tinggi kodee eetik profeesi notaris dan peeraturan peerundang-

undangan. Adanya peengawasan dan juga kodee eetik profeesi, maka seeorang Notaris 

tidak boleeh beerbuat beerdasarkan keeheendak hatinya dan seeweenang-weenang. 

Pada awalnya peengawasan Notaris beerdasarkan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1970 teentang keeteentuan-keeteentuan Pokok Keekuasaan keehakiman juncto  

undang-undang nomor: 35 tahun 1999 teentang Peerubahan Atas Undang-Undang  

Nomor 14 Tahun 1970 teentang Keeteentuan-keeteentuan Pokok Keekuasaan 

Keehakiman, bahwa Deeparteemeen Keehakiman meempunyai otoritas teerhadap 

 
98 Habib Adjie, Memahami Majelis Pengawas N0taris (MPN) Dan Majelis Keh0rmatan 

N0taris (MKN) (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal. 8-9 
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organisasi, administrasi dan finansial peengadilan, teermasuk di dalamnya 

peengawasan teerhadap Notaris.99 

Dalam Bab II Keeputusan Beersama Keetua Mahkamah Agung dan Meenteeri  

Keehakiman Reepublik Indoneesia Tahun 1985 dimana diseebutkan teentang ruang  

lingkup peengawasan Notaris, yaitu: 

Pasal 2 ayat (1): 

“Peelaksanaan peengawasan seehari-hari atas para Notaris dan akta-aktanya 
dilakukan oleeh Keetua Peengadilan Neegeeri seeteempat dan seelanjutnya seecara 
hirarkis dilakukan oleeh Keetua Peengadilan Tinggi, Keetua Mahkamah Agung 
dan Meenteeri Keehakiman”. 

Pasal 2 Ayat (2): 

“Peengawasan teerseebut ayat (1) dilakukan seejajar deengan peengawasan meenurut 
jalur justisial yang teelah diatur dalam peeraturan Jabatan Notaris dan peeraturan 
peerundang-undangan lainnya seepanjang meengeenai peenyeeleenggaraan tugas-
tugas Notaris. 

Pasal 2 Ayat (3):  

“Peengawasan teerseebut ayat (1) beersifat meembimbing dan meembina yang 
diantaranya meewujudkan deengan diadakannya peerteemuan-peerteemuan beerkala 
oleeh Keetua Peengadilan Neegeeri deengan para Notaris atau organisasi profeesi 
Notaris di daeerahnya”  

Pasal 2 Ayat (4): 

“Para Keetua Peengadilan dari lain lingkungan peeradilan meembantu dalam 
peengawasan teerseebut ayat (1) deengan meenyampaikan hal-hal yang peerlu 
keepada Keetua Peengadilan Neegeeri yang daeerahnya hukumnya meeliputi teempat 
keedudukan Notaris yang beersangkutan untuk ditangani. 

Seeteelah Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 teentang Peerubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 teentang Keeteentuan-keeteentuan Pokok 

Keekuasaan Keehakiman, teerseebut keemudian dicabut dan digantikan deengan 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 teentang Keekuasaan Keehakiman, yang pada 

 
99 G.H.S Lumbant0bing, Op.Cit, hal. 300 
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intinya bahwa keekuasaan keehakiman dilakukan oleeh seebuah Mahkamah Agung 

dan badan peeradilan yang beerada di bawahnya dan oleeh seebuah Mahkamah 

Konstitusi, keemudian organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan 

peeradilan beerada dibawah keekuasaan dan keeweenangan Mahkamah Agung Dan 

Organisasi, administrasi finasial Mahkamah Konstitusi beerada di bawah 

keekuasaan dan keeweenangan Mahkamah Konstitusi. Maka beerdasarkan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004 teentang keekuasaan Keehakiman, Deeparteemeen 

Keehakiman sudah tidak meempunyai otoritas lagi teerhadap organisasi, administrasi 

dan finansial peengadilan.  

Beerdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 teentang keekuasaan 

Keehakiman yang baru teerseebut, seecara substansi Deeparteemeen Keehakiman q.q 

Meenteeri Keehakiman sudah tidak lagi meempunyai otoritas untuk meelakukan 

peengawasan teerhadap Notaris. Tapi peengawasan Notaris teerseebut meenjadi otoritas 

peenuh badan peeradilan, hal ini seesuai deengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2004 teentang Peerubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1986 teentang Peeradilan Umum. Seedangkan Meenteeri Keehakiman dapat meelakukan 

tindakan teerhadap Notaris beerdasarkan laporan Keetua Peengadilan Neegeeri dan 

seeteelah meendeengar peendapat dari organisasi Notaris.100  

Keeteentuan seebagaimana yang teermaktub dalam Pasal 54 teerseebut di atas 

teelah dicabut dan dinyatakan tidak beerlaku lagi beerdasarkan Pasal 91 ayat (4) 

Undang-undang Jabatan Notaris. Beerdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris 

teerseebut peengawasan Notaris meemasuki babak baru, dimana peengawasan tidak 

 
100 Ibid  
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hanya dari Notaris saja akan teetapi juga dari unsur peemeerintah (Deeparteemeen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan akadeemis bidang hukum. 101 

B. Kedudukan Majelis Pengawas Notaris Dalam Melakukan Pengawasan 
Dan Pembinaan Terhadap Notaris 

Peengawasan pada dasarnya adalah upaya untuk meelihat atau meengeetahui 

apakah peekeerjaan atau jabatan teelah dilakukan seesuai deengan seeharusnya. 

Peengawasan juga dilakukan untuk meengeetahui tugas Notaris dalam meembuat akta 

yang harus seesuai deengan meekanismee atau tata cara atau proseedur yang 

dibeerlakukan di UUJN. Meengingat eeseensi dan tujuan peengawasan seebagaimana 

teerseebut diatas maka seeharusnya peengawasan dilakukan oleeh orang yang 

meengeetahui atau meemahami bagaimana jabatan teerseebut seeharusnya dilakukan, 

hal ini tidak teerkeecuali teerhadap jabatan Notaris. Pasal 67 UUJN meengatur 

meengeenai peengawasan teerhadap Notaris. 

Pasal 67:  

(1)  Peengawasan atas Notaris dilakukan oleeh Meenteeri.  
(2)  Dalam meelaksanakan peengawasan seebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Meenteeri meembeentuk Majeelis Peengawas.  
(3)  Majeelis Peengawas seebagaimana dimaksud pada ayat (2) beerjumlah 9 

(seembilan) orang, teerdiri atas unsur:  
a. Peemeerintah seebanyak 3 (tiga) orang;  
b. Organisasi Notaris seebanyak 3 (tiga) orang; dan  
c. Ahli atau akadeemisi seebanyak 3 (tiga) orang.  

Beerdasarkan keeteentuan Pasal 67 UUJN teerseebut di atas, dapat dikatakan 

bahwa UUJN meengamanatkan peengawasan atas Notaris dilakukan oleeh Meenteeri, 

yang dalam peelaksanaannya meenteeri meembeentuk Majeelis Peengawas yang teerdiri 

dari tiga unsur yaitu peemeerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akadeemisi. 

Keetiga unsur teerseebut seeharusnya tidak saja meengeetahui dan meemahami 
 

101 Ibid, hal.. 301 
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bagaimana peekeerjaan atau jabatan Notaris dijalankan, teetapi juga harus meemahami 

tugas dan fungsi Notaris.  

Majeelis Peengawas Notaris beerbeeda deengan Majeelis Keehormatan Notaris 

Majeelis Peengawas Notaris adalah suatu badan yang meempunyai keeweenangan dan 

keewajiban untuk meelaksanakan peembinaan dan peengawasan teerhadap Notaris, 

seedangkan Majeelis Keehormatan Notaris adalah alat peerleengkapan Peerkumpulan 

seebagai suatu badan atau leembaga yang mandiri dan beebas dari keebeerpihakan 

dalam Peerkumpulan yang beertugas untuk :  

1) meelakukan peembinaan, bimbingan, peengawasan, peembeenahan anggota dalam 

meenjunjung tinggi kodee eetik;  

2) meemeeriksa dan meengambil keeputusan atas dugaan peelanggaran keeteentuan kodee 

eetik yang beersifat inteernal atau yang tidak meempunyai kaitan deengan 

keepeentingan masyarakat seecara langsung;  

3) meembeerikan saran dan peendapat keepada Majeelis Peengawas atas dugaan 

peelanggaran Kodee Etik dan Jabatan Notaris.102  

Fungsi dan weeweenang peengawasan atas notaris ada di tangan Meenteeri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Teetapi dalam seecara yuridis, Meenteeri 

meelimpahkan weeweenang itu keepada Majeelis Peengawas Notaris yang di beentuk 

oleeh Keemeenteerian Hukum Dan HAM. Peengawasan teerseebut teermasuk peembinaan 

yang dilakukan oleeh Meenteeri teerhadap notaris seepeerti meenurut peenjeelasan Pasal 67 

ayat (1) UUJN. Pasal 1 angka (1) Peeraturan Meenteeri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Reepublik Indoneesia Nomor 40 Tahun 2015 Teentang Susunan Organisasi, 

 
102 Ria Trisn0murti, I Gusti Bagus Suryawan, Op.Cit, hal. 22 
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Tata Cara Peengangkatan Anggota, Peembeerheentian Anggota, Dan Tata Keerja 

Majeelis Peengawas, meeneegaskan ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleeh Majeelis 

Peengawas, yaitu:  

a. Peengawasan Preeveentif dan Reepreesif 

b. Peengawasan Kuratif  

c. Peembinaan 

Adapun peenjeelasan teerkait tugas Majeelis Peengawas yaitu, Peertama, 

Peengawasan preeveentif leebih dimaksudkan seebagai peengawasan yang dilakukan 

seebeelum keegiatan itu dilaksanakan, keemudian peengawasan reepreesif adalah 

peengawasan yang dilakukan teerhadap suatu keegiatan seeteelah keegiatan itu 

dilakukan.103 Keedua, Peengawasan Kuratif adalah tindakan yang diambil seeteelah 

teerjadinya tindak peenyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk meembeerikan 

peenyadaran keepada para peelaku peenyimpangan agar dapat meenyadari 

keesalahannya dan mau seerta mampu meempeerbaiki keehidupannya seerta mampu 

meempeerbaiki keehidupannya, seehingga di keemudian hari tidak lagi meengulangi 

keesalahannya.104 Keetiga, Peembinaan adalah prosees, peembuatan, cara peembinaan, 

peembaharuan, usaha dan tindakan atau keegaitan yang dilakukan seecara beerdaya 

guna dan beerhasil guna deengan baik. Dalam peelaksanaan konseep peembinaan 

heendaknya didasarkan pada hal beersifat eefeektif dan pragmatis dalam arti dapat 

meembeerikan peemeecahan peersoalan yang dihadapi deengan seebaik-baiknya, dan 

 
103 Henry D0nald Lumban T0ruan, Op. Cit, hal. 101 
104 Ibid , 102 



82 
 

 
 

pragmatis dalam arti meendasarkan fakta-fakta yang ada seesuai deengan keenyataan 

seehingga beermanfaat kareena dapat diteerapkan dalam prakteek. 105 

Uraian diatas teelah meembeerikan keedudukan Majeelis Peengawas Notaris 

seebagai peengawas dan peembina notaris, seehingga peeranan dari Majeelis peengawas 

Notaris beegitu peenting bila meerujuk pada tugas, fungsi dan keeweenangannya. 

Majeelis Peengawas Notaris teerdiri atas, Majeelis Peengawas Daeerah, Majeelis 

Peengawas Wilayah, dan Majeelis Peengawas Pusat.  

1. Majelis Pengawas Pusat (MPP) 

Keedudukan, keeanggotaan dan masa jabatan MPP diatur dalam Pasal 76 

UUJN yang meengatakan bahwa: 

Pasal 76:  

(1) Majeelis Peengawas Pusat dibeentuk dan beerkeedudukan di Ibukota Neegara. 
(2) Keetua dan Wakil Keetua Majeelis Peengawas Pusat dipilih dari dan oleeh 

anggota. 
(3) Keeanggotaan Majeelis Peengawas Pusat teerdiri atas unsur seebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 67 ayat 3 UUJN.  
(4) Masa Jabatan Keetua, Wakil Keetua dan anggota Majeelis Peengawas Pusat 

adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat keembali.  
(5) Majeelis Peengawas Pusat dibantu oleeh seeorang seekreetaris atau leebih yang 

ditunjuk dalam Rapat Majeelis Peengawas Pusat.  

Dalam meenjalankan tugasnya MPP beerdasarkan keeteentuan Pasal 77 UUJN 

beerweenang: 

Pasal 77: 

a. Meenyeeleenggarakan sidang untuk meemeeriksa106 dan meengambil keeputusan 
dalam tingkat banding teerhadap peenjatuhan sanksi dan peenolakan cuti; 

b. Meemanggil Notaris teerlapor untuk dilakukan peemeeriksaan; 
c. Meenjatuhkan sanksi peembeerheentian seemeentara; dan  
d. Meengusulkan peembeerian sanksi beerupa peembeerheentian deengan tidak hormat 

keepada Meenteeri. 
 

105 Ibid , 103 
106 Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat (Majelis Pemeriksa Pusat) bersifat 

terbuka untuk umum Pasal 78 Undang-Undang N0m0r 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan N0taris  
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Teerhadap hasil peemeeriksaan yang dilakukan seesuai keeteentuan dalam 

Pasal 79 UUJN, MPP beerkeewajiban meenyampaikan keeputusan sidang 

peemeeriksaan dalam tingkat banding teerhadap peenjatuhan sanksi dan peenolakan 

cuti keepada Meenteeri dan Notaris yang beersangkutan deengan teembusan keepada 

Majeelis Peengawas Wilayah dan Majeelis Peengawas Daeerah yang beersangkutan 

seerta Organisasi Notaris. Jika Hasil peemeeriksaan MPP meemutuskan 

peembeerheentian notaris yang meelakukan peelanggaran, maka seesuai keeteentuan Pasal 

80 UUJN meengatakan bahwa: 

Pasal 80: 

a. Seelama Notaris dibeerheentikan seemeentara dari jabatannya, MPP 
meengusulkan seeorang peejabat semeentara notaris keepada meenteeri 

b. Meenteeri meenunjuk notaris yang akan meeneerima Protokol Notaris notaris dari 
notaris yang dibeerheentikan seemeentara. 
 

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 

Keedudukan, keeanggotaan dan masa jabatan MPP diatur dalam Pasal 72 

UUJN yang meengatakan bahwa:  

Pasal 72 UUJN: 

(1) Majeelis Peengawas Wilayah dibeentuk dan beerkeedudukan di ibukota provinsi. 
(2)  Keeanggotaan Majeelis Peengawas Wilayah teerdiri atas unsur seebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 67 ayat 3 UUJN. 
(3) Keetua dan Wakil Keetua Majeelis Peengawas Wilayah dipilih dari dan oleeh 

anggota.  
(4) Masa Jabatan Keetua, Wakil Keetua dan anggota Majeelis Peengawas Wilayah 

adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat keembali.  
(5) Majeelis Peengawas Wilayah dibantu oleeh seeorang seekreetaris atau leebih yang 

ditunjuk dalam Rapat Majeelis Peengawas Wilayah.  

Dalam meenjalankan tugasnya MPP beerdasarkan keeteentuan Pasal 73 UUJN 

beerweenang: 
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a. Meenyeeleenggarakan sidang untuk meemeeriksa dan meengambil keeputusan atas 
laporan masyarakat yang disampaikan meelalui Majeelis Peengawas Wilayah; 

b. Meemanggil Notaris teerlapor untuk dilakukan peemeeriksaan atas laporan 
masyarakat; 

c. Meembeerikan izin cuti leebih dari 6 (eenam) bulan sampai 1 (satu) tahun; 
d. Meemeeriksa dan meemutus atas keeputusan Majeelis Peengawas Daeerah yang 

meenolak cuti yang diajukan oleeh Notaris peelapor; 
e. Meembeerikan sanksi beerupa teeguran lisan atau teertulis, 
f. Meengusulkan peembeerian sanksi teerhadap Notaris keepada Majeelis Peengawas 

Pusat beerupa: 
1) Peembeerheentian seemeentara 3 (tiga) bulan sampai deengan 6 (eenam) 

bulan;atau 
2) Peembeerheentian deengan tidak hormat. 

g. Meembuat beerita acara atas seetiap keeputusan peenjatuhan sanksi. 
 

Seelain meemiliki keeweenangan di atas, MPW juga meemiliki keewajiban 

seebagaimana yang di atur dalam Pasal 75 UUJN:  

a. Meenyampaikan keeputusan seebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 1 
huruf a, huruf c, huruf d, huruf ee, dan huruf f keepada Notaris yang 
beersangkutan deengan teembusan keepada Majeelis Peengawas Pusat, dan 
Organisasi Notaris; dan 

b. Meenyampaikan peengajuan banding dari Notaris keepada Majeelis Peengawas 
Pusat teerhadap peenjatuhan sanksi dan peenolakan cuti 
 

3. Majelis Pengawas Daerah (MPD) 

Seelanjutnya Majeelis Peengawas Daeerah (MPD) diatur dalam Pasal 69 

UUJN yang diseebutkan bahwa: 

Pasal 69 UUJN: 

Majeelis Peengawas Daeerah dibeentuk di Kabupateen atau Kota. 107 

Peembeentukan Majeelis Peengawas Daeerah Notaris dilakukan apabila di daeerah/kota 

teerdapat palingseedikit 6 (eenam) orang Notaris.108 Keetua dan Wakil Keetua Majeelis 

 
107 Pasal 69  ayat (1) Undang-Undang N0m0r 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan N0taris  
108 Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum N0m0r C-HT.03.10-05 tanggal 

28 Maret 2005 Perihal: Pembentukan Majelis Pengawas Daerah N0taris. Selanjutnya disebut Surat 
Dirjen AHU N0m0r C-HT.03.10-05 tanggal 28 Maret 2005. 
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Peengawas Daeerah dipilih dari dan oleeh anggota. 109 Masa Jabatan Keetua, Wakil 

Keetua dan anggota Majeelis Peengawas Daeerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat 

diangkat keembali. 110  

Peengusulan Peembeentukan Majeelis Peengawas Daeerah Notaris dilakukan 

deengan leebih lanjut diatur dalam Peeraturan Meenteeri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Reepublik Indoneesia Nomor 40 Tahun 2015 Teentang Susunan Organisasi, 

Tata Cara Peengangkatan Anggota, Peembeerheentian Anggota, Dan Tata Keerja 

Majeelis Peengawas deengan keeteentuan seebagai beerikut: 

Pasal 3: 

1) Peembeentukan Majeelis Peengawas Daeerah Notaris yang beerkeedudukan di 
ibukota provinsi, keeanggotaannya teerdiri atas: 
a. Unsur Peemeerintah adalah peegawai Kantor Wilayah Deeparteemeen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, Keepala Bagian Hukum Peemeerintah 
Kabupateen/Kota seeteempat dan Peegawai Balai Harta Peeninggalan bagi 
daeerah yang ada Balai Harta Peeninggalan; 

b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleeh 
peengurus daeerah Ikatan Notaris Indoneesia seeteempat; 

c. Unsur Ahli/Akadeemisi adalah staf peengajar/doseen dari fakultas hukum 
univeersitas neegeeri/swasta atau peerguruan tinggi ilmu hukum seeteempat. 

2) Peembeentukan Majeelis Peengawas Daeerah Notaris yang tidak beerkeedudukan di 
Ibukota Provinsi, keeanggotaannya teerdiri atas: 
a. Unsur Peemeerintah adalah Peegawai Unit Peelaksana Teeknis yang beerada di 

bawah Kantor Wilayah Deeparteemeen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
seeteempat dan Keepala Bagian Hukum Peemeerintah Kabupateen/Kota 
seeteempat; 

b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota notaris yang diusulkan oleeh 
peengurus daeerah Ikatan Notaris Indoneesia seeteempat; 

c. Unsur Ahli/Akadeemisi adalah staf peengajar/doseen dari fakultas hukum 
univeersitas neegeeri/swasta atau peerguruan tinggi ilmu hukum seeteempat. 

3) Peembeentukan Majeelis Peengawas Daeerah Notaris di lima wilayah kota di DKI 
Jakarta, keeanggotaannya teerdiri atas: 
a. Unsur Peemeerintah adalah peegawai Kantor Wilayah Deeparteemeen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, Peegawai Balai Harta Peeninggalan DKI Jakarta; 

 
109 Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang N0m0r 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan N0taris  
110 Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang N0m0r 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan N0taris  
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b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleeh 
peengurus daeerah Ikatan Notaris Indoneesia di lima wilayah kota di DKI 
Jakarta; 

c. Unsur Ahli/Akadeemisi adalah staf peengajar/doseen dari fakultas hukum 
univeersitas neegeeri/swasta atau peerguruan tinggi ilmu hukum seeteempat. 
 
Dalam hal di suatu daeerah tidak teerdapat Univeersitas Neegeeri/Seekolah 

Tinggi Ilmu Hukum, untuk unsur ahli dapat diangkat dari peensiunan Notaris, 

peensiunan Hakim, peensiunan Jaksa, atau peensiunan Peegawai Neegeeri Sipil di 

daeerah teerseebut yang beerpeendidikan Sarjana Hukum.111 Majeelis Peengawas Daeerah 

dibantu oleeh seeorang seekreetaris atau leebih yang ditunjuk dalam Rapat Majeelis 

Peengawas Daeerah.112 

Apabila suatu daeerah beelum meemeenuhi peersyaratan untuk dapat dibeentuk 

Majeelis Peengawas Daeerah Notaris beerdasarkan peersyaratan seebagaimana 

diteentukan dalam Surat Dirjeen AHU Nomor C-HT.03.10-05 tanggal 28 Mareet 

2005, maka seemua tugas, keeweenangan, dan tanggung jawab Majeelis Peengawas 

Daeerah Notaris yang beelum teerbeentuk di daeerah teerseebut dilaksanakan oleeh 

Majeelis Peengawas Daeerah Notaris teerdeekat, dalam wilayah hukum Majeelis 

Peengawas Wilayah Notaris yang meeliputi wilayah hukum Majeelis Peengawas 

Daeerah Notaris teerseebut. 

Dalam hal di suatu wilayah Provinsi Majeelis Peengawas Daeerah Notaris 

tidak mungkin dibeentuk beerdasarkan peersyaratan dalam surat ini, maka tugas 

Majeelis Peengawas Daeerah Notaris diambil alih oleeh Majeelis Peengawas Wilayah 

Notaris. Majeelis Peengawas Daeerah beerweenang:  

 
111 Ibid  
112 Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang N0m0r 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan N0taris  
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a. Meenyeeleenggarakan sidang113 untuk meemeeriksa adanya dugaan peelanggaran 

Kodee Etik Notaris atau peelanggaran peelaksanaan jabatan Notaris; 

b. Meelakukan peemeeriksaan teerhadap Protokol Notaris seecara beerkala 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) tahun atau seetiap waktu yang dianggap peerlu; 

c. Meembeerikan izin cuti untuk waktu sampai deengan 6 (eenam) bulan; 

d. Meeneetapkan Notaris Peengganti deengan meempeerhatikan usul Notaris yang 

beersangkutan; 

e. Meeneentukan teempat peenyimpanan Protokol Notaris yang pada saat seerah 

teerima Protokol Notaris teelah beerumur 25 tahun atau leebih; 

f. Meenunjuk Notaris yang beertindak seebagai peemeegang seemeentara Protokol 

Notaris yang diangkat seebagai peejabat neegara; 

g. Meeneerima laporan dari masyarakat meengeenai adanya dugaan peelanggaran 

Kodee Etik Notaris atau peelanggaran keeteentuan dalam Undang-undang Jabatan 

Notaris; dan 

h. Meembuat dan meenyampaikan laporan seebagaimana dimaksud pada huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf ee, huruf f, huruf g, keepada Majeelis Peengawas 

Wilayah. 

Seelain weeweenang-weeweenang diatas, Majeelis Peengawas Daeerah juga 

beerweenang untuk meembeerikan peerseetujuan peemanggilan peenyidik, peenuntut 

umum atau Hakim, seesuai deengan keeteentuan Pasal 66 ayat 1 UUJN yang 

 
113  Pemeriksaan 0leh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum, lihat Pasal 23 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Ind0nesia N0m0r: M.02.PR.08.10 
Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Angg0ta, Pemberhentian Angg0ta, Susunan 
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas N0taris. Selanjutnya disebut 
Permenkumham N0m0r: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 
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meenyatakan bahwa untuk keepeentingan prosees peeradilan, peenyidik, peenuntut 

umum, atau Hakim deengan peerseetujuan Majeelis Peengawas Daeerah beerweenang:114 

a. Meengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dileekatkan pada 

minuta akta atau protokol Notaris dalam peenyimpanan Notaris; dan 

b. Meemanggil Notaris untuk hadir dalam peemeeriksaan yang beerkaitan deengan 

akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang beerada dalam peenyimpanan 

Notaris. 

Seelain keeweenangan-keeweenangan yang diuraikan diatas, Majeelis 

Peengawas Daeerah juga meemiliki keewajiban, diantaranya:115 

a. Pada buku daftar yang teermasuk dalam protokol Notaris deengan meenyeebutkan 

tanggal peemeeriksaan, jumlah akta seerta jumlah surat di bawah tangan yang 

disahkan dan yang dibuat seejak tanggal peemeeriksaan teerakhir; 

b. Meembuat beerita acara peemeeriksaan dan meeyampaikannya keepada Majeelis 

Peengawas Wilayah seeteempat, deengan teembusan keepada Notaris yang 

beersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majeelis Peengawas Pusat; 

c. Meerahasiakan isi akta dan hasil peemeeriksaan; 

d. Meeneerima salinan yang teelah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari 

Notaris dan meerahasiakannya; 

e. Meemeeriksa laporan masyarakat teerhadap Notaris dan meenyampaikan hasil 

peemeeriksaan teerseebut keepada Majeelis Peengawas Wilayah dalam waktu 30 

 
114 Lebih lanjut mengenai hal ini lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Ind0nesia N0m0r: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan 
Pemanggilan N0taris. 

115 Pasal 71 Undang-Undang N0m0r 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan N0taris  
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(tiga puluh) hari, deengan teembusan keepada pihak yang meelaporkan, Notaris 

yang beersangkutan, Majeelis Peengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;  

f. Meenyampaikan peermohonan banding teerhadap keeputusan peenolakan cuti 

Majeelis Peengawas dapat meenerima laporan dari masyarakat mengenai 

adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh notaris dan menyampaikan laporan 

tersebut kepada  Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan berdasarkan kewenangan 

MPW dapat memberikan terhadap notaris yang melanggar wewenang. Baik sanksi 

peringatan lisan maupun sanksi secara teertulis dari Majeelis Peengawas Wilayah, 

dan sanksi peembeerheentian seemeentara jabatannya oleeh Majeelis Peengawas 

Pusat.sanksi teerseebut beersifat final beerdasarkan pasal 73 ayat (1) huruf ee dan ayat 

(2) UUJN. MPP hanya dapat meenjatuhkan sanksi peembeerheentian seemeentara saja 

beerdasarkan pasal 77 huruf c UUJN. Sanksi yang dijatuhkan oleeh Majeelis 

Peengawas teerseebut, keepada Notaris dibeeri keeseempatan untuk meengajukan 

keebeeratan keepada Majeelis Peengawas yang meenjatuhkan sanksi keepadanya. 

Peelaksanaan teerhadap peembuatan akta harus diiringi deengan peengawasan. Jika 

teerjadi peelanggaran maka dipulihkan dan hukum diteegakkan keembali.  

C. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris Yang 
Meninggal Dunia. 

Seetiap Notaris dalam meenjalankan jabatannya seenantiasa diawasi oleeh  

leembaga yang dibeerikan keeweenangan oleeh Meenteeri. Deengan beerlakunya UUJN,  

meengeenai peengawasan, peembinaan, peemeeriksaan, dan peenjatuhan sanksi Notaris, 

tugas teerseebut dilakukan oleeh Meenteeri Hukum dan HAM deengan meembeentuk 

Majeelis Peengawas Notaris. Deengan tujuan untuk meenjaga dan meelindungi 

keepeentingan masyarakat teerhadap akta Notaris seebagai akta oteentik yang 
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meerupakan bagian dari protokol Notaris, beerkaitan deengan peeranannya seebagai 

alat bukti teertulis yang teerkuat dan teerpeenuhi.116   

Majeelis Peengawas Notaris seebagai satu-satunya instansi yang beerweenang  

meelakukan peengawasan, peembinaan, peemeeriksaan dan meenjatuhkan sanksi 

teerhadap Notaris, seecara umum peengawasan dalam hal ini meerupakan suatu 

keegiatan yang dilakukan oleeh leembaga atau badan peengawas dalam meelihat, 

meempeerhatikan, meengamati, meengontrol, meenilik, dan meenjaga seerta 

meembeerikan peengarahan teerhadap Notaris.117 

Fungsi Majeelis Peengawas seepeerti yang dimaksud untuk meelaksanakan 

peembinaan dan peengawasan teerhadap Notaris. Dalam kaitan ini, meenghimbau 

keepada para Notaris agar beerhati-hati dalam meenjalankan tugas jabatannya, agar 

beekeerja seesuai peeraturan yang beerlaku, seerta beersikap neetral tidak meemihak. Deemi 

meenjaga keeluhuran dan martabat jabatan seeorang Notaris.  Majeelis peengawas 

dalam UUJN dan UUJN Peerubahan diatur dalam Pasal 1 ayat (6):  

Pasal 1 ayat (6): 

“Majeelis Peengawas adalah suatu badan yang meempunyai keeweenangan dan 
keewajiban untuk meelaksanakan peembinaan dan peengawasan teerhadap Notaris”.  

Beerkeenaan deengan keeweenangan, teeori keeweenangan dibagi meenjadi 2 (dua) 

cara yaitu deengan atribusi dan prosees peelimpahan.    

a. Atribusi   

Atribusi adalah weeweenang yang meeleekat pada suatu jabatan. Keeweenangan 

yang dimiliki oleeh organ peemeerintah dalam meenjalankan peemeerintahannya 
 

116  Y0fi Permana, Pengaturan Penyerahan Pr0t0k0l N0taris Yang Telah Meninggal 
Dunia Dan Prakteknya Di Pr0vinsi Sumatera Barat, Jurnal Cendekia Hukum: V0l. 5, N0 1, 
September 2019, hal. 12 

117  Ria Trisn0murti, I Gusti Bagus Suryawan, Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas 
Daerah dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sangksi Terhadap  
N0taris, Jurnal N0taril, V0l.2, N0m0r2, N0vember 2017, hal. 127-140 
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beerdasarkan keeweenangan yang dibuat oleeh peembuat Undang undang. 

Atribusi ini meenunjuk pada keeweenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) 

atau peeraturan peerundang-undangan.  

b. Peelimpahan Weeweenang   

Peelimpahan weeweenang adalah peenyeerahaan seebagian dari weeweenang peejabat 

atasan keepada bawahan teerseebut meembantu dalam meelaksanakan tugas-tugas 

dan keewajibanya untuk dapat beertindak seendiri.   

1) Deeleegasi adalah weeweenang yang beersumbeer dari peelimpahan suatu organ 

peemeerintahan keepada organ lain dasar peeraturan peerundang-undangan.   

2) Mandatee adalah weeweenang yang beersumbeer dari prosees atau proseedur 

peelimpahan dari peejabat atau badan yang leebih tinggi keepada peejabat 

yang leebih reendah.118  

MPD Kabupateen Deeli Seerdang meemiliki keeweenangan yang dibeerikan 

Undang-Undang. Keeweenangan MPD beerdasarkan keeteentuan Pada Pasal 70 UUJN 

adalah: 

a. Meenyeeleenggarakan sidang untuk meemeeriksa adanya dugaan peelanggaran Kodee 
Etik Notaris atau peelanggaran peelaksanaan Jabatan Notaris;  

b. Meelakukan peemeeriksaan teerhadap protokol Notaris seecara beerkala 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun atau seetiap waktu yang dianggap peerlu; 

c. Meembeerikan izin cuti untuk waktu sampai deengan 6 (eenam) bulan;  
d. Meeneetapkan Notaris Peengganti deengan meempeerhatikan usul Notaris yang 

beersangkutan;  
e. Meeneentukan teempat peenyimpanan Protokol Notaris yang pada saat seerah 

teerima  
Protokol Notaris teelah beerumur 25 (dua puluh lima) tahun atau leebih;  

f. Meenunjuk Notaris yang akan beertindak seebagai peemeegang seemeentara Protokol 
Notaris yang diangkat seebagai Peejabat Neegara seebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (4);  

g. Meeneerima laporan dari masyarakat meengeenai adanya dugaan peelanggaran 
Kodee Etik Notaris atau peelanggaran keeteentuan dalam Undang-undang ini; dan  

 
118 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 93.  
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h. Meembuat dan meenyampaikan laporan seebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b, huruf c, huruf d, huruf ee, huruf f dan huruf g keepada Majeelis Peengawas  
Wilayah.119  

Keewajiban dari MPD seebagai mana yang teerdapat dalam Pasal 71 UUJN, 

yaitu: 

a. Meencatat pada buku daftar yang teermasuk dalam protokol Notaris deengan 
meenyeebutkan tanggal peemeeriksaan, jumlah akta seerta jumlah surat di bawah 
tangan yang disahkan dan yang dibukukan seejak tanggal peemeeriksaan teerakhir;  

b. Meembuat beerita acara peemeeriksaan dan meenyampaikannya keepada MPW 
seeteempat, deengan teembusan keepada Notaris yang beersangkutan, organisasi 
Notaris, dan MPP; 

c. Meerahasiakan isi akta dan hasil peemeeriksaan;  
d. Meeneerima salinan yang teelah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari 

Notaris dan meerahasiakannya;  
e. Meemeeriksa laporan masyarakat teerhadap Notaris dan meenyampaikan hasil 

peemeeriksaan teerseebut keepada MPW dalam waktu 30 hari, deengan teembusan 
keepada pihak yang meelaporkan, Notaris yang beersangkutan, MPP dan 
organisasi Notaris; 

f. Meenyampaikan peermohonan banding teerhadap keeputusan peenolakan cuti.120  
 

Seelain itu keeweenangan dari MPD juga diatur dalam Peeraturan Meenteeri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Reepublik Indoneesia Nomor 40 Tahun 2015 

Teentang Susunan Organisasi, Tata Cara Peengangkatan Anggota, Peembeerheentian 

Anggota, Dan Tata Keerja Majeelis Peengawas, dan juga diatur deengan Keeputusan 

Meenteeri Hukum dan Hak Asasi Manusia Reepublik Indoneesia nomor: M.39-

PW.07.10 Tahun 2004 teentang Peedoman Peelaksanaan Tugas Majeelis Peengawas 

Notaris.121  

 
119 Pasal 70 Undang-Undang N0m0r 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan N0taris  
120 Pasal 71 Undang-Undang N0m0r 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan N0taris  
121 Y0fi Permana, Op.Cit, hal. 14 
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Peengawasan teerhadap peelaksanaan jabatan Notaris di tingkatan yang 

paling tinggi dilakukan oleeh Majeelis Peengawas Pusat, yang beerkeedudukan di 

ibukota neegara, yang meemiliki keeweenangan untuk:122  

1) Meenyeeleenggarakan sidang untuk meemeeriksa dan meengambil keeputusan dalam 

tingkat banding teerhadap peenjatuhan sanksi dan peenolakan cuti;  

2) Meemanggil Notaris teerlapor untuk dilakukan peemeeriksaan;  

3) Meenjatuhkan sanksi peembeerheentian seemeentara; dan  

4) Meengusulkan peembeerheentian sanksi beerupa peembeerheentian deengan tidak 

hormat keepada Meenteeri.  

Beerdasarkan pada keeteentuan Pasal 63 ayat (6) UUJNP yang meeneegaskan 
bahwa:  
Pasal 63 Ayat (6): 

 
“Dalam hal Protokol Notaris tidak diseerahkan dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari seebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majeelis Peengawas Daeerah 
beerweenang untuk meengambil Protokol Notaris”  

Apabila ada Notaris yang meeninggal dunia dan protokol-protokol 

Notarisnya beelum diseerahkan oleeh para ahli waris Notaris keepada MPD atau 

bahkan beelum ada Notaris peemeegang protokol maka seeharusnya MPD seegeera 

beertindak proaktif dan seegeera meengambil langkah untuk meenyeeleesaikan protokol 

Notaris yang teelantar. Undang-Undang teelah meembeerikan keeweenangan 

seepeenuhnya keepada MPD untuk meenyeeleesaikan peermasalahan protokol Notaris 

yang beelum teerseeleesaikan. Di sinilah dipeerlukan keeteegasan MPD meengeenai prosees 

 
122Brinda Anitha Wirastuti dan J. Andi Hartant0, Akibat Hukum Pr0t0k0l N0taris yang 

Tidak Diserahkan 0leh Ahli Waris kepada N0taris Lain, Jurnal Ilmiah, Al-Qānūn, V0l. 20, N0m0r 
2, Desember 2017 2017, hal. 278 
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peenyeerahan dan peenyimpanan protokol-protokol Notaris yang teelah meeninggal 

dunia teerseebut agar seesuai deengan peeraturan.123 

Beerdasarkan hasil wawancara deengan Dartimnov M.T Harahap, beeliau 

meengatakan bahwa, MPD dapat meenyurati pihak keeluarga daripada notaris yang 

meeninggal dunia, agar meelaporkan dan meeleengkapi surat keematian daripada 

notaris teerseebut. Meenurut peengalaman beeliau, seelama ini bila ada notaris yang 

meeninggal dunia maka reekan-reekan seejawat daripada notaris yang meeninggal 

teerseebut meembeeritahukan keepada MPD kemudian MPD akan meenyurati pihak 

keeluarga notaris yang meeninggal teerseebut. Seeteelah pihak keeluarga meenyurati dan 

meeleengkapi beerkas-beerkas yang dipeerlukan maka MPD akan meenunjuk notaris 

yang meeneerima protokol notaris teerseebut.124 

Beerdasarkan uraian teerseebut diatas, UUJN teelah meembeerikan keeweenangan 

keepada MPD, masyarakat dan organisasi Notaris, untuk meelakukan tindakan-

tindakan yang teerukur meelalui meekanismee dan tata cara seebagaimana teelah 

diuraikan di atas, teerhadap Protokol Notaris yang Notaris peemeegang protokol 

Notarisnya teelah meeninggal dunia. Keendati deemikian hal teerseebut beelumlah 

teerlaksana seepeenuhnya meengingat teerdapat beebeerapa MPD tidak beerpeeran aktif 

meelaksanakan tugas dan keeweenangannya untuk meengambil protokol teerseebut dan 

meenyeerahkannya keepada notaris lain yang ditunjuk. 

 
123 Y0fi Permana, Op.Cit, hal. 15 
124 Hasil Wawancara Dengan Bapak Dartimn0v M. T Harahap Sebagai Ketua Majelis 

Pengawas Daerah N0taris Kabupaten Deli Serdang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Okt0ber Pukul 
13.00-13.45 WIB  



95 
 

 
 

D. Peran Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang Terhadap 
Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia. 

Beerdasarkan kasus meeninggalnya notaris yang diangkat dalam peeneelitian 

ini, seeteelah meeninggalnya salah satu Notaris di daeerah Keerja Kabupateen Deeli 

Seerdang, atas nama. Rismalida Simarsoit pada tahun 2015. Peenyeerahan protokol 

Notaris teerseebut baru di laksanakan pada bulan Meei Pada Tahun 2021 yang 

lalu.125 Ahli waris tidak meenyeerahkan protokol notaris dalam jangka waktu 30 

(tiga puluh) hari seebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) UUJN. 

Peelimpahan beerkas dari ahli waris kee Notaris lain teerseebut teelah meenghabiskan 

waktu beertahun-tahun. 

Hal ini diseebabkan beebeerapa hal, seepeerti peernyataan dari Dartimnov M.T 

Harahap meengatakan bahwa keetika si notaris masih hidup tidak peernah teerpikir 

dan meembeeritahukan/meensosialisasikan keepada keeluarganya peerihal peentingnya 

protokol notaris teerseebut peerlu dilaporkan dan diseerahkan keepada notaris lain, 

apabila suatu saat nanti dirinya seebagai notaris meeninggal dunia. Seelain itu, 

peembeeritahuan/ sosialisasi meengeenai protokol Notaris, baik itu dari Notaris itu 

seendiri keepada keeluarganya, Notaris keepada para karyawan, dari MPD dan 

organisasi Notaris keepada para Notaris maupun dari MPD dan organisasi Notaris 

keepada masyarakat luas.126 

Dalam kasus meeninggalnya Notaris Rismalida Simarsoit pada tahun 2015, 

MPD tidak meengeetahui bahwa Almarhummah teelah meeninggal, dan baru 

meengeetahuinya seeteelah pihak keeluarga/ahli waris notaris teerseebut 

 
125  Hasil Wawancara Dengan A. Simars0it Selaku Ayah Dari Almarhum N0taris 

Rismalida Simars0it Pada Tanggal 7 Juli 2021 Pukul 11. 20 WIB  
126 Ibid  
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meembeeritahukannya pada tahun 2020. Seehingga baru di akhir tahun 2021 ada 

peenunjukan peemeegang protokol notaris yang baru. Ahli waris Almh. Rismalida 

Simarsoit adalah keedua orang tuanya yang meembeerikan kuasa keepada Rohani 

Simarsoit, SH. MKn yang juga notaris (adik kandung dari Almarhum) untuk 

meenyeerahkan protol notaris daripada Alm. Rismalida. Seelanjutnya pihak MPD 

meeminta keeluarga Alm. Rismalida untuk meeleengkapi seegala surat-surat yang 

dibutuhkan agar peenyeerahan protokol seegeera dilakukan, dan seelanjutnya seeteelah 

ada Surat Keputusan dari Keemeenteerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia teentang 

peembeerheentian notaris dan peenunjukan peemeegang protokol notaris maka Nurlinda 

Simanjorang, SH ditunjuk meenjadi notaris peemeegang protokol.  

Peeristiwa teerseebut meenunjukkan bahwa MPD Kabupateen Deeli Seerdang 

beelum meelaksanakan tugas dan keewajibannya seesuai deengan peeraturan 

peerundang-undangan yang beerlaku. MPD Kabupateen Deeli Seerdang teelah 

dibeerikan weeweenang untuk meengambil protokol Notaris yang Notaris peemeegang 

protokol notaris teelah meeninggal dunia, namun MPD Kabupateen Deeli Seerdang 

juga beelum bisa meelaksanakan keeweenangannya deengan baik dan maksimal, hal 

ini dibuktikan deengan masih adanya protokol Notaris yang masih meenggantung 

walaupun sudah beertahun-tahun seejak Notaris meeninggal dunia. 

MPD teelah dibeerikan keeweenangan dalam UUJN seebagaimana yang 

teertuang dalam Pasal 63 ayat (6) untuk meengambil protokol notaris. Adapun bunyi 

pasal teerseebut yaitu: 

Pasal 63 ayat (6): 

Dalam hal Protokol Notaris tidak diseerahkan dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari seebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majeelis Peengawas Daeerah 
beerweenang untuk meengambil Protokol Notaris  
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Pasal di atas teelah meembeerikan keepastian hukum teerhadap protokol notaris 

meelalui keeweenangan MPD untuk meengambil protokol notaris apabila ada Notaris 

yang meeninggal dunia dan protokol-protokol Notarisnya beelum diseerahkan oleeh 

para ahli waris Notaris keepada MPD atau bahkan beelum ada Notaris peemeegang 

protokol maka seeharusnya MPD seegeera beertindak proaktif dan seegeera meengambil 

langkah untuk meenyeeleesaikan protokol Notaris yang teerlantar. Undang-undang 

teelah meembeerikan keeweenangan seepeenuhnya keepada MPD untuk meenyeeleesaikan 

peermasalahan protokol Notaris yang beelum teerseeleesaikan. Disinilah dipeerlukan 

keeteegasan MPD meengeenai prosees peenyeerahan dan peenyimpanan protokol-protokol 

Notaris yang teelah meeninggal dunia teerseebut agar seesuai deengan peeraturan. 

Beerdasarkan uraian teerseebut diatas, UUJN teelah meembeerikan keeweenangan 

keepada majeelis peengawas Notaris, masyarakat dan organisasi Notaris, untuk 

meelakukan peengawasan meelalui meekanismee dan tata cara seebagaimana teelah 

diuraikan di atas, teerhadap akta Notaris dan Notaris dalam peelaksanaan jabatannya 

seebagai peemeegang protokol Notaris. 

MPD Kabupateen Deeli Seerdang tidak meelaksanakan keewajibannya 

seebagaimana yang dituang dalam Pasal 63 ayat (6) UUJN dikareenakan beelum 

adanya laporan/peembeeritahuan dari ahli waris Notaris keepada MPD Kabupateen 

Deeli Seerdang. Hal ini teentunya meenimbulkan peermasalahan, dimana Majeelis 

Peengawas Notaris meemiliki peeran untuk meengawasi peelaksanaan UUJN justru 

tidak meelaksanakan keewajibannya seebagaimana yang diatur dalam UUJN. 

Seeharusnya MPD Kabupateen Deeli Seerdang dimintakan peertanggungjawaban atas 

tidak dilaksanakannya keewajiban untuk meengambil Protokol Notaris notaris 

apabila Protokol Notaris teerseebut tidak diseerahkan oleeh ahli waris.  
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Peertanggungjawaban teerseebut meerupakan seebagai suatu akibat leebih lanjut 

dari peelaksanan peeranan, baik peeranan itu meerupakan hak maupun keewajiban 

ataupun keekuasaan. Seecara umum tanggung jawab diartikan seebagai keewajiban 

untuk meelakukan seesuatu atau beerpeerilaku meenurut cara teerteentu. Tanggung 

jawab muncul dari adanya aturan hukum yang meembeerikan keewajiban keepada 

subyeek hukum deengan ancaman sanksi manakala keewajiban teerseebut tidak 

dilaksanakan. Tanggung jawab deemikian dapat juga dikatakan seebagai tanggung 

jawab hukum, kareena muncul dari peerintah aturan hukum/undang-undang dan 

sanksi yang dibeerikan juga meerupakan sanksi yang diteetapkan oleeh undang-

undang, oleeh kareena itu peertanggungjawaban yang dilakukan oleeh subyeek hukum 

meerupakan tanggung jawab hukum.127 

Tidak diaturnya keeteentuan sanksi dan beentuk peertanggungjawaban hukum 

meenimbulkan keekosongan hukum bagi Majeelis Peengawas Notaris. Peengambilan 

protokol notaris oleeh MPD dimana protokol teerseebut tidak diseerahkan oleeh ahli 

waris meerupakan keewajiban hukum deengan tidak adanya keeteentuan sanksi dan 

beentuk peertanggungjawaban hukum dalam UUJN teentunya akan meembeerikan 

ceelah teerhadap adanya peelanggaran teerhadap keewajiban Peengambilan protokol 

notaris oleeh MPD dimana protokol teerseebut tidak diseerahkan oleeh ahli waris, hal 

deemikian akan meenimbulkan peermasalahan hukum teerhadap klieen, Notaris seerta 

stakee holdeer yang meemiliki keeteerkaitan teerhadap protokol notaris teerseebut. 

MPD tidak meempunyai tanggungjawab atau dimintai peertanggung 

jawabannya seelama keeluarga beelum meembuat laporan peembeeritahuan keepada 

MPD/ keemeenkumham, MPD baru meemiliki peeran seeteelah keeluarga/ahli waris 

 
127 Ibid 
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meelaporkan keematian dari notaris teerseebut kareena MPD sifatnya hanyalah seebagai 

peengawasan. Bila pihak keeluarga/ ahli waris notaris teerseebut teelah meelaporkan 

keematian notaris teerseebut teetapi MPD tidak meereespon atau meenindaklanjutinya 

maka MPD baru meemiliki tanggung jawab atau dapat dimintai 

peertanggungjawabannya. MPD tidak bisa meembeerikan sanksi keepada pihak 

keeluarga/ahli waris Notaris yang teelah meeninggal dunia. 

Keembali pada peermasalahan protokol notaris yang teelah meeninggal dunia 

di Kabupateen Deeli Seerdang atas nama. Rismalida Simarsoit pada tahun 2015, 

MPD Kabupateen Deeli Seerdang beelum beerjalan deengan eefeektif dikareenakan ahli 

waris tidak meelaporkan peembeeritahuan bahwa notaris peemeegang protokol teelah 

meeninggal dunia keepada MPD Kabupateen Deeli Seerdang seehingga protokol notaris 

tidak dapat diseerah teerimakan seelama beertahun-tahun. Tidak dilaksanakan 

keewajiban ahli notaris teerkait peenyeerahan protokol notaris teerseebut meerupakan 

konseekueensi logis dari tidak adanya peeraturan hukum yang meengatur 

peertanggungjawaban hukum ahli waris notaris apabila ahli waris notaris 

peemeegang protokol teerseebut tidak meembeeritahukan keepada MPD Kabupateen Deeli 

Seerdang. 
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VIII. BAB IV  

TANGGUNGJAWAB HUKUM AHLI WARIS TERHADAP KEWAJIBAN 

MENYERAHKAN PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL 

DUNIA DI KABUPATEN DELI SERDANG  

A. Akibat Dan Pertanggungjawaban Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan 
Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Kepada Notaris Lain 

1. Akibat Tidak Diserahkannya Protokol Notaris Yang Telah Meninggal 
Dunia Oleh Ahli Waris 

Meeninggalnya seeorang Notaris meerupakan suatu peeristiwa hukum yang 

akan meeninggalkan masalah-masalah meengeenai peekeerjaan yang teertunda dan 

teentunya juga akan meeninggalkan peermasalahan lainnya teerkait deengan protokol 

Notaris. Di dalam UUJN Pasal 1 butir 13 diseebutkan bahwa yang dimaksud 

deengan protokol Notaris adalah kumpulan dokumeen yang meerupakan arsip neegara 

yang harus disimpan dan dipeelihara oleeh Notaris seesuai deengan keeteentuan 

peeraturan peerundang-undangan. Peenyimpanan dan peemeeliharaan Protokol Notaris 

teerseebut teerus beerlangsung walaupun Notaris yang beersangkutan teelah peensiun 

atau bahkan sudah meeninggal dunia. Protokol Notaris teerseebut diseerahkan keepada 

Notaris lain seebagai Peemeegang Protokol Notaris. 

Meerujuk pada UUJN pada prinsipnya, seetiap kali ada Notaris yang 

meeninggal dunia keeluarganya wajib meembeeritahukan keepada MPD Notaris paling 

lambat 7 (tujuh) hari keerja. Manakala Notaris meeninggal dunia pada saat 

meenjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleeh Notaris Peengganti seebagai 

Peejabat Seemeentara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari teerhitung seejak 

tanggal Notaris meeninggal dunia. Peejabat Seemeentara Notaris teerseebut 

meenyeerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meeninggal dunia keepada MPD 
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paling lama 60 (eenam puluh) hari teerhitung seejak tanggal Notaris meeninggal dunia. 

Dalam hal Notaris meeninggal dunia, maka protokol Notaris teerseebut akan 

diseerahkan keepada Notaris lain yang akan meenggantikannya.128 

Keewajiban ahli waris notaris meeninggal dunia seelain meembeeritahukan 

keepada Majeelis Peengawas Daeerah, juga wajib untuk meenyeerahkan protokol notaris 

keepada Notaris peeneerima protokol Notaris. Protokol notaris harus diseerahkan 

paling lama 30 (tiga puluh) hari deengan peembuatan beerita acara peenyeerahan 

protokol notaris yang ditandatangani oleeh yang meenyeerahkan dan yang meeneerima 

protokol notaris. Protokol Notaris teerseebut teerdiri atas: 

1) Bundeel minuta akta; 
2) Buku daftar akta protees; 
3) Buku daftar wasiat; 
4) Buku daftar akta atau reepeertorium; 
5) Buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan; 
6) Buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan; 
7) Klappeer untuk daftar akta, dan; 
8) Klapeer untuk daftar surat dibawah tangan yang disahkan; seerta 
9) Buku-buku lain yang harus dibuat, diisi dan disimpan oleeh Notaris yang 

diwajibkan oleeh peeraturan peerundang-undangan yang beerlaku. 

Pada keenyataannya yang teerjadi di masyarakat saat ini, tidak seedikit 

teerjadi teerkeendalanya peenyeerahan Protokol Notaris yang teelah meeninggal dunia. 

Apabila ada Notaris yang meeninggal dunia, ahli waris dari Notaris yang 

beersangkutan teerkadang tidak meemahami tata cara atau proseedur peeralihan 

protokol Notaris, hal deemikian meenyeebabkan teerkeendalanya peenyeerahan Protokol 

Notaris. Hal deemikian biasanya teerjadi kareena keetika notaris masih hidup tidak 

peernah teerpikir dan meembeeritahukan/meensosialisasikan keepada keeluarganya 

peerihal peentingnya protokol notaris teerseebut peerlu dilaporkan dan diseerahkan 

 
128 Pasal 35 Undang-Undang N0m0r 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan N0taris  
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keepada notaris lain, apabila suatu saat nanti dirinya seebagai notaris meeninggal 

dunia.129 

Seelain itu, peembeeritahuan/ sosialisasi meengeenai protokol Notaris, baik itu 

dari Notaris itu seendiri keepada keeluarganya, Notaris keepada para karyawan, dari 

MPD dan organisasi Notaris keepada para Notaris maupun dari MPD dan 

organisasi Notaris keepada masyarakat luas. 130  Minimnya sosialisasi meengeenai 

protokol Notaris ini beerpoteensi meenyeebabkan keetidakpastian teerhadap masyarakat 

yang meembutuhkan protokol yang seeharusnya bisa disimpan dan diseerahkan 

keepada Notaris yang teelah ditunjuk oleeh Majeelis Peengawas Daeerah. Seecara tidak 

langsung dapat beerakibat fatal bahkan dapat meenimbulkan keerugian mateerial yang 

sangat beesar teerhadap masyarakat yang akan ataupun yang masih meembutuhkan 

akta yang teerdapat di dalam protokol Notaris yang teelah meeninggal dunia teerseebut 

untuk keepeerluan dan meempeeroleeh keepastian hukumnya. 

Artinya didalam prakteeknya masih ada Ahli waris Notaris yang beelum 

atau teerlambat meenyeerahkan protokol Notaris teerseebut keepada Notaris peeneerima 

protokol Notaris. Peeneelitian ini meengangkat Protokol Notaris yang meeninggal 

dunia dimana protokol teerseebut teerlampau beegitu lama diseerahkan yaitu kasus 

meeninggalnya Notaris Rismalida Simarsoit pada tahun 2015. Peenyeerahan protokol 

Notaris teerseebut baru selesai dilaksanakan pada bulan Meei pada tahun 2021 yang 

lalu.131 Ahli waris tidak meenyeerahkan protokol notaris dalam jangka waktu 30 

 
129 Hasil Wawancara Dengan Bapak Dartimn0v M. T Harahap Sebagai Ketua Majelis 

Pengawas Daerah N0taris Kabupaten Deli Serdang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Okt0ber Pukul 
13.00-13.45 WIB 

130 Ibid  
131  Hasil Wawancara Dengan A. Simars0it Selaku Ayah Dari Almarhum N0taris 

Rismalida Simars0it Pada Tanggal 7 Juli 2021 Pukul 11. 20 WIB  
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(tiga puluh) hari seebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) UUJN. 

Peelimpahan beerkas dari ahli waris kee Notaris lain teerseebut teelah meenghabiskan 

waktu beertahun-tahun. 

Teerkait keewajiban ahli waris dalam meenyeerahkan protokol notaris yang 

teelah meeninggal dunia. Keewajiban ahli waris notaris meeninggal dunia yaitu 

meembeeritahukan keepada Majeelis Peengawas Daeerah, seekaligus ahli waris wajib 

untuk meenyeerahkan protokol notaris. Protokol notaris harus diseerahkan paling 

lama 30 (tiga puluh) hari deengan peembuatan beerita acara peenyeerahan protokol 

notaris yang ditandatangani oleeh yang meenyeerahkan dan yang menerima protokol 

notaris. 

Hal ini dapat meenimbulkan keetidakpastian bagi masyarakat yang 

meembutuhkan keeteerangan atau meembutuhkan salinan dari minuta akta yang teelah 

dibuatnya, bahkan dapat meenimbulkan keerugian. Keerugian yang dimaksud akan 

dialami oleeh pihak yang beerkeepeentingan deengan akta teerseebut. Meerujuk pada 

keeteentuan pasal 54 UUJN yang meengatakan bahwa:  

“Notaris hanya dapat meembeerikan, meempeerlihatkan, atau meembeeritahukan isi 
akta, grossee akta, salinan akta atau kutipan akta keepada akta keepada orang yang 
beerkeepeentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang 
meempeeroleeh hak, keecuali diteentukan lain oleeh peeraturan peerundang-
undangan.” 

Apabila Notaris meeninggal dan Protokolnya tidak diseerahkan keepada 

notaris lain, maka akta, grossee akta, salinan akta atau kutipan akta tidak dapat 

dibeerikan, dipeerlihatkan, atau dibeeritahukan keepada orang yang beerkeepeentingan 

langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang meempeeroleeh hak. Keebeenaran aktee 

auteentik yang dibuat oleeh Notaris yang beersangkutan akan meenjadi kabur apabila 

pihak yang  dimaksud  dalam pasal 54 UUJN tidak  meempeeroleeh  akta, grossee 
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akta, salinan akta atau kutipan akta seebagaimana yang diseebut dalam pasal 54 

UUJN teerseebut. 

Pada akhirnya  ahli waris dapat dipeersoalkan seecara hukum  teermasuk 

keemungkinan  adanya gugatan peerdata, dan/atau pidana apabila teernyata  

dokumeen dimaksud  teerdapat  dugaan  adanya indikasi  peenggeelapan atau  

peengrusakan  pada masa seeteelah wafatnya Notaris. Dalam hal ini ahli waris 

meemiliki peeranan seehingga dapat dimintakan peertanggungjawaban hukum bila 

tidak meelaksanakan tanggungjawabnya teerseebut. 

2. Pertanggungjawaban Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Protokol 
Notaris Yang Telah Meninggal Dunia 

Peertanggungjawaban teerseebut meerupakan seebagai suatu akibat leebih lanjut 

dari peelaksanan peeranan, baik peeranan itu meerupakan hak maupun keewajiban 

ataupun keekuasaan. Seecara umum tanggung jawab diartikan seebagai keewajiban 

untuk meelakukan seesuatu atau beerpeerilaku meenurut cara teerteentu. Tanggung 

jawab muncul dari adanya aturan hukum yang meembeerikan keewajiban keepada 

subyeek hukum deengan ancaman sanksi manakala keewajiban teerseebut tidak 

dilaksanakan. Tanggung jawab deemikian dapat juga dikatakan seebagai tanggung 

jawab hukum, kareena muncul dari peerintah aturan hukum/undang-undang dan 

sanksi yang dibeerikan juga meerupakan sanksi yang diteetapkan oleeh undang-

undang, oleeh kareena itu peertanggungjwaban yang dilakukan oleeh subyeek hukum 

meerupakan tanggung jawab hukum.132 

Seeteelah meelakukan kajian teerhadap peeraturan-peeraturan yang beerkaitan 

deengan peenyeerahan protokol notaris yang teelah meeninggal dunia, teernyata 

keewajiban yang dibeerikan keepada ahli waris notaris untuk meenyeerahkan protokol 

 
132 Ibid 
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Notaris tidak diseertai deengan sanksi hukum yang jeelas jika suami/istri atau 

keeluarga seedarah dalam garis lurus keeturunan seemeenda sampai deerajat keedua 

teerseebut tidak meemeenuhi keewajibannya. Oleeh kareena itu, dalam hal teerjadi 

peelanggaran, tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan teerhadap ahli waris 

beerdasarkan UUJN.  

Seelanjutnya, meenurut Bapak Dartimnov M. T Harahap seebagaimana dalam 

UUJN ada diseebutkan keewajiban dari keeluarga/ ahli waris untuk meembeeritahukan 

teetapi sampai seekarang sanksi tidak ada kareena itu peerlu dibuat peeraturan yang 

leebih teegas apa dan bagaimana sanksi yang dibeerikan keepada para ahli waris 

apakah dalam beentuk pidana atau administrasi. Namun hal ini agak sulit kareena 

bisa saja ada pihak keeluarga yang tidak mau meeneerima tanggungjawab teerseebut 

misalnya kareena anak dari Almarhum masih keecil, notaris yang meeninggal 

meemiliki leebih dari satu isteeri, orang tua dari pada notaris yang meeninggal teelah 

tua, dan seebagainya. Pihak-pihak yang meeneerima tanggungjawab/ keewajiban 

teerseebut teentu ada yang keebeeratan deengan adanya sanksi teerseebut kareena ia beelum 

teentu meemiliki keeuntungan dari meeneerima tanggungjawab teerseebut.133  

Deengan tidak adanya sanksi bagi ahli waris yang teerlambat meenyeerahkan 

Protokol Notaris deengan seengaja meelalaikan atau tidak meenyeerahkan, maka sangat 

dipeerlukan sikap yang proaktif bagi Majeelis Peengawas Daeerah (MPD) Notaris, 

kareena dalam UUJN maupun peeraturan peerundang-undangan lainnya tidak adanya 

aturan yang meengatur teentang sanksi yang ditujukan keepada ahli waris Notaris 

 
133 Hasil Wawancara Dengan Bapak Dartimn0v M. T Harahap Sebagai Ketua Majelis 

Pengawas Daerah N0taris Kabupaten Deli Serdang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Okt0ber Pukul 
13.00-13.45 WIB  
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apabila tidak seegeera meembeeritahukan keepada MPD seeteempat seekaligus 

meenyeerahkan protokol Notaris keepada Notaris peeneerima protokol. 

B. Analisis Terhadap Permasalahan Protokol Notaris Yang Tidak 
Diserahkan Dalam Waktu Yang Begitu Lama Oleh Ahli Waris Notaris 
Pemegang Protokol Yang Meninggal Dunia 

Meeninggalnya seeorang Notaris akan meeninggalkan masalah-masalah 

meengeenai peekeerjaan yang teertunda dan teentunya juga akan meeninggalkan 

peermasalahan lainnya teerkait deengan protokol Notaris. Protokol Notaris yang 

diatur dalam undang-undang teerseebut meerupakan arsip neegara yang sangat 

peenting, yang harus dipeelihara dan dijaga oleeh Notaris kareena meerupakan alat 

bukti yang sah dan kuat manakala keelak dikeemudian hari teerjadi peermasalahan 

diantara para pihak dalam suatu akta. 

Salah satu peermasalahan yang mungkin teerjadi bila protokol notaris tidak 

diseerahkan oleeh ahli waris keepada notaris lain dalam hal notaris peemeegang 

protokol teelah meeninggal dunia yaitu, ada pihak/ klieen dari Notaris yang teelah 

meeninggal dunia meempeertanyakan teerkait akta miliknya, padahal dalam 

peerjalanannya peenunjukan Notaris yang baru beelum ada. Hal ini teentunya timbul 

masalah keepastian hukum teerhadap pihak/ klieen dari Notaris yang teelah meeninggal 

dunia.  

Beerkeenaan deengan hal teerseebut, Bapak Dartimnov M.T Harahap 

meenyampaikan bahwa, seebeelum ada notaris yang ditunjuk seebagai peemeegang 

protol notaris, maka Akta teerseebut tidak dapat dibeerikan. Pihak MPD juga tidak 

beerweenang meembeerikannya, pihak yang meemiliki keeweenangan teerkait akta 

teerseebut adalah notaris yang baru ditunjuk kareena akta adalah akta oteentik yang 
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tidak boleeh dipublikasikan keepada pihak lain keecuali pada pihak yang meemang 

beersangkutan.134 

Dalam praktinya, peenyeerahan Protokol Notaris dari ahli waris Notaris yang 

meeninggal dunia keepada Notaris Peengganti tidak seelalu beerjalan lancar yang 

diseebabkan oleeh banyak hal. Bila di tinjau dari aspeek hukum, peenyeerahan protokol 

notaris itu seendiri beelum diatur seecara jeelas dan leengkap, khususnya meengeenai: 

1) Peertanggungjawaban hukum teerhadap Ahli Waris teerkait tidak dilaksanakannya 

keewajiban ahli waris notaris untuk meembeeritahukan keepada MPD seeteempat 

seekaligus meenyeerahkan protokol notaris keepada notaris lain. 

2) Peertanggungjawaban hukum teerhadap MPD teerkait tidak dilaksanakannya 

keewajiban meengambil protokol notaris yang tidak diseerahkan keepada MPD 

seebagaimana meestinya.  

Tidak adanya peertanggungjawaban hukum teerhadap ahli waris dan MPD 

teerkait peelanggaran teerhadap peelaksanaan UUJN yang beerkaitan deengan 

peenyeerahan Protokol Notaris meenyeebabkan diabaikannya peelaksanaan keewajiban 

peenyeerahan Protokol Notaris teerseebut. Hal deemikian apabila tidak diatasi seeseegeera 

mungkin akan meenimbulkan keetidakteertiban hukum dan meengabaikan keewajiban-

keewajiban seebagaimana yang diatur dalam UUJN. Beerkaitan deengan hal teerseebut 

maka peenyeerahan Protokol Notaris akan seering tidak bisa diseeleesaikan seecara 

ceepat seebagaimana yang diatur dalam peeraturan peerundang-undangan. Hal inilah 

yang meenjadi tugas peenting Majeelis Peengawas Daeerah meengawal dan meencari 

jalan keeluarnya. 

 
134 Hasil Wawancara Dengan Bapak Dartimn0v M. T Harahap Sebagai Ketua Majelis 

Pengawas Daerah N0taris Kabupaten Deli Serdang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Okt0ber Pukul 
13.00-13.45 WIB  
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C. Pembaharuan Undang-Undang Jabatan Notaris: Sebagai Suatu Usulan 

1. Keadilan Pancasila Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. 

UUJN meerupakan aturan hukum yang beersifat speesialisasi teerkait deengan 

jabatan dan profeesi notaris, seehingga notaris, majeelis peengawas notaris dan stakee 

holdeer. Artinya, masing-masing pihak yang diseebutkan diatas harus patuh dan 

tunduk pada aturan teerseebut. UUJN meerupakan salah satu jeenis dalam peeraturan 

peerundang-undangan. 

Seeluruh jeenis peeraturan peerundang-undangan harus meengacu pada nilai-

nilai pancasila. Adapun nilai-nilai teerseebut akan diuraikan seebagai beerikut: 

1. Nilai keetuhanan 

2. Nilai Keemanusiaan 

3. Nilai Peersatuan 

4. Nilai Peermusyawaratan 

5. Nilai Keeadilan 

Sila Keeadilan Sosial bagi Seeluruh Rakyat Indoneesia didasari dan dijiwai 

oleeh sila peertama, keedua, keetiga, dan keeeempat. Dalam sila teerseebut teerkandung 

nilai yang meerupakan tujuan neegara seebagai tujuan dalam hidup beersama. Maka 

nilai keeadilan yang harus teerwujud dalam keehidupan beersama adalah keeadilan 

yang didasari dan dijiwai oleeh hakikat keeadilan keemanusiaan. Yaitu, keeadilan 

hubungan manusia deengan dirinya seendiri, manusia deengan manusia lain, manusia 

deengan masyarakat, bangsa dan neegara seerta hubungan manusia deengan Tuhannya. 

Konseekueensi nilai keeadilan yang harus teerwujud adalah: 

1. Keeadilan distributif, yaitu suatu hubungan keeadilan antara neegara teerhadap 

rakyatnya. 
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2. Keeadilan leegal yaitu suatu hubungan keeadilan antara warga neegara teerhadap 

neegaranya. 

3. Keeadilan komunitatif adalah hubungan keeadilan antara warga neegara satu 

deengan yang lainnya seecara timbal balik. Seehingga untuk meewujudkan suatu 

keeadilan sosial bagi seeluruh rakyat Indoneesia haruslah teercapai seebuah 

keerakyatan yang dipimpin oleeh hikmat keebijaksanaan dan peermusyawaratan 

peerwakilan. Yang didasari oleeh adanya peersatuan Indoneesia. Peersatuan teerseebut 

didasari oleeh keemanusiaan yang adil dan beeradab yang meenjadi dasar seegala 

peelaksanaannya adalah keeyakinan teerhadap keetuhanan Yang Maha Esa. Di 

sinilah peerwujudan manusia seebagai makhluk sosial yang reeligius dalam eetika 

keehidupan beerbangsa.135 

UUJN beelum meemeenuhi rasa keeadilan bagi para peemangku keepeentingan 

kareena tidak diatur peertanggungjawaban ahli waris seemeentara Notaris lain atau 

klieen dirugikan atas peerbuatan ahli waris yang tidak meenyeerahkan Protokol 

Notaris teerseebut. Seelanjutnya, dari sudut pandang teerhadap peerlindungan teerhadap 

hak-hak klieen seebagai warga neegara yang meemiliki hubungan hukum deengan 

notaris, deengan tidak adanya tanggung jawab dari ahli waris notaris maka 

peerlindungan teerhadap hak-hak klieen seebagai warga neegara yang meemiliki 

hubungan hukum deengan notaris tidak teerpeenuhi. Deengan tidak teerwujudnya 

keeadilan pancasila dalam UUJN maka sudah seebaiknya UUJN seegeera 

dipeerbaharui guna meengatasi peermasalahan keeadilan bagi para pihak yang 

dirugikan atas peerbuatan ahli waris notaris yang tidak meenyeerahkan Protokol 

Notaris teerseebut. 
 

135 Ibid  
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2. Pembaharuan Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris  

Teerkait deengan peengaturan teentang peenyeerahan protokol notaris oleeh ahli 

waris, dimana notaris peemeegang protokol teerseebut meeninggal dunia masih 

teerdapat keeleemahan-keeleemahan di dalam UUJN, seehingga UUJN yang beerlaku 

saati ini peerlu diseempurnakan deengan meelakukan peembaharuan teerhadap Undang-

Undang Jabatan Notaris. 

Seebeelum meembahas leebih lanjut teentang peembaharuan Undang-Undang 

Jabatan Notaris, maka peerlu dipahami teerleebih dahulu apa yang dimaksud 

peembaharuan (peenal reeform) itu seendiri, yaitu suatu upaya meelakukan reeorieentasi 

dan reeformasi teerhadap seesuatu hal yang akan diteempuh meelalui keebijakan,136 

artinya harus dilakukan meelalui peendeekatan keebijakan. 

Reeform (Peembaharuan) beerarti improvee a systeem, aroganization eetc, by 

making changees to it; beehavee beetteer than beeforee. 137  Peengeertian teerseebut 

meenjeelaskan bahwa peembaharuan pada hakikatnya adalah meempeerbaiki seebuah 

sisteem deengan meembuat beerbagai peerubahan-peerubahan pada sisteem teerseebut. 

Peembaharuan teerseebut juga meemiliki makna meenuju kee arah yang leebih baik dari 

seebeelumnya. Ada 3 (tiga) hal yang patut dipeerhatikan dari peenjeelasan teerseebut 

adalah: 

1) Peembaharuan dilakukan teerhadap seebuah sisteem. 

Ini beerarti peembaharuan tidak dilakukan parsial/ fragmantasi, teetapi 

meenyeeluruh teerhadap seebuah sisteem. 

2) Peembaharuan dilakukan deengan cara meelakukan peerubahan. 

 
136 Barda Nawawie Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet-2 (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 27 
137 Oxf0rd Learners P0cket Dicti0nary, UK. Oxf0rd. University Press, 2005, hal. 360. 
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Ini beerarti peerubahan meerupakan syarat dari seebuah peembaharuan seehingga 

tidak ada peerubahan maka tidak ada peembaharuan. 

3) Peembaharuan dilakukan dalam rangka meenuju sisteem yang leebih baik. 

Bagian ini meerupakan tujuan dari seebuah peembaharuan. Jika dalam seebuah 

peembaharuan tidak beertujuan untuk leebih baik deengan kata lain teetap atau 

bahkan mundur, maka pada hakikatnya tidak ada seebuah peembaharuan.138 

Beerkeenaan deengan peenjeelasan peembaharuan diatas, teerdapat 

peembaharuan aturan yang diharapkan meenuju sisteem yang leebih baik. Beerkeenaan 

deengan UUJN, saat ini UUJN meemiliki keeleemahan teerkait peelaksanaan keewajiban 

peenyeerahan Protokol Notaris notaris oleeh ahli waris keepada notaris lain dimana 

notaris peemeegang Protokol Notaris teerseebut teelah meeninggal dunia.  Keeleemahan 

teerseebut dapat diuraikan antara lain: 

1) Peertanggungjawaban hukum teerhadap ahli waris teerkait tidak dilaksanakannya 

keewajiban ahli waris notaris untuk meembeeritahukan keepada MPD seeteempat 

seekaligus meenyeerahkan protokol notaris keepada notaris lain. 

2) Peertanggungjawaban hukum teerhadap MPD teerkait tidak dilaksanakannya 

keewajiban meengambil protokol notaris yang tidak diseerahkan keepada MPD 

seebagaimana meestinya.  

Untuk meengatasi hal teerseebut, teentunya dibutuhkan suatu peembaharuan 

teerhadap UUJN, deengan meeleengkapi sanksi teerhadap Ahli waris dan MPD bila 

tidak meenjalankan keewajiban seebagaimana yang diatur dalam UUJN. Untuk ahli 

waris, seebaiknya dituangkan di dalam Rancangan UUJN teerkait keeweenangan 

 
138 J0hn Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal P0licy): Dalam Sistem Penegakan 

Hukum Di Ind0nesia, (Y0gyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 115 
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MPD untuk meenjatuhkan sanksi teerhadap ahli waris yang tidak meembeeritahu 

keepada MPD bilamana Notaris peemeegang protokol teelah meeninggal dunia 

dan/atau meenyeerahkan protokol notaris teerseebut keepada notaris lain. Sanksi 

teerseebut dibeerikan keepada Ahli Waris beerupa, teeguran teertulis keemudian apabila 

teeguran teertulis teerseebut tidak dilaksanakan maka dijatuhkan sanksi deenda keepada 

Ahli Waris teerseebut. 

Seelanjutnya, untuk peertanggungjawaban hukum teerhadap MPD teerkait 

tidak dilaksanakannya keewajiban meengambil protokol notaris yang tidak 

diseerahkan keepada MPD seebagaimana meestinya meemeerlukan substansi hukum 

yang teegas teerkait sanksi yang dibeerikan teerhadap MPD. Sanksi teerseebut 

meembutuhkan peeran dari Keemeenteerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dimana 

sanksi teerseebut dibeerikan beerupa, teeguran lisan, teeguran teertulis seerta 

peembeerheentian dari jabatannya bila tidak meelaksanakan keewajibannya 

seebagaimana yang diatur dalam peerundang-undangan. 

Peentingnya suatu sanksi dalam suatu aturan hukum akan meembuat aturan 

teerseebut leebih meemiliki bobot atau nilai. Sanksi teerseebut akan meembuat siapapun 

yang meemiliki keewajiban akan ceendeerung meematuhi aturan teerseebut. Adanya 

sanksi teerhadap ahli waris dan MPD dalam Rancangan UUJN diharapkan 

meembawa sisteem peenyeerahan protokol notaris akan meenjadi leebih baik. Hal 

teerseebut peerlu dilakukan seebagai suatu solusi agar peelaksanaan peenyeerahan 

protokol notaris dapat dilaksanakan seebagaimana meestinya.  
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D. Digitalisasi Protokol Notaris Sebagai Suatu Kebijakan Di Masa Yang 
Akan Datang 

1. Wacana Digitalisasi Protokol Notaris 

Saat ini teeknologi dan informasi teelah beerkeembang beegitu sangat peesat 

meempeengaruhi beerbagai aspeek keehidupan dan profeesi. Hal ini meenyeebabkan 

peerubahan dari sisteem dan cara keerja pada instansi atau peerusahaan. Salah satu 

beentuk peerkeembangan teeknologi informasi adalah arsip di eera modeern ini. 

Teeknologi yang ada adalah teeknologi keearsipan yang teerkomputeerisasi. Arsip 

meerupakan sumbeer informasi bagi suatu instansi atau organisasi.139 Arsip juga 

meempunyai peeranan yang peenting bagi suatu instansi peemeerintahan, swasta 

ataupun organisasi, dan tak teerkeecuali institusi Notaris. Dalam UUJN Pasal 1 

Angka 13 diseebutkan bahwa: 

Pasal 1 Angka 13:  

“Protokol Notaris adalah adalah kumpulan dokumeen yang meeruIpakan arsip 
neegara yang harus disimpan dan dipeelihara oleeh Notaris seesuai deengan 
keeteentuan peeraturan peerundang-undangan”  

Protokol notaris meerupakan dokumeen neegara yang salah satu fungsinya 

adalah dapat digunakan seebagai alat bukti meengeenai adanya peerbuatan hukum 

yang teelah dilakukan oleeh para pihak teerkait deengan peerjanjian dalam ranah 

hukum peerdata. Dalam peenjeelasan pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris 

protokol notaries teerdiri atas 140:  

a. minuta Akta; 
b. buku daftar akta atau reepeertorium; 

 
139  Dukcapil Gunung Kidul, Sistem Digitalisasi Memudahkan Kearsipan, Website 

Internet: https://dukcapil.gunungkidulkab.g0.id/2020/02/25/sistem-digitalisasi-memudahkan-
pengarsipan/, diakses pada Hari Rabu Tanggal 3 N0vember 2021 Pada Pukul 09.21 WIB. 

140 R0sitawati Desy, Penyimpanan Pr0t0k0l N0taris Secara Elektr0nik Dalam Kaitan 
Cyber N0tary, Magister Ken0tariatan Universitas Udayana, Jurnal Ilmiah Pr0di Magister Ken0t 
ariatan, 2017- 2018, hal 175  
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c. buku daftar akta di bawah tangan yang peenandatanganannya dilakukan di 
hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;  

d. buku daftar nama peenghadap atau klappeer;  
e. buku daftar protees; 
f. buku daftar wasiat; dan 
g. buku daftar lain yang harus disimpan oleeh Notaris beerdasarkan keeteentuan 

peeraturan peerundang-undangan. 

Untuk itu peenyimpan protokol notaris peerlu dilakukan deengan hati-hati 

dalam meenyimpan seetiap protokol yang diseerahkan keepadanya (notaris), agar 

protokol notaris teerseebut tidak teerceeceer, hilang atau rusak. Keewajiban meenyimpan 

protokol notaris teerseebut sampai deengan reentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 

Keewajiban notaris seelanjutnya yaitu meenyeerahkan laporan daftar keegiatan yang 

beerkaitan deengan peembuatan akta akta, surat-surat, maupun dokumeen yang 

meenjadi keeweenangan notaris teerseebut seetiap bulannya keepada MPD di wilayah 

keerja notaris yang beersangkutan dan khusus meengeenai wasiat dilaporkan keepada 

Daftar Pusat Wasiat Keemeenteerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Reepublik 

Indoneesia.141 

Di eera modeern seepeerti seekarang ini, arsip meembutuhkan peembaruan dalam 

hal peengeelolaan deengan meemanfaatkan peerkeembangan teeknologi informasi. Salah 

satu peembaruan teerseebut yakni digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip adalah 

meengubah beentuk arsip konveensional kee dalam beentuk eeleektronik atau digital. 

Digitalisasi arsip dilakukan seebagai upaya peenyeelamatan informasi untuk masa 

yang akan datang.142 

Arsip dinilai seebagai ideentitas dan jati diri bangsa yang harus dikeelola dan 

diseelamatkan oleeh neegara. Salah satu beentuk peenyeelamatan arsip konveensional 

 
141 Kuswant0 Riza Muhammad, Urgensi Penyimpanan Pr0t0k0l N0taris Dalam Bentuk 

Elektr0nik Dan Kepastian Hukumnya Di Ind0nesia, Ken0tariatan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Jurnal Repert0rium V0lume IV N0. 2 Juli - Desember 2017, hal 63 

142 Dukcapil Gunung Kidul, Op.Cit. 
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ialah deengan meengkonveersikan arsip dalam beentuk digital seesuai deengan 

Peeraturan Peemeerintah Nomor 95 Tahun 2018 teentang Sisteem Peemeerintahan 

Beerbasis Eleektronik (SPBE). Teerwujudnya sisteem peemeerintahan beerbasis 

eeleektronik yang teerpadu dan meenyeeluruh untuk meencapai birokrasi peelayanan 

publik yang beerkineerja tinggi. Ada 2 (dua) tujuan yang bisa dilakukan digitalisasi. 

Peertama, keemudahan aksees untuk arsip dinamis, keeteerseediaan arsip untuk 

keeteerbukaan aksees. Keedua, tujuan preeseervasi maka dari beentuk konveensional kee 

digital dan seebaliknya kareena tujuannya meenyimpan di beebeerapa meedia agar 

informasinya tidak hilang.143 

Maka dari itu peerlu dilakukan digitalisasi deengan dilakukan peenyimpanan 

protokol notaris seecara eeleektronik dapat meembatu notaris untuk meenyimpan 

protokol notaris seecara praktis, eefisieen, murah dan aman. Seelain itu jika ditinjau 

dari seegi hukum peenyimpanan notaris dalam meembantu dan meemudahkan dalam 

prosees hukum teerutama dalam peembuktian seecara eeleektronik. 

Peenyimpanan protokol notaris seecara eeleektronik ini seebeenarnya seebagai 

upaya meewujudkan peenyeeleenggaraan Cybeer Notary di masa yang akan datang 

yang dimungkin dapat dijadikan suatu sarana dalam meenunjang aktivitas seeorang 

Notaris. Cybeer notary meerupakan konseep yang meemanfaatkan keemajuan 

teeknologi dalam meenjalankan tugas dan keeweenangan notaris. 144 Konseep ini 

dimaksudkan untuk meemudahkan atau meempeerceepat peelaksanaan tugas dan 

keeweenangan Notaris dalam meembuat akta oteentik meengeenai seemua peerbuatan 

 
143 M0khammad Nahji, Digitalisasi Arsip Untuk Peningkatan Pelayanan Publik, Website 

Internet: https://0mbudsman.g0.id/pengumuman/r/digitalisasi-arsip-untuk-peningkatan-pelayanan-
publik, diakses pada Hari Kamis Tanggal 4 N0vember 2021 Pada Pukul 00.55 WIB.  

144 Emma Nurita, Cyber N0tary Pemahaman Awal dalam K0nsep Pemikiran, (Bandung: 
Refika Aditama, 2012), hal. 47 
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atau peerjanjian atau keeteetapan yang diharuskan Undang-Undang atau apa yang 

dikeeheendaki para pihak yang beerkeepeentingan untuk dinyatakan dalam akta 

oteentik.145 

Lalu meedia eeleektronik yang dapat digunakan untuk peenyimpanan protokol 

notariees seecara eeleektronik adalah meendokumeenkan deengan meenggunakan piranti 

atau peerangakat Komputeer dan/atau deengan sisteem komputeerisasi ataupun 

meenggunakan inteerneet. 146  Meekanismee peenyimpanan protokol notaris seecara 

eeleektronik dapat juga meengggunakan deengan prosees alih meedia dari dokumeen 

ceetak, audio, videeo meenjadi beentuk digital atau yang diseebut deengan scanning. 

Cara peenyimpanan minuta akta seepeerti itu dapat dilakukan oleeh notaris seebagai 

beentuk peengamanan. Hasil scanning teerseebut disimpan di dalam databasee seerveer 

dan seecara otomatis output data scan digitalisasi dokumeen teerseedia. Hasil yang 

teersimpan di databasee seerveer disimpan dalam beentuk Flasdisk atau disimpan 

dalam meemory card deengan daya tampung yang diseesuaikan deengan banyaknya 

data. Keemudian agar teerjaga keeamanannya, databasee seerveer dan flasdisk disimpan 

di deeposit box atau brankas anti keebakaran untuk keemudian disimpan oleeh notaris 

atau dapat juga peenyimpanannya diseerahkan keepada Majeelis Peengawas Daeerah. 

Deengan adanya dokumeen eeleektronik yang dihasilkan meelalui prosees teerseebut 

dapat dibuka saat dipeerlukan dan dibuatkan salinannya untuk seelanjutnya 

digunakan meewakili protokol notaris yang rusak atau hilang. 

 
145 Syamsir,dkk, Pr0spek Cyber N0tary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju 

Pr0fesi0nalisme N0taris, Fakultas Hukum Universitas Jambi, V0l. 1 N0.2 Tahun 2019, hal 137 
146 Ibid hal 140 
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2. Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik  

Beerdasarkan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 58, Pasal 

59 dan Pasal 63 UUJN bahwa notaris beertanggung jawab meenyimpan akta dan 

protokol notarisnya seelama meenjabat dan akan dilanjutkan oleeh notaris beerikutnya 

yang meenggantikannya. Peekeerjaan notaris masih sangat digantungkan pada keertas 

seebagai meedianya, seehingga dibutuhkan ruangan yang luas dan peemeeliharaan 

yang cukup mahal untuk meengamankan beerkas-beerkas teerseebut.  

Beerkaitan deengan itu maka peeneerapan produk teeknologi informasi dapat 

meenjadi pilihan solusi bagi peemeecahan masalah peenyimpanan teerseebut. Undang-

Undang teelah meengatur bahwa, Peencipta arsip dan/atau leembaga keearsipan dapat 

meembuat arsip dalam beerbagai beentuk dan/atau meelakukan alih meedia meeliputi 

meedia eeleektronik dan/atau meedia lain 147 , namun notaris beelum meelakukan 

peeneerapannya. 

Meeskipun Peenyimpanan protokol notaris seecara eeleektronik dilakukan 

seebagai langkah antisipasi prosees peenyimpanan dan peemeeliharaan protokol notaris 

dari reesiko rusak bahkan hilangnya protokol notaris. Peeraturan peerundang-

undangan teermasuk UUJN, tidak ada yang meengatur teentang meekanismee 

peenyimpanan protokol notaris seecara eeleektronik seebagai antisipasi rusak, hilang 

atau musnahnya protokol notaris yang mana didalamnya teerdapat minuta akta 

yang meerupakan bukti surat yang oteentik.148 

 
147 Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang N0m0r 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 
148 R0sitawati Desy, Penyimpanan Pr0t0k0l N0taris Secara Elektr0nik Dalam Kaitan 

Cyber N0tary, Magister Ken0tariatan Universitas Udayana, Jurnal Ilmiah Pr0di Magister 
Ken0tariatan, 2017- 2018, hal. 177 
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Dalam UUJN tidak diatur meengeenai peenyimpanan protokol notaris seecara 

eeleektronik. Hanya peenjeelasan Pasal 15 ayat (3) yang meenyeebutkan keemungkinan 

notaris untuk meenseertifikasi transaksi yang dilakukan seecara eeleektronik (cybeer 

notary). Beelum adanya aturan yang meengatur meengeenai peenyimpanan protokol 

notaris seecara eeleektronik dalam UUJN meenimbulkan keekosongan norma. 

Beerdasarkan pandangan Plato bahwa neegara yang baik adalah neegara yang 

beerdasarkan pada adanya peengaturan (hukum) yang baik, maka meenurut peenulis 

teerkait protokol notaris meerupakan arsip neegara yang harus disimpan dan dijaga 

keerahasiaannya oleeh notaris yang dalam hal ini meelaksanakan seebagian tugas 

neegara, maka seeharusnya neegara meembuat aturan yang teegas dan jeelas yang 

meengatur meengeenai peenyimpanan protokol notaris seecara eeleektronik teerkait cybeer 

notary. 

Aturan peerundang-undangan yang baik adalah peeraturan yang 

meembeerikan keepastian hukum seehingga meenciptakan suasana yang aman dan 

teentram dalam masyarakat. Meenurut Jan Michieel Otto, keepastian hukum yang 

seesungguhnya meemang leebih beerdimeensi yuridis. Untuk itu ia meendeefinisikan 

keepastian hukum seebagai keemungkinan bahwa dalam situasi teerteentu: 

1. Teerseedia aturan-aturan yang jeelas, konsisteen dan mudah dipeeroleeh 

(acceessiblee), diteerbitkan oleeh dan diakui neegara; 

2. Instansi-instansi peemeerintahan meeneerapkan aturan-aturan hukum teerseebut 

seecara konsisteen dan juga tunduk dan taat keepadanya; 
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3. Warga seecara prinsipil meenyeesuaikan prilaku meereeka teerhadap aturan-aturan 

teerseebut.149 

Di dalam peerwujudan tujuan hukum keedalam masyarakat yang 

meemeenuhi unsur keeadilan dan keepastian hukum, maka masih teergantung minimal 

pada dua hal lain, yaitu: 

1. Keebutuhan akan hukum yang seemakin hari seemakin beesar yang oleeh hukum 

harus seelalu dipeenuhi; 

2. Keesadaran hukum manusia dan masyarakat yang seemakin hari seemakin 

beertambah tinggi seehingga hal teerseebut harus direespons deengan baik oleeh 

hukum itu seendiri. 

Keepastian hukum teerwujud salah satunya manakala teerdapat aturan 

peerundang-undangan yang jeelas dan konsisteen. Peeraturan peerundang-undangan 

yang dimaksud dalam peembahasan ini adalah peeraturan peelaksanaan dari UUJN 

yang beerkaitan deengan peenyimpanan protokol notaris seecara eeleektronik. Oleeh 

kareena beelum adanya peengaturan teerkait peenyimpanan Protokol Notaris seecara 

eeleektronik dalam peeraturan peerundang-undangan meenunjukkan bahwa keepastian 

hukum peenyimpanan Protokol Notaris beelum teerwujud. 

3. Pentingnya Pendigitalisasian Protokol Notaris Dalam Kaitannya Dengan 
Kebijakan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia. 

Meengingat teempat dan jangka waktu peenyimpanan Protokol Notaris pada 

pasal 70 UUJN huruf ee, sudah seepantasnya dipeerlukan peenyimpanan dalam 

beentuk eeleektronik, peengalihan Protokol Notaris dalam beentuk eeleektronik peenting 

untuk diimpleemeentasikan kareena Notaris dalam meenjalankan keewajibannya untuk 
 

149 Michiel Ott0 dalam Shidarta, M0ralitas Pr0fesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka 
Berfikir, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2006) hal. 85. 
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meenyimpan dokumeen-dokumeen teerseebut meenjadi aman, eefeektif, dan eefisieen  

dibandingkan deengan dokumeen dalam beentuk keertas/surat yang reentan teerhadap 

keerusakan dan mudah hilang.150 Peendigitalisasian protokol notaris meerupakan hal 

yang sudah lama di wacanakan namun saat ini beelum ada peeneerapannya kareena 

beelum ada reegulasi yang meengaturnya seecara jeelas dan leengkap.151 

Seebaiknya Protokol Notaris seelain disimpan dalam beentuk fisik juga harus 

disimpan dalam beentuk digital. Peenyimpanan seecara digital meemiliki fungsi dan 

tujuan yang dapat dinilai seecara eekonomi dan hukum. Seecara eekonomis, 

peenyimpanan protokol notaris beertujuan agar leebih eefisieen, mudah, praktis, murah, 

heemat, dan aman. Seedangkan ditinjau dari aspeek hukumnya, peenyimpanan 

protokol notaris seecara eeleektronik dapat meembantu dan meemudahkan dalam 

prosees hukum teerutama hukum peembuktian yang beerkaitan deengan alat bukti 

eeleektronik. 152  Caseey meenjeelaskan bahwa bukti eeleektronik adalah informasi 

eeleektronik yang dapat digunakan untuk meenghubungkan deengan teerjadinya suatu 

peeristiwa hukum.153  

Seelain itu, peendigitalisasian minuta Protokol Notaris notaris ini juga 

beertujuan untuk meemeelihara arsip agar teetap dinamis dan dimaksudkan untuk 

meenjaga keeamanan, keeseelamatan, dan keeutuhan arsip teerseebut. Leebih dari itu 

 
150 M. Riza Kuswant0, Urgensi Penyimpanan Pr0t0k0l N0taris Dalam Bentuk Elektr0nik 

Dan Kepastian Hukumnya Di Ind0nesia, Jurnal Repert0rium V0lume IV N0m0r 2 Juli - 
Desember 2017, hal. 64 

151 Hasil Wawancara Dengan Bapak Dartimn0v M. T Harahap Sebagai Ketua Majelis 
Pengawas Daerah N0taris Kabupaten Deli Serdang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Okt0ber Pukul 
13.00-13.45 WIB 

152  R0sitawati, Desy., Utama, I Made Arya., & Kasih, Desak Putu Dewi. (2017). 
Penyimpanan Pr0t0k0l N0taris Secara Elektr0nik Dalam Kaitan Cyber N0tary. Ilmiah Pr0di 
Magister Ken0tariatan Acta C0mitas, 2(2), hal.172–182 

153 Mangkepriyant0, Extrix, Pidana, ITE dan Perlindungan K0nsumen. (B0g0r: Guepedia, 
2019), hal. 91 
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informasi yang diucapkan, dikirim, diteerima, atau disimpan seecara eeleektrobik 

deengan alat optik atau yang seerupa deengan itu meerupakan keeteentuan peerluasan 

meengeenai sumbeer peeroleehan alat bukti154 Beebeerapa peeraturan yang meendukung 

teerlaksananya peengalihan protokol notaris dalam beentuk eeleektronik di Indoneesia 

yaitu:  

1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Eleektronik Pasal 5 dan 6 yang 

meengakui teentang dokumeen eeleektronik seebagai alat bukti yang sah;  

2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Teentang Keearsipan  

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 teentang Dokumeen Peerusahaan  

4) UUJN Pasal 15 ayat (3) yang meenyatakan notaris meempunyai keeweenangan 

yang lain yang diatur dalam Peeraturan peerundang-undangan.  

Beebeerapa cara yang dapat dilakukan oleeh Notaris dalam peendigitalisasian 

minuta akta seebagai prookol notaris adalah meelakukan prosees alih meedia. 

Peeraturan Peemeerintah Nomor 28 Tahun 2012 teentang Peelaksanaan Undang-

Undang  Nomor 43 Tahun 2009 teentang Keearsipan, meenjeelaskan bahwa alih 

meedia arsip dapat dilakukan dalam beentuk dan meedia apapun seesuai deengan 

peerkeembangan teeknologi informasi dan komunikasi beerdasarkan keeteentuan 

peeraturan peerundang-undangan. Alih meedia arsip dilaksanakan oleeh notaris harus 

meempeerhatikan kondisi arsip dan nilai informasi yang teerkandung didalamnya. 

Arsip yang teelah dialih meediakan teerseebut teetap disimpan untuk keepeentingan 

hukum seebagaimana teelah diamanatkan dalam peeraturan peerundang-undangan.  

 
154 Rudi. & Ikmassari, Ika. Kedudukan Akta Izin Hak Tanggungan yang Hilang. (Jakarta: 

Visimedia, 2016), hal. 23-24 
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Prosees alih meedia dilakukan dari dokumeen ceetak, audio, videeo meenjadi 

beentuk digital atau yang diseebut deengan scanning. Cara peenyimpanan minuta akta 

seepeerti itu dapat dilakukan oleeh notaris seebagai beentuk peengamanan. Sisteem 

peengeerjaan digitalisasi warkah dimulai dari peengambilan arsip untuk dilakukan 

peengeeceekan, seelanjutnya di scanning. Hasil scanning teerseebut disimpan di dalam 

databasee seerveer dan seecara otomatis output data scan digitalisasi dokumeen 

teerseedia. Hasil yang teersimpan di databasee seerveer disimpan dalam beentuk 

Flashdisk atau disimpan dalam meemory card deengan daya tampung yang 

diseesuaikan deengan banyaknya data.155  

Seeteelah meelakukan keegiatan alih meedia, notaris harus meelakukan 

auteentukasi deengan meembeerikan tanda teerteentu yang dileekatkan deengan arsip alih 

meedia. Oteentikasi disini sangat peenting kareena beerdasarkan Pasal 49 ayat (6) 

Peeraturan Peemeerintah  Nomor 28 Tahun 2012, peelaksanaan alih meedia arsip 

dilakukan deengan meembuat beerita acara yang diseertai deengan daftar arsip yang 

dialihmeediakan.156 Atau seeteelah meelakukan keegiatan alih meedia teerseebut, notaris 

dapat meenyimpan databasee seerveer dan flashdisk di deeposit box atau brankas anti 

keebakaran untuk keemudian disimpan oleeh notaris atau dapat juga 

peenyimpanannya diseerahkan keepada MPD. Deengan adanya dokumeen eeleektronik 

yang dihasilkan meelalui prosees teerseebut dapat dibuka saat dipeerlukan dan 

 
155 R0sitawati, Desy., Utama, I Made Arya., & Kasih, Desak Putu Dewi. Penyimpanan 

Pr0t0k0l N0taris Secara Elektr0nik Dalam Kaitan Cyber N0tary. Ilmiah Pr0di Magister 
Ken0tariatan Acta C0mitas, V0lume 2 N0m0r 2, hal. 172–182. 

156 Muhammad Riza Kuswant0. Op. Cit,  hal. 62–69. 
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dibuatkan salinannya untuk seelanjutnya digunakan meewakili protokol notaris yang 

rusak atau hilang.157  

Akta notaris meerupakan alat bukti yang teerkuat dan teerpeenuh, oleeh kareena 

itu meempunyai keekuatan peembuktian yang seempurna. Peenyimpanan minuta akta 

deengan meemanfaatkan teeknologi meerupakan teerobosan baru bagi kineerja profeesi 

notaris, kareena pada dasarnya notaris meempunyai peeranan peenting dalam transaksi 

eeleektronik (ee-commeercee). Notaris teelah dibeerikan keeseempatan oleeh Neegara untuk 

meelaksanakan tugas dan keeweenangannya dalam peenyimpanan minuta akta seecara 

digital meelalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Teentang Peerubahan 

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 teentang Informasi dan Transaksi 

Eleektronik Namun deemikian, peendigitalisasian akta Notaris tidak boleeh 

beerteentangan deengan prinsip dasar sahnya suatu akta oteentik.158 

Peendigitalisasian Protokol Notaris dalam kaitannya deengan peermasalahan 

peeneelitian ini dapat meengurangi/meeminimalisir dampak dari tidak 

dilaksanakannya keewajiban ahli waris atau MPD yang beerkaitan deengan 

peenyeerahan Protokol Notaris seebagaimana yang diatur dalam UUJN. Apabila 

Protokol Notaris teerseebut tidak diseerahkan maka akan hilang atau rusaknya 

Protokol Notaris teerseebut. Protokol Notaris Notaris harus dijaga dan disimpan 

deengan baik kareena meerupakan dokumeen atau arsip neegara, yang teerdapat 

keepeentingan banyak pihak di dalamnya.  Oleeh kareenanya peenyimpanan Protokol 

Notaris seecara digital teentunya akan meemiliki banyak manfaat. Keendati deemikian 

 
157 Ibid  
158  Kartika, Shanti Dwi. (2011). Pembuktian Dalam Electr0nic C0mmerce dan 

Implikasinya Terhadap N0taris. Kajian, 16(2), hal. 387–412 
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teetap dibutuhkan reegulasi yang jeelas dan leengkap misalnya siapa pihak yang 

meenyimpan filee teerseebut, bagaimana beentuknya, dimana disimpan.159 

 
159 Hasil Wawancara Dengan Bapak Dartimn0v M. T Harahap Sebagai Ketua Majelis 

Pengawas Daerah N0taris Kabupaten Deli Serdang Pada Hari Rabu Tanggal 13 Okt0ber Pukul 
13.00-13.45 WIB  
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IX. BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka terdapat 

kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia telah diatur 

dalam Pasal 35, Pasal 62, Pasal 63 UUJN dan Pasal 39 Permenkumham 

Nomor 25 Tahun 2014. Pada pokoknya menyatakan bahwa, ahli waris dari 

notaris sebagai pemegang Protokol Notaris yang telah meninggal dunia wajib 

memberitahukan kepada MPD paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam proses 

penyerahannya kepada notaris lain paling lama 30 (tiga puluh) hari.  Namun 

penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dari ahli waris notaris 

banyak tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dalam ketentuan 

tersebut. Hal tersebut dikarenakan ahli waris tidak memberitahukan pelaporan 

Notaris telah meninggal dunia kepada MPD daerah setempat.  

2. MPD memiliki peran untuk mengambil protokol notaris bilamana ahli waris 

pemegang protokol notaris yang meninggal dunia tidak menyerahkannya 

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Namun demikian peran MPD Kabupaten 

Deli Serdang belum berjalan dengan efektif dikarenakan ahli waris tidak 

melaporkan pemberitahuan bahwa notaris pemegang protokol telah 

meninggal dunia kepada MPD Kabupaten Deli Serdang sehingga protokol 

notaris tidak dapat diserah terimakan selama bertahun-tahun. Terkait dengan 

tanggung jawab Hukum, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Deli Serdang 

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terkait tidak 
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dilaksanakannya kewenangannya tersebut, karena tidak diatur dalam UUJN 

ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. 

3. Tanggungjawab hukum ahli waris terhadap kewajiban menyerahkan protokol 

Notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Deli Serdang merujuk pada 

Pasal 63 ayat (2) UUJN, Ahli waris notaris memiliki kewajiban memberitahu 

MPD sekaligus menyerahkan protokol Notaris dalam hal notaris pemegang 

protokol notaris meninggal dunia. Terkait dengan tanggungjawab ahli waris 

yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, ahli waris notaris tidak 

dapat dimintai pertanggungjawaban karena Majelis Pengawasan Notaris tidak 

memiliki kewenangan meminta pertanggungjawaban ahli waris notaris. 

Selain itu UUJN ataupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak 

mengatur mengenai adanya sanksi terhadap ahli waris notaris.   

B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan dalam penelitian ini, maka terdapat 

rekomendasi yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1) Diperlukan adanya pengaturan hukum yang mengatur mengenai adanya 

tanggungjawab kepada ahli waris notaris yang tidak menyerahkan protokol 

notaris manakala notaris meninggal dunia, mengingat tidak diserahkannya 

protokol tersebut dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar 

terhadap masyarakat  yang  akan  atau  masih  membutuhkan akta yang 

terdapat didalam protokol Notaris yang telah meninggal dunia untuk keperluan 

kepastian hukumnya. Selain itu, perlu diatur mengenai persyaratan/ kriteria 

notaris yang layak sebagai penerima Protokol Notaris yang meninggal dunia, 
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sehingga MPD menunjuk Notaris lain sebagai penerima Protokol Notaris 

sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya. 

2) Disarankan agar MPD Kabupaten Deli Serdang melakukan pengawasan 

berkala setiap tahun ke Kantor Notaris yang berada di seluruh Kabupaten Deli 

Serdang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk 

mengefektifkan peran MPD Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan 

keberadaan Notaris dan Protokol Notaris yang di pegangnya. 

3) Disarankan agar dilakukan pembaharuan UUJN yang juga mengakomodir 

pengaturan tentang pendigitalisasian protokol notaris mengingat protokol 

notaris adalah dokumen atau arsip negara yang tidak memiliki jangka waktu 

untuk dimusnahkan sehingga protokol tersebut harus tetap disimpan dan dijaga 

dengan baik, sekaligus untuk mempermudah penyerahan protokol notaris 

kepada notaris lain dengan mempertimbangkan aspek hukum dan aspek 

teknologi yang berkembang saat ini. 
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